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ABSTRAK

Perjuangan Mohammad Hatta dalam Menegakkan
F:ﬁl'll'cjéi‘-(i@kaan;mdoneSia 1945 - 1949

M. Wariyanti
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta

Skripsi ini bertuyjuan untuk menjawab tiga permasalahan : pertama, untuk
mengetahui posisi Mohammad masa 1945-1949; kedua, bentuk perjuangan
Mohammad Hatta, ketiga, peranan Mohammad Hatta sekitar persetujuan Renville
hingga penyerahan kedaulatan RIS. Skripsi ini menggunakan metode penelitian
kepustakaan dengan model deskriptif analisis.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini membuktikan bahwa peranan Hatta
sangat besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama dalam pelaksanaan
persetujuan Renville hingga penyerahan kedaulatan. Peranan Hatta dalam masa 1945-
1949 antara lain dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan, pelaksanaan persetujuan
Renville dan Konferensi Meja Bundar (KMB). KMB berakhir dengan penyerahan
kedaulatan RIS dari Belanda. Dalam hal ini Hatta sebagai ketua delegasi RIS
menerima penyerahan kedaulatan tersebut. Perjuangan Hatta tidak terlepas dari
kerjasama Hatta dengan tokoh-tokoh dalam negeri maupun luar negeri. Tokoh-tokoh
dalam negeri antara lain Soekarno dan Syahrir, sedangkan tokoh-tokoh luar negeri
antara lain Nehru dan anggota Komisi Jasa-Jasa Baik. Peranan Hatta yang paling
penting adalah dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan dan penyerahan kedaulatan.

Perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan
mengalami banyak rintangan. Akan tetapi dengan perjuangan dan usaha para
pemimpin perjuangan, akhimya bangsa Indonesia memperoleh kembali kemerdekaan
dan kedaulatan tersebut. Dalam hal ini peranan Kabinet Hatta sangat penting. Dalam
Kabinet Hatta, Hatta menjabat sebagai Perdana Menteri. Pada awal pembentukan
Kabinet Hatta, Kabinet ini mendapat tugas melaksanakan persetujuan Renville.

Pelaksanaan persetyjuan Renville mengalami kegagalan. Oleh karena itu
diadakan perundingan kembali antara Indonesia dengan Belanda. Perundingan it
dikenal dengan perundingan Roem-Royen. Salah satu hasil persetujuan Roem-Royen
adalah penyelenggaraan KMB di Den Haag untuk mempercepat penyerahan
kedaulatan tanpa syarat, nyata dan lengkap. Dalam pelaksanaan KMB Hatta berperan
sebagai ketua delegasi RIS. EMB berakhir dengan penyerahan kedaulatan kepada
RIS. Penerimaan penyerahan kedaulatan diwakili oleh Hatta karena Hatta menjabat
sebagai ketua delegasi RIS.
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This thesis was meant to answer three questions : firstly, to know Mohammad
Hatta’s position around 1945-1949; secondly, to know the form of Mohammad
Hatta’s struggle, and finally to know Mohammad Hatta’s role around Renville
agreement, 1948-1949. This thesis was done by applying library research with
analysis descriptive model.

From the analysis, 1t was proved that Mohammad Hatta has a strong role in
Indonesian independent struggle, especially in the Renville agreement until the
transfer of sovereignty. Mohammad Hatta’s role in the period of 1945-1949 could be
seen in the proclaimation of independence, Renville agreement and Round Table
Conference. Round Table Conference result an agreement of transferring of
sovereignty from Nederland to Federal Republic of Indonesia. In the Round Table
Conference, Mohammad Hatta was the leader of Indonesian delegation to receive the
transferring of sovereignty from Wederland. Hatta’s struggle could not be aparted
from his cooperation with some leaders both from Indonesia and foreign country. The
leaders from Indonesia among others were Soekarno and Syahrir, whereas from
foreign country among others were Nehru and the members of Conmittee of Good
Offices. The most important role of Mohammad Hatta was in the moment of
independence proclaimation and transferring of sovereignty .

In the struggle to achieve independence and sovereignty, Indonesia due to the
strong struggle and the important role. However, Indonesia could achieve the
independence and the sovereignty again because of the struggle leader effort. In the
case, the role of Hatta’s Cabinet was very important. In the Hatta’s Cabinet, Hatta
was as the Prime Minister. In the beginning of the formation of Hatta’s Cabinet, this
cabinet had a duty to hold Renville agreement.

Renville agreement did not success. Hence, there was reconference between
Indonesia and Nederland. It was called Roem-Royen conference. One of result of this
conference was carrying out Round Table Conference in Den Haag to accelerate
transferring of sovereignty without any compensation, obviously and completely. In
the Round Table Conference, Mohammad Hatta was the leader of Federal Republic
of Indonesia. He represented Indonesia in receiving sovereignty because he was the
leader of Federal Republic of Indonesia.
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mohammad Hatta merupakan salah satu tokoh, pejuang, pahlawan, pemikir,
dan Bapak rakyat Indonesia Mohammad Hatta lahir di Batuampar, Bukittinggi,
Sumatra Barat, pada tanggal 12 Agustus 1902. Mohammad Hatta mula-mula
bernama Mohammad Athar. Athar artinya harum. Panggilan sehari-harinya adalah
Atta yang kemudian berkembang menjadi sebuah nama baru, yaitu Hatta' Sejak
kecil Mohammad Hatta mempunyai sifat tertib, rajin, hemat, dan disiplin.

Mohammad Hatta masuk sekolah dasar di Bukittinggi yaitu Europese
Lagere Schoo! (ELS) atan Sekolah Rendah Eropa tahun 1913. Talun 1916
Mohammad Hatta melanjutkan ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO)
atau sekolah lanjutan setingkat SMP di Padang. Setelah lulus dari MULOQ, tahun
1919 Mohammad Hatta melanjutkan ke Prins Hendrik School (PHS) atan Sekolah
Menengah Dagang di Jakarta. Pada tahun 1921 Mohammad Hatta melanjutkan ke
Nederlandsche Handels Hogeschoo!l di Rotterdam dan pada tahun 1932
Mohammad Hatta berhasil menyelesaikan studinya. Waktu belajar yang lama,
yang disertai aktifitas politik tidak merugikan baginya. Dia memperoleh basis
teori yang lebih kukuh dan peninjanan politik yang berdasarkan pengetahuan.

Semuanya itu merupakan pengalaman yang berharga baginya untuk melakukan

'Ny. Lembag Tuah, Hatta : Adik dan Kenangan, dalam Bung Hafta Pribadinya Dalam
Kenangan, Sinar Harapan dan Universitas Indonesia : Jakarta, 1980, him. 5.
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kewajiban terhadap tanah air dan bangsanya dikemudian hari.” Mohammad Hatta
selain aktif dalam studi, juga aktif dalam organisasi politik. Organisasi yang
pernah ia ikuti antara lain Jong Sumatranen Bond (JSB). Dalam organisasi ini ia
menjadi bendahara’ Pada masa studi di Belanda, Mohammad Hatta juga aktif
dalam organisasi politik /ndische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia (PI).
Dalam organisasi ini mula-mula Mohammad Hatta menjadi bendahara, kemudian
tahun 1926 menjadt ketua. Dalam organisasi ini Mohammad Hatta berusaha
menyatukan para mahasiswa yang ada di Negeri Belanda dengan maksud
menyadarkan mereka secara politis untuk kemerdekaan Indonesia

Kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan oleh Mohammad Hatta terutama
bertujuan untuk kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia Belanda
menganggap Kkegiatan-kegiatan ini membahayakan mereka. Oleh karena itu
Mohammad Hatta sering ditangkap oleh pemerintah Belanda. Pada masa studi di
Belanda Mohammad Hatta pernah dipenjarakan di Negeri Belanda karena
perjuangannya dalam organisasi politik itu menentang penjajahan. Dia memimpin
Perhimpunan Indonesia berjuang menentang imperialisme di jantung imperialisme
itu sendirt di Eropa. Pada tahun 1934 — 1935 Mohammad Hatta dipenjarakan oleh
pemerintah Belanda dan pada tahun 1935 — 1936 dibuang ke Boven Digul, Irian
Jaya Pada tahun 1936 — 1942 dipindahkan ke Bandaneira, Maluku dan pada

bulan Februari 1942 dipindahkan ke Sukabumi. Pada tanggal 9 Maret 1942 Hatta

Hadji Subagijo LN, Bur Hatta Kita, delem Bung Hatte Mengabdi pada Tjita-tjita
Perdjoangan Bangsa, Penitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke-70 : Jakarta, 1972, him.
17.

? Mohammad Hatta, Memoir, Tintamas Indonesia : Jakarta, 1978, him. 49,
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dibebaskan oleh pemerintah Jepang karena pada tahun 1942 Belanda menyerah
kepada Jepang.

Mohammad Hatta yang populer dengan sebutan Bung Hatta terkenal
sebagai orang vyang teguh dalam sikap, mempunyai prinsip dan mempunyai
pendirian yang tegas. Kekerasan pendiriannya kelihatan sejak masa muda
Ketegasan pendirian Bung Hatta juga kelihatan ketika dilangsungkan perundingan
antara Indonesia dengan Belanda pada Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den
Haag. Bung Hatta berpendirian, penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia
sangat penting. Dengan pengakuan kedaulatan tersebut, negara-negara lain
diseluruh dunia akan dapat mengakui kemerdekaan Indonesia. Selain itu, dengan
pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan, kedudukan Indonesia sebagai negara di
dunia internasional pasti menjadi lebih kuat. Hal ini juga ditegaskannya atas nama
delegasi kepada pihak BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg atan Badan
Permusyawaratan Federal) kalau Indonesia bersatu termasuk BFO sendiri, pasti
akan lebih kuat Pihak BFO kemudian dapat menyetujui pendirian Bung Hatta
tersebut.*

Pada masa penjajahan Jepang, Mohammad Hatta menjadi pemimpin
PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) bersama Ir. Soekarno, Ki Hajar Dewantara dan
K.H. Mansyur. Mereka dikenal sebagai empat serangkai. Organisasi PUTERA ini
merupakan sebuah wadah untuk menggembleng para pemuda dengan faham
nasionalisme. Organisasi ini pulalah yang mengalahkan pergerakan Jepang yang

dikenal dengan Gerakan Tiga A (Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia,

* Yayasan Idayu, Bung Hatta Kita, Yayasan Idayu : Jakarta, 1980, him. 33 — 34,
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Nippon Cahaya Asia). Gerakan Tiga A ini akhimya lenyap karena tidak mendapat
dukungan dari para pemimpin atau tokoh-tokoh RL

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Mohammad Hatta bersama Soekarno
memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal 18 Agustus 1945
Mohammad Hatta diangkat menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang
pertama, dengan Soekarno sebagai Presiden.

Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan serangan atas R, yang
dikenal dengan Agresi Militer Belanda Pertama. Hal ini membuat berbagai pihak
melakukan reaksi. Akhimya Komisi Tiga Negara (KTN) dapat mempertemukan
wakil-wakil Belanda dan RI pada tanggal 8 Desember 1947 di sebuah Kapal AS,
Renville, yang berlabuh di Tanjung Priok.” Dalam pertemuan tersebut akhimya
dapat dicapai suatn persetujuan yang dikenal dengan Persetnjuan Renville. Ketika
diadakan Persetujuan Renville, kabinet yang berkuasa di RI adalah kabinet Amir
Syarifiddin. Persetnjuan Renville pada dasarnya sangat merugikan pihak RI Hal
itu dikarenakan daerah-daerah yang diduduki Belanda adalah daerah-daerah yang
kaya. RI juga akan menjadi salah satu anggota Uni. Selain itu RI harus mengakui
garis demarkasi ciptaan Van Mook, yang dikenal dengan Garis Demarkasi Van
Mook. Pada awalnya pthak RI menolak persetujuan itu. Akan tetapi berdasarkan
laporan dari berbagai panglima tentara kepada Presiden Soekamo yang
menyatakan bahwa persediaan amunisi menipis, serta adanya kepastian bahwa
penolakan berarti serangan baru dari pihak Belanda secara lebih hebat, dan

keterangan KTN bahwa itulah maksimum yang dapat

Sa. Moedjanto, hidonesia Abad ke-20 Jilid 2, Kanisius : Yogyakarta, 1988, him. 19.
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dibuatnya dan tidak ada jaminan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-
Bangsa dapat menolong, menyebabkan pemimpin-pemimpin RI menerima
Persetujuan Renville®

Selain itu pemerintah memperhitungkan bahwa persetujuan yang diadakan
di bawah pengawasan KTN sebagai mata dunia internaisonal, akan terus
melibatkan PBB dalam kelanjutan perjuangan RI. Dengan demikian cepat atau
lambat dunia akan menyadari bahwa aspirasi nasionul yang diperjuangkan RI
sesungguhnya adalah aspirasi seluruh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, kalau RI
menolak, maka RI dianggap kurang menghargai jasa-jasa yang diberikan DK-
PBB, sedangkan kalau RI menerimanya, dunia internasional akan tetap menaruh
simpati kepadanya’ RI Menerima persetujuan tersebut juga dengan pertimbangan
bahwa masih ada kesempatan yang lebih baik untuk membina kembali kekuatan
militernya dan timbulnya simpati dunia yang makin besar karena RI bersedia
menerima petunjuk-petunjuk KTN yang mewakili PBB serta selalu memmjukkan
sikapnya yang cinta damai. Persetujuan Renville ditandatangani pada tanggal 17
dan 19 Januari 1948.°

Penerimaan Persetujuan Renville mengakibatkan terjadinya krisis kabinet.
Partai Masyumi dan PNI menarik dukungan mereka terhadap Kabinet Amir,
begitu juga Syahrir. Bahkan ada kritikan Kabinet Amir dituduh telah menjual RI
kepada Belanda dan menjual kekayaan alam RI. Hal ini disebabkan daerah-daerah

yang diduduki Belanda menurut Persetujuan Renville adalah daerah-daerah yang

® Ibid, hlm. 22.

? KM.L. Tobing, Perjuangan Politik Bangsa hsonesia Renville, Gunung Agung : Jakarta,
1986, him. 33.

® bid, him. 36 dan 42.
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kaya. RI akan menjadi negara bagian dari suatu Negara Indonesia Serikat yang
akan dibentuk oleh Belanda. Negara Indonesia serikat akan turut dalam suatu uni
dengan Belanda yang aken dikepalai oleh Ratu Belanda® Adanya krisis kabinet
menyebabkan Amir beserta kabinetnya mengembalikan mandat kepada presiden
pada tanggal 23 Januari 1948."

Setelah Kabinet Amir mengembalikan mandat, RI merasa segera perlu suatu
pemerintahan yang kuat untuk melaksanakan Persetujuan Renville. Hal ini juga
disebabkan situasi yang dihadapi sangat sulit berhubungan dengan pertikaian
melawan Belanda maupun hal lain dalam ketentaraan Oleh karena itu kabinet
baru perlu segera dibentuk.

Pembentukan suatu kabinet presidensiil yang bersifat nasional dan
mencakup semua partai, merupakan satu-satinya jalan yang cepat untuk
menciptakan pimpinan kuat yang dibutuhkan. Oleh karena itu setelah Amir
mengembalikan mandat, Presiden Soekarno memunjuk Drs. Mohammad Hatta
gebagai Wakil Presiden yang berdiri di luar partai untuk membentuk suatu kabinet
presidensiil. Hatta berusaha membentuk suatu '"Pemerintah Nasional" yang
mengikut sertakan semua partai besar.!! Kabinet yang dibentuk Hatta dikenal
dengan Kabinet Hatta Kabinet Hatta dibentuk pada tanggal 29 Januari 1948
dengan Mohammad Hafta sebagai Perdana Menteri. Kabinet Hafta inilah yang
akan melaksanakan Persetujuan Renville, hingga penyerahan kedaulatan RI dalam

Konferensi Meja Bundar pada tanggal 27 Desember 1949.

? Deliar Noer, Mohammad Hatta Biografi Politik, LP3ES : Jakarta, 1990, hlm. 309.

g, Moedjanto, op. cif., hlm. 23,

H George McT. Kahin, Nasionalisme dan Revolusi di hdonesia (Terjemahar), UNS Press-
Pustaka Sinar Harapan, 1995, him. 291-292,
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Dari perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh Mohammad Hatta, terlihat
jelas bahwa Mohammad Hatta adalah seorang nasionalis, bahkan seorang
nasionalis yang besar dan seorang pafriot yang telah mempersembahkan seluruh
hidupnya untuk pergerakan nasional di Indonesia '’ Perjusngannya yang bertujuan
mencapai kemerdekaan dan kedanlatan RI akhimya dapat/, ”terwujud, walaupun
mengalami berbagai hambatan dan tantangan Bung /7}:;;:1 adalah seorang
nasionalis, yang berjuang untuk menegakkan kebangsaan dan kemerdekaan
Indonesia dengan suatu sikap perjuangan yang khas dan membentuk satu ciri
tertentu pada semangat perjuangan bangsa Indonesia umtuk merebut
kemerdekaannya."’

Selama perang kemerdekaan, seluruh tenaga dan pikirannya terlibat dalam
memenangkan perjuangan melawan Belanda Dalam rangka itu, ia pernah ke India
dengan menyamar sebagai co-pilot dengan nama samaran Abdullah. Di India,
Bung Hatta berbicara dengan Nehru dan Gandhi."

Selain itu, Bung Hatta adalah seorang pejuang revolusioner karena sejak
mudanya ia telah berjuang menentang imperialisme dan kolonialisme. Hal ini
dibuktikan dengan duduknya dia sebagai wakil Indonesia dalam Kongres Liga
Anti Imperialisme den Anti Kolomalisme di Berlin dari tahun 1927 - 1931. Bung

Hafta juga seorang demokrat. Dalam masa sesudah kemerdekaan dia berjuang

12 1de Anak Agung Gde Agung, Renville, Sinar Harapan : Jakarta, 1983, him. 346.

13 Dialog, Demokrasi tidek akan lenyap dari Indonesia, dalam Bung Hatta Kifa, Yayasen
Idayu : Jakarta, 1980, him. 26.

" Deliar Noer, ep. cit., him. 306,
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dengan teguh ymtuk menegakkan demokrasi politik dan ekonomi dalam kehidupan
bangsanya

Kepemimpiman Bung Hatta adalah kepemimpinan otak, kepemimpinan
watak dan kepemimpinan akhlak. Bung Hatta mempunyai persepsi yang teguh
mengenai strategi kebangsaan Sebagai seorang pemikir yang intelegen dan
sebagai seorang intelegensia yang berfikir cermat dan akurat. Hubungan Bung
Hatta dengan Bung Karno adalah hubungan kedwitunggalan kepemimpinan
politik, intelek dan pengabdian yang tidak ada taranya, yang sangat dibutuhkan
bangsa Indonesia dalam perjuangan untuk menjebol dan membangun, menjebol
feodalisme dan kolonialisme pada masa penjajahan dan membangun
kemerdekaan, harga diri, cita-cita adil dan makmur sebagai konsekuensi
Proklamasi 17 Agustus 1945.

Dalam sejarah kepemimpinan nasional, dalam sejarah nasional bangsa kita,
Bung Hatta jelas adalah orang kedua dan partner Bung Karno dalam perjuangan
kemerdekaan dan kepemimpinan revolusi 1945. Oleh karena itu Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) yang ada sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan
para tokoh dan pahlawan kita, terutama Mohammad Hafta Salah satu wujud
untuk mengenang jasa-jasa Mohammad Hatta, khususnya dalam bidang
pendidikan adalah didirikannya perpustakaan Hatta Perpustakaan ito ada di
Bukittinggi, Sumatra Barat dan Yogyakarta.

Bertolak dari latar belakang pemikiran tersebut, penulis tertarik

untuk melakukan penelitian tentang perjuangan Mohammad Hatta dalam

!5 Merdeka, Bung Hatta Pemnimpin Teladan, dalam Pung Haffa Kifa, Yayasan Idayu :
Jakarta, 1980, hlm. 120.
'S Bid, him. 121.
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melakukan penelitian tentang perjuangan Mohammad Hafta dalam menegakkan
perjuangan Indonesia 1945 — 1949, Mohammad Hatta sebagai salah sata tokoh
atau pahlawan dalam perjuangan Kemerdekaan RI sangat berperan dalam
mewujudkan NKRIL Salah satu hal penting yang dilakukan oleh Mohammad Hatta
adalah dalam KMB di Den Haag Mohammad Hatta sebagai ketua delegasi RL
Dari KMB ini Mohammad Hatta menerima penyerahan kedaulatan RI dari Ratu
Juliana

Selain itu belum ada tulisan secara khusus tentang perjuangan Mohammad
Hatta dalam menegakkan perjuangan Indonesia 1945 — 1949, sehingga tulisan ini
dapat dijadikan perfimbangan atan masukan tentang peranan Mohammad Hatta
Sumber-sumber atau data-data tentang perjuangan Mohammad Hatta dalam
menegakkan perjuangan Indonesia 1945 — 1949 ini cukup banyak dan mudah
diperoleh. Sumber-sumber tersebut juga sudah banyak yang menggunakan bahasa
Indonesia sehingga mudah dipahami.

Rentang waktu antara 1945 — 1949 dipilih penulis karena pada tahun 1945
terjadi peristiwa-peristiwa penting antara lain Proklamasi Kemerdekaan. Dalam
peristiwa ini Mohammad Hatta bersama Soekarno sangat berperan. Pada tahun
1948 Kabinet Hatta dibentuk. Kabinet Hatta merupakan pelaksana Persetujuan
Renville. Akan tetapi banyak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Persetujuan
Renville, baik dari pihak Belanda maupun RI Terjadinya pelanggaran-
pelanggaran tersebut mengakibatkan Belanda melancarkan agresi militernya yang
kedua, yang dikenal dengan Agresi Militer Belanda Kedua pada tanggal 19

Desember 1948. Reaksi dunia atas penyerangan Belanda tersebut luar biasa. Pada
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terhadap RI yang kedua kalinya Oleh karena itu DK-PBB berusaha mengeluarkan
resolusi-resolusi. Akan tetapi Belanda tidak segera melaksanakan resolusi-resolusi
tersebut karena Belanda yakin RI akan hancur. Untuk membuktikan bahwa RI
masth ada dan TNI masih kuat, maka pada tanggal 1 Maret 1949 RI mengadakan
penyerangan terhadap Belanda Penyerangan tersebut berhasil menduduki kota
Yogyakarta selama 6 jam. Serangan itu dikenal dengan Serangan Umum 1 Maret
1949.

Serangan Umum yang merupakan kemenangan politis tersebut mampu
membuka mata dunia internasional dan membuktikan omong kosong Belanda
tentang kehancuran RL Oleh karena itu Amerika Serikat semakin tegas terhadap
Belanda. Atas ketegasan Amerika Serikat itu maka pada tanggal 14 Apnil 1949
diadakan perundingan kembali antara RI dengan Belanda. RI diwakili oleh
Mohammad Roem, sedangkan Belanda diwakili oleh Van Royen. Perundingan itu
dikenal dengan perundingan Roem-Royen. Salah satu hasil atau ketentuan
persetujuan Roem-Royen adalah Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag.

Dalam KMB delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarseveen, sedangkan
delegasi RI dipimpin oleh Mohammad Hatta KMB menghasilkan naskah-naskah
persetyjuan yang pada pokoknya terdiri dari dua bagian, yaitu induk persetujuan
dan anak persetujuan. Ketentuan yang paling penting dari perselyjnan KMB
adalah Piagam Penyerahan Kedaulatan yang oleh RI diartikan Piagam Pengakuan
Kedaulatan. Penyerahan atau pengakuan Kedaulatan atas RI terjadi pada tanggal
27 Desember 1949. Dalam penulisan ini penulis akan menguraikan perjuangan

Mohammad Hatta dalam menegakkan kemerdekaan Indonesia dari tahun 1945
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hingga penyerahan Kedaulatan RL. Oleh karena itu penulis dalam penelitian ini

memilih rentang waktu antara tahun 1945-1949,

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan
dibahas untuk mengetahui lebth jelas tenteng perjuangan Mohammad Hatta dalam
menegakkan kemerdekaan Indonesia 1945 — 1949. Permasalahan-permasalahan
tersebut yaitu :
1. Bagaimana posisi Mohammad Hatta pada masa 1945-1948 dan masa 1948-

1949 27

2. Bagaimana bentuk perjuangan Mohammad Hatta ?
3. Apa peranan Mohammad Haftta sekitar persetujuan Renville hingga penyerahan

kedaunlatan?

C. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :
1. Menjelaskan posisi Mohammad Hatta pada masa 1945-1948 dan masa 1948-
1949.
2. Menjelaskan bentuk perjuangan Mohammad Hatta.
3. Menjelaskan peranan Mohammad Hatta sekitar persetuyjuan Renville hingga

penyerahan kedanlatan

D. Manfaat Penclitian
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1. Bagi dunmia pendidikan, penelitian imi dapat berguna untuk menambah
informasi tentang peranan Mohammad Hatta sekitar persetujuan Renville
hingga penyerahan kedaulatan.

2. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan
tentang peranan Mohammad Hatta

3. Bagi mahasiswa sejarah, penelitian ini dapat dijadikan bahan pengetahuan
tentang perjuangan Mohammad Hatta dalam menegakkan kemerdekaan

Indonesia.

E. Landasan Teori dan Pendekatan

Sebeium masuk pada pembahasan permasalahan, perlu dijelaskan beberapa
konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Konsep-konsep tersebut adalah
Persetujuan Renville, perjuangan, kemerdekaan dan kedaulatan. Penjelasan
beberapa konsep tersebut penting karena merupakan landasan berpikir dan sebagai
pembatasan masalah.

Persetujuan Renville adalah persetujuan yang diadakan antara Belanda
dengan RI di atas kapal AS bernama Renville. Persetujuan Renville diadakan
untuk mendamaikan Belanda dengan RI yang sedang bersengketa Persetujuan
Renville diadakan di atas Kapal AS, Renville karena bebas dari kekuasaan kedua
belah pihak dan kapal itu merupakan daerah atau wilayah AS sehingga dianggap

petral.
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Konsep perjuangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalah usaha
yang penuh dengan kesukaran dan bahaya untuk merebut sesuatu.”” Dalam hal ini
perjuangan untuk merebut kemerdekaan dan kedaulatan. Berjuang menurut
Mohammad Hatta adalah menegakkan paham kebangsaan, dalam hubungan
itu persatuan bangsa sebagai dasar perjuangan bangsa Hal ini dimaksudkan
bahwa harus ada satu semangat, satu prinsip batin dan persamaan bersama yang
memungkinkan kepentingan kelompok disubkoordinasikan, bukan dilenyapkan.

Konsep kemerdekaan adalah keadaan berdiri sendiri, bebas, lepas, tidak
terjajah. Perjuangan yang dilakukan oleh Mohammad Hatta terutama bertujuan ke
arah kemerdekaan RI1. Merdeku dalam segala bidang kehidupan, tidak terikat oleh
negara lain atan di bawah kekuasaan negara lain, bebas menentukan nasib sendiri
dan mempunyai sistem pemerintahan sendiri atau berdaulat. Konsep Hatta tentang
kemerdekaan bagi Indomesia harus menjamin partisipasi rakyat dalam
pemerintahan negerinya sendiri. Kemerdekaan harus tidak melahirkan suatu
bangsa yang mayoritas rakyatnya tidak memiliki kekuasaan seperti pada periode
kolonial.”®

Konsep kedanlatan adalah kemerdekaan suatn negara terhadap negara-
negara lain. kedaulatan juga menjadi twjuan perjuangan RI, khususnya perjuangan
yang dipimpin oleh Mohammad Hatta Selain memperjuangkan kemerdekaan, RI
juga menginginkan pemerintahan sendiri dan menentukan nasib sendiri.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan politik.

Perjuangan yang dilakukan oleh Mohammad Hatta terutama bertujuan untuk

17 Depdikbud, op. cif., him. 367.
18 Mavis Rose, ldonesia merdeka Biografi Politik Mohammad Hatfa, Gramedia Pustaka
Utama : Jakarta, 1991, him. XV.
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mencapai kemerdekaan dan kedaulatan. Perjuangan Mohammad Hatta bukan
perjuangan dengan cara bersenjata, tetapi perjuangan dengan cara diplomasi dan
dalam hal ini Hatta mengadakan kerjasama dengan tokoh-tokoh dalam negeri
maupun luar negeri, unfuk mencapai tujuan tersebut. Perjuangan-perjuangan yang
dilakukan oleh Mohammad Hatta ini berkaitan dengan bidang politik, sehingga

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan politik.

F. Tinjauan Sumber

Sumber sejarah berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber
primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi
dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indeia yang lain atau alat
mekanik seperti telepon dan lain-lain mengetahui suatu peristiwa. Sumber
sekunder adalah kesaksian dari kesaksian orang lain.

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis berupa
buku-buku. Buku yang dijadikan sumber terutama buku yang berjudul Memoir
karangan Mohammad Hatta Buku tersebut menguraikan secara nyata
pengalaman-pengalaman Bung Hatta Buku tersebut dijadikan sumber oleh
penulis karena buku tersebut dikarang oleh Mohammad Hatta sendiri, yang
mengalami sendiri peristiwa-peristiwa selama beliau terlibat dalam perjuangan
kemerdekaan RI. Dengan demikian buku tersebut dapat dipercaya (credible).
Selain 1tu buku yang digunakan sebagai sumber adalah buku yang berjudul

Renville karangan Ide Anak Agung Gde Agung. Buku tersebut dijadikan sumber

1 ouis Gottschalk, Mengerti Sejarah (Terjemahan Nugroho Notosusanto), Ul Press
Jakarta, 1986, him. 35.
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dalam penelitian ini karena Ide Anak Agung Gde Agung sendiri sebagai
pengarangnya secara langsung ikut terlibat dalam Persetujuan Renville sampai
KMB. Dengan demikian buku ini juga dapat dipercaya Buku berjudul

Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Renville oleh K. M.L Tobing juga menjadi

sumber dalam penelitian ini. Buku tersebut menguraikan peristiwa-peristiwa dan

proses selama Persetyjuan Renville diadakan sampai KMB (penyerahan

kedaulatan RT}), sehingga buku ini sangat penting utnuk membantu penelitian ini.
Selain sumber-sumber di atas, ada sumber pendukung dalam penelitian ini.

Sumber pendukung tersebut antara lain buku yang berjudul Indonesia Abad ke-20

jilid 2 oleh G. Moedjanto. Buku tersebut antara lain menguraikan perang
kemerdekaan pertama (Agresi Militer Belanda I) sampai terbentuknya kembali

NKRI. Buku yang berjudul Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia Oleh George

Mc. Tuman Kahin juga dijadikan sumber pendukung dalam penelitian ini. Buku
tersebut antara lain menguraikan pemerintahan Kabinet Hafta dan peranannya
dalam pelaksanaan Persefujuan Renville sampai KMB (penyerahan kedaulatan
RI). Buku ini merupakan disertasi Kahin yang disusun dengan terjun langsung
menyaksikan revolusi Indonesia sampai pengakuan kedaunlatan RI, bahkan sampai
berdirinya NKRI dan terwujudnya cita-cita gerakan nasionalisme. Oleh karena itu
karya George Kahin ini tidak hanya unggul sebagai karya ilmiah mengenai
gerakan nasional kita yang terinci, komprehensif dan obyektif, tetapi juga
merupakan kesaksian hidup dari sejarah revolusi kita. Selain itu buku yang

berjudul Mohammad Hatta Biografi Politik oleh Deliar Noer dan buku Indonesia




PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

16

Merdeka Biografi Politik Mohammad Hatta oleh Mavis Rose juga menjadi

sumber pendukung dalam penelitian ini.

G. Metode Penclitian

Untuk menghasilkan suatn fulisan sejarah, seorang penulis sejarah harus
menggunakan metode sejarah. Metode sejarah yaitu proses menguji dan
menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampan? Dalam
penulisan ini penulis dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti dikatakan oleh
Sartono Kartodirjo, "Dalam pemilihan bahannya ahli sejarah tidak mungkin tanpa
dipengaruhi oleh diri pribadinya, politik, kebangsaan, agama maupun
kebudayaannya !

Langkah-langkah yang ditempuh penulis dalam penelitian ini berdasarkan
langkah-langkah dalam metode-metode analisa sejarah. Langkah-langkah yang
ditempuh berdasarkan metode-metode analisa sejarah tersebut adalah sebagai
berikut:*

1. Penulisan subyek untuk ditelit.

2. Pengumpulan sumber-sumber informasi yang mungkin diperlukan untuk
subyek tersebut.

3. Pengujian sumber-sumber tersebut untuk mengetahui sejati tidaknya.

4. Pemetikan unsur-unsur yang dapat dipercaya.

5. Historiografi (penulisan).

® Bid, hlm. 32.

! Sartono Kartodirdjo, Ungkapan-Ungkapan Filsafat Barat dan Timur, Gramedia : Jakarta,
1986, hlm. 7

271 suis Gottschalk, op. cit., him. 34,
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Penelitian ini menggunakan model penulisan deskriptif analitis. Sumber-
sumber yang telah dikumpulkan dianalisis, sehingga dapat dijadikan sebagai
prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan
berdasarkan fakta-fakia yang ada Cara untuk mendapatkan sumber dalam
penelitian ini adalah dengan studi pustaka Dalam hal ini penulis mencari dan
mengumpulkan berbagai literatur yang sesuai dengan topik, yang ada di

perpustakaan.

H. Sistematika Penulisan
Penelitian tentang "Perjuangan Mohammad Hatta dalam menegakkan

Kemerdekaan Indonesia 1945 — 1949" ini terdiri dari 5 bab:

Babl  berupa pendahuluan, memuat latar belakang permasalahan,
permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teort dan
pendekatan, tinjanan sumber, metode penelitian dan sistematika
penulisan.

BabIl  berupa penjelasan posisi Mohammad Hatta, yang memuat posisi
Mohammad Hatta pada masa 1945-1948 dan posisi Mohammad Hatta
masa 1948-1949.

BabIlI berupa penjelasan bentuk perjuangan Mohammad Hatta, memuat
kerjasama Mohammad Hatta dengan tokoh-tokoh RI dan tokoh-tokoh
luar negeri.

Bab IV berupa penjelasan peranan Mohammad Hatta sekitar persetujuan
Renville hingga penyerahan kedaulatan, yang memuat peranan Hatta

dalam pelaksanaan persetujuan Renville dan peranan Hatta dalam
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penerimaan penyerahan kedanlatan RIS,
BabV  Simpulan, berisi jawaban-jawaban permasalahan-permasalahan yang ada
dalam bab pendahuluan.

Demikianlah pendahuluan dalam penelitian ini. Dari uraian di atas dapat
diketahui bahwa melalui penpelitian ini penulis ingin membuat suatu tulisan
dengan menguratkan perjuangan Mohammad Hatta dalam menegakkan
kemerdekaan Indonesia 1945 - 1949, Untuk pembahasan permasalahan-

permasalahan yang ada akan dibahas dalam bab-bab selanjutnya.
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BAB II

POSISIMOHAMMAD HATTA MASA 1945 - 1949

Peranan Mohammad Hatta terhadap Republik Indonesia sebenarnya banyak.
Akan tetapi dalam penulisan ini pepulis membatasi kurun wakiu fentang peranan
Mohammad Hatta terhadap RI. Penulis dalam hal ini akan membahas posisi
Mohammad Hatta pada masa 1945-1948 dan posisi Mohammad Hatta pada masa
1948-1949. Penulis dalam bab ini akan membahas kurun waktu tersebut karena
dalam kurun waktu tersebut banyak terjadi peristiwa penting. Peristiwa-peristiwa
tersebut antara lain: masa-masa menjelang proklamasi kemerdekaan, proklamasi
kemerdekaan, perang kemerdekaan pertama (Agresi Militer Belanda I), perang
kemerdekaan kedua (Agresi Militer Belanda II) dan penyerahan atau pengakuan

kedaulatan RI dalam Konferensi Meja Bundar.

A. Posisi Mohammad Hatta Masa 1945 - 1948

Pada bagian ini akan sedikit diuraikan politik Hatta pada masa pendudukan
Jepang di Indonesia tahun 1942-1945. Pada tanggal 9 Maret 1942 Pemerintah Hindia
Belanda menyerah pada tentara Jepang di Kalijati. Dengan demikian mulai tahun
1942, RI dikuasai oleh tentara Jepang. Dengan dikuasainya Indonesia oleh tentara
Jepang, maka Indonesia mengalami kembali kekuasaan asing. Perbedaannya
hanyalah bahwa penguasa Rl yang baru ini berasal dari Timur, sedangkan penguasa

RI yang lama yaitu Belanda berasal dan Barat. Hatta menegaskan bahwa ia menolak

19
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RI yang lama yaifu Belanda berasal dari Barat. Hatta menegaskan bahwa ia menolak
Jepang karena ia menolak pemerintahan fasis.!

Pada masa pendudukan Jepang, Bung Hatta diajak oleh pemerintah pendudukan
Jepang untuk bekerjasama menghadapi perang Pasifik Pada awalnya Hatta tidak mau
mengadakan kerjasama dengan Jepang karena perang Pasifik adalah perang antara
tentara Jepang dengan Belanda. Akan tetapi berdasarkan ramalannya bahwa perang
Pasifik man tidak mau akan melibatkan Indonesia dan menjadi faktor yang
menentukan dalam menghancurkan kekuasaan kolonial Barat, maka Hatta kemudian
masuk dalam sebuah kelompok orang Indonesia yang "siap bekerjasama dengan
rezim Jepang karena mereka beranggapan bahwa tidak rasional kalan menentangnya'.
Hatta menyarankan kepada kaum nasionalis supaya menuntut kemerdekaan segera
sejak awal pendudukan Jepang’ Selain alasan tersebut, Hatta juga
mempertimbangkan bahwa jika Indonesia tidak mau bekerjasama dengan pemerintah
Jepang, maka keadaan rakyat Indonesia akan semakin menderita karena berhadapan
dengan pemerintahan yang memang dari semula berniat mengeskploitasi negeri ini
untuk maksud membantu perang mereka. Ditambah lagi pemerintahan Jepang adalah
pemerintahan fasis.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hatta tidak dapat menolak
ajakan kerjasama pemerintah Jepang ketika Belanda menyerah kepada Jepang pada
tangeal 9 Maret 1942 dari Jenderal Ter Poorten kepada jenderal Hitoshi Imamura.

Akan tetapi kerjasama tersebut tetap bertujuan untuk Indonesia merdeka, walaupun

! Mavig Rose, Indonesia Merdeka Biografi Politik Mohammad Hatta, PT Gramedia Pustaka
Utama: Jakarta, 1991, him. 155,
? Bid, him. 155-156.
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sulit untuk melaksanakannya karena di satu pihak Hatta harus memihak Jepang tetapi
di pihak lain tetap melaksanakan perjuangan Indonesia untuk satu tujusn, yaitu
Indonesia merdeka. Akan tetapi Hatta tetap memfokuskan pada perjuangan pokok
yaitu Indonesia merdeka.

Hatta yakin bahwa Jepang akan kalah dalam perang pasifik. Oleh karena itu
kesempatan kerjasama perlu dipergunakan untuk menyusun kekuatan rakyat. Dengan
kerjasama ini ia dan para pemimpin pergerakan nasional lain dapat berusaha
meringankan beban penderitaan rakyat. Selain itu 12 juga menduga bahwa peperangan
tidak akan sampai ke Jawa, dalam pengertian bahwa pihak Sekutu tidak perlu
berperang di Jawa untuk menundukkan Jepang. Menurut Hatta akan lebih cepat jika
Sekutu dengan pangkalan tertentu langsung menyerang Jepang Dengan penyerangan
Jepang ini, otomatis daerah-daerah kekuasaan Jepang akanm terlepas. Oleh karena itu
Hatta kemudian berturut-turut menjadi penasihat pemerintah militer Jepang (1942)
dan pemimpin Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA) bersama Ir. Soekamo, Ki Hajar
Dewantara, dan K.H. Mansyur yang dikenal Empat Serangkai (1942 — 1943). Selain
itu Hatta juga menjadi salah seorang pemimpin Himpunan Kebaktian Rakyat Jawa
(Jawa Hokokai, 1943 — 1945). Pada tahun 1943 — 1944 menjadi wakil ketua Dewan
Pertimbangan Pusat dan pada tahun 1944 — 1945 menjadi Penasihat Departemen
Perekonomian merangkap Ketua Dewsn Penasihat-Penasihat ’

Perdana Menteri Jepang ketika menguasai Indonesia adalah PM. Tojo. Pada
tanggal 29 April 1942 Jepang membentuk pergerakan '"Tiga A" yang bertuyjuan untuk

menghapus pengaruh-pengaruh dari Barat yang telah merusak "jiwa Timur" dan

3 Deliar Noer, Mohammad Hatta Biografi Politik, LP3ES ; Jakarta, 1990, him. 186.
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untuk meyakinkan penduduk tentang "Asia untuk Bangsa Asia” di bawah pimpinan
Jepang Tujuan utama pergerakan ini adalah agar bangsa Indonesia membantu usaha
Jepang dalam memenangkan perang dan dalam membangun Asia Tunur Raya di
bawah pimpinan Jepang Tujuan ini tercermin dalam slogan "Nippon Pemimpin Asia,
Nippon Pelindung Asia, Nippon Cahaya Asia” (Tiga A)." Akan tetapi pergerakan ini
tidak mendapat sambutan dari kalangan pemimpin utama pergerakan, sehingga
akhirmya pergerakan Tiga A ini lenyap. Pada bulan Maret 1943 dibentuk PUTERA
sebagai pengganti Gerskan Tiga A. PUTERA dipimpin oleh empat serangkai, yaitu
Sockarno, Hafta, Ki Hajar Dewantara dan K.H. Mansyur. Untuk melanjutkan
tugasnya, mereka harus seringkali berpidato atau berhubungan dengan rakyat Dalam
setiap kesempatan mereka berusaha menanamkan nasionalisme (semangat dan cinta
kepada tanah air) kepada setiap pemuda ataupun orang Indonesia pada umumnya.
Dipropagandakan agar rakyat berjuang sampai kemenangan terakhir tercapa.
Kegiatan PUTERA lebih menguntungkan pejuang kemerdekaan daripada

menguntungkan Jepang Oleh karena itu PUTERA dibubarkan Jepang pada bulan

Maret 1944,
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Sanyo pada tiap-tiap Departemen. Mereka dianggap sebagai wakil ketua Departemen.
Jabatan itu diadakan sebagai latihan untuk kelak menjadi menter: jika Indonesia
dimerdekakan. Pada bulan Mei 1945 diadakan suatu panitia dengan nama Panitia
Penyelidik Usaha-Usaha Pergiapan Kemerdekaan Indonesia Ketua panitia itu adalah
Dr. Radjiman Wedyodiningrat® Pada tanggal 7 Agustus 1945 Panitia Penyelidik
Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibubarkan dan diganfi dengan
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ketuanya Ir. Soekarno, sedangkan
Mohammad Hatta menjadi wakil ketua.®

Perang pasifik antara tentara Belanda (sekutu) dengan tentara Jepang memasuki
suasana badai dan krisis berkepanjangan Pasukan Sekutu bergerak cepat memperoleh
kembali wilayah pendudukan. Mereka diperkirakan akan segera mendarat di Jawa.
Kekalahan Jepang yang tak terhindarkan, sekalipun bukamnya tidak disukai, tidak
akan membawa kebebasan. Hal ini hanya akan menyebabkan kembalinya
pendudukan Belanda atas Indonesia Bagi Soekarno dan Hatta secara pribadi ada
unsur bahaya tambahan.”

Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat.
Hal ini diketahni sebagian rakyat Indonesia melalui siaran-siaran luar negeri. 'Oleh
karena itu Soekarmno sebagai ketua PPKI mendapat desakan antara lain dari Syahrir
dan golongan pemuda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Akan tetapi
Soekarno tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut. Hal itu dikarenakan ia terikat oleh

organisasi yang diketuainya, yaitu PPKI, sehingga ia tidak dapat memutuskan sendiri

5 Mohamrmad Hatta, Memoir, Tintamas Indonesia : Jakarta, 1978, him 432.
¢ Bid, him. 434,
7 Mavis Rose, op.cit., hlm 180.
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tentang masalah ini. Atas sikap Soekarno ini, para pemuda yang antara lain dipelopori
oleh Sukarni memutuskan untak bertindak sendiri mengadakan revolusi dengan
menyerbu kota pendudukan Jepang dan melucuti Jepang. Oleh karena itu terjadi
peristiwa Rengasdengklok Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengasdengklok dengan
maksud untuk meneruskan pemerintahan disana jika revolusi terjadi.

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang akan mengadakan rapat
pada tanggal 16 Agustus 1945 pagi hari tidak jadi melaksanakannya karena peristiwa
Rengasdengklok tersebut. Oleh karema itu rapat dilaksanakan pada tanggal 16
Agustus 1945 malam hari karena ternyata pemuda tidak jadi mengadakan revolusi.
Rapat itu dilaksanakan di rumah Laksana Muda Maeda Rapat tersebut dilaksanakan
untuk membicarakan teks Proklamasi. Para pemuka Indonesia vang hadir dalam
perumusan teks Proklamasi berkumpul dalam dua ruangan, yaitu "ruangan makan "
dan "serambi depan”. Mereka yang melakukan perumusan berkumpul di ruang
makan. Mereka itu adalah Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hafta dan Mr. Ahmad
Subardjo. Ir. Soekarno yang menulis teks proklamasi. Bunyi teks proklamasi tersebut
terdiri dari dua kalimat. Kalimat pertama berbunyi '"Kami bangsa Indonesia dengan
ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”. Kalimat ini merupakan kalimat yang
dikutip oleh Mr. Subardjo dari Piagam Jakarta yang antara lain berbunyi "Atas berkat
rahmat Allah Yang Maha Kuasa maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan
Kemerdekaan". Drs. Mohammad Hatta kemudian menyempurnakan teks Proklamasi
dengan kalimat kedua yang berbunyi "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan

dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-
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singkatnya”.? Rapat yang dilaksanakan sampai pukul 03.00 dini hari it menghasilkan
sebuah teks proklamasi yang ditandatangani oleh Soekarno- Hatta atas nama seluruh
bangsa Indonesia karena merekalah yang menjadi ketua dan wakil ketua Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Perumusan teks proklamasi tersebut juga
disaksikan oleh Sayuti Melik, Sukarni, B.M Diah dan Sudiro.’

Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 pagi Proklamasi Kemerdekaan
dibacakan oleh Soekarmno di jalan Pegangsaan Timur no 56 Jakarta Bunyi teks
Proklamasi Kemerdekaan tersebut adalah sebagai berikut :

PROKLAMASI
Kami bangsa Indonesia dengan ini meny’atakan
- KEMERDEKAAN INDONESIA
Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesm,gkat-
. singkatnya.

. Jakarta, 17 Agustus 1945
Atas nama bangsa Indonesia

Soekarno-Hatta
Pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945
di jalan Pegangsaan Timur no 56 Jakarta tersebut diikuti dengan penaikan bendera
Sang Merah Putih diiringi lagn kebangsaan Indonesia Raya.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 menandai masuknya
bangsa Indonesia dalam jaman baru. Sementara ity Jepang yang secara de facto masih
berkuasa di Yogyakarta tidak mau begitu saja mengakui kemerdekaan yang telah

diproklamasikan, sehingga bentrok fisik sering terjadi. Masalah pengibaran bendera,

& Nugroho Notosusarto (Ed.), Sejarah Nasional donesia jitid IV, Depdikbud, 1975, him. 28.
® Bid, him. 28.
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pelucutan senjata dan pengambil alihan kantor-kantor pemerintahan maupun swasta
sebagai penyebabnya.'®

Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang. Dalam sidang
tersebut diputuskan beberapa keputusan, yaitu :"!

1. Mengesahkan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) RL

2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, dengan aklamasi Soekarno dipilih

menjadi presiden dan Mohammad Hatta menjadi wakil presiden. Kedua
pimpinan tersebut adalah tokoh-tokoh yang memproklamasikan Kemerdekaan
Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Presiden dan Wakil Presiden ini
harus merupakan Dwitunggal.

3.Pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite

Nasional.
Oleh karena itu mulai tanggal 18 Agustus 1945 Mohammad Hatta menjadi wakil
presiden RI yang pertama. Kedudukan Hatta sebagai wakil presiden erat kaitannya
dengan kedudukan Soekarno sebagai presiden.

Pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI menganggap kerjanya selesai dan
membubarkan diri. Akan tetapi sebelum membubarkan diri, PPKI membentuk
Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Sejak KNIP dibentuk, Republik Indonesia
Merdeka berjalan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Kabinet pertama yang

melaksanakan pemerintahan adalah Kabinet Syahrir. Akan tetapi sejalan dengan

19 Budiharja (Ed.), Buku Panduan Misewn Benteng Yogyakarta, Depdikbud Direktorat Jendral
Kebudayaan : Yogyakarta, 1998, him. 13.

"' H A Notosoetardjo, Dokumen-dokwmen X34B, Pustaka dan Penerbit Endang : Jakarta, 1956,
hlm. 11. Lihat juga Sejarah Nasional hdonesia Jilid VI, hlm. 29,
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pemerintahan RI merdeka, pasukan sekutu datang ke Indonesia, untuk
mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia sesuai dengan perjanjian antara
Inggris dengan Belanda selama perang Oleh karena itu ketika Inggris datang ke
Indonesia, mereka diboncengi oleh pemerintahan sipil Belanda yaitu NICA
(MNetherlands Indies Civil Administration). Dengan demikian Jepang dan sekutu
dengan Belanda (NICA)-nya akan menjadi lawan utama bangsa Indopesia dalam
usaha mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17
Agustus 194512

Mohammad Hatta sebagat wakil presiden juga melaksanakan tugas-tugas yang
geharusnya dikerjakan bersama-sama dengan presiden. Ketika Presiden Soekamo
sedang melaksanakan tugas yang lain, Hatta sebagai wakil presiden menjalankan
tugas-tugas tersebut. Tugas-tugas tersebut antara lain : Maklumat no X tanggal 16
Oktober 1945 dan Maklumat wakil presiden tanggal 3 November 1945 tentang partai
politik.”’

Pada tanggal 28 Oktober 1945 Mohammad Hatta sebagai wakil presiden
bersama Soekamo dan Mr. Amir Syarifuddin sebagai Menteri Keamanan pergi ke
Surabaya menyelesaikan persengketaan antara pemuda dan TKR dengan tentara
Inggris. Masalah tersebut akhimmya dapat diatasi. Pada tanggal 7 November 1945
Belanda mulai berunding secara resmi dengan pemerintahan Republik Indonesia
dibawah Jendral Christison. Perundingan itu kemudian diteruskan di Negeri Belanda

di Hoge Veluwe. Akan tetapi perundingan itu gagal. Pihak Belanda tidak mau

12 Radik Utoyo Sudirjo dan Tanu Suherly, Lima Tazhun Perang Kemerdekaan 1945-1949,
Badan Penerbit AUDA, ¢ Jakarta, 1976, him. 24,
13 Deliar Noer, op. cit., hlm. 283,
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mengakui kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Sumatra Menurut mereka
Indonesia harus menjadi bagian dari Kerajaan Belanda. Oleh karena itu perundingan
di Hoge Veluwe itu gagal.™

Pada tanggal 4 Januari 1346 ibukota RI dipindahkan dari Jakarta ke
Yogyakarta. Hal ini dikarenakan Jakarta tidak aman lagi. Presiden dan wakil presiden
juga pindah ke Yogyakarta. Perpindahan ibukota ke Yogyakarta tersebut praktis
menjadikan kota Yogyakarta menjadi pusat perjuangan.

Pada tanggal 3 Juli 1946 terjadi coup yang dipelopori oleh orang-orang yang
menginginkan agar Kabinet Syahrir segera dibubarkan dan diganti dengan kabinet
yang baru. Mereka merasa bahwa Kabinet Syahrir sudah tidak dapat lagi
melaksanakan tugas-tugasnya dan mengatasi masalah-masalah yang ada di Indonesia.
Orang-orang yang menginginkan dibubarkannya Kabinet Syahrir tersebut antara lain :
Tan Malaka dan Mayor Jendral Soedarsono (komandan Devisi IIT). Peristiwa tersebut
diawali dengan penculikan Perdana Menteri Syahrir pada tanggal 27 Juni 1946.

Kelompok Tan Malaka menudoh pemerintahan Syahrir mengejar kebijakan
yang terlalu menguntungkan Belanda. Dalam sebuah pamflet berjudul Aoeslihat,
kelompok Tan Malaka menyatakan bahwa perjuangan bersenjatalah yang harus
dianut oleh pemerintshan Syahrir dan bukan diplomasi. Kelompok tersebut
membentuk Persatuan Perjuangan dengan menekankan tujuan seratus persen merdeka

yang akan dicapai melalui perjuangan, termasuk menyita seluruh milik musuh.”®

14 Moharmmad Hatta, op. cit., hlm. 478-479,
13 Mavis Rose, op. cit., hlm. 223.
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Pada tanggal 3 Juli 1946 tersebut para tentara dibawah pimpinan Mayjend
Soedarsono berangkat ke Yogyakarta untuk bertemu presiden dengan maksud untuk
menyampaikan keinginan‘ mereka. Akan tetapi yang diperbolehkan masuk hanya
Mayjend Soedarsono. Presiden Soekarno kemudian memanggil Hatta untuk
membantu  menghadapinya. =~ Mayjend  Soedarsono  menjelaskan  maksud
kedatangannya kepada presiden Soekarno bahwa ia diperintah oleh Panglima Besar
Jendral Soedirman wuntuk menyampaikan surat. Isinya agar Kabinet Syahrir
dibubarkan dan diganti dengan kabinet yang baru. Akan tetapi Presiden Soekarno dan
Wakil Presiden Hatta tidek mempercayai surat tersebut. Hafta kemudian mencoba
menghuburgi panglima besar Jendral Soedirman melalui telepon. Akan tetapi yang
menerimanya Jendral Urip. Jendral Urip juga tidak percaya bahwa Jendral Soedirman
menulis surat itu. Hal itu menguatkan pendapat Hatta dan Presiden Soekamo bahwa
PB Jendral Soedirman tidak menulis surat yang dibawa Mayjend Soedarsono. Dengan
kata lain surat yang dibawa Mayjend Soedarsono itu adalah surat palsu yang
dipergunakan untuk mempengaruhi presiden agar mengabulkan keinginan orang-
orang yang mengadakan coup. Oleh karena itu Mayjend Soedarsono segera ditangkap
dan akhirnya peristiwa tersebut dapat diatasi. Peristiwa itu dikenal dengan Peristiwa 3
Juli 1946.%

Pada tanggal 7 Oktober 1946 dimulai perundingan antara Belanda dengan
Indonesia. Delegasi Belanda dipimpin oleh Schemerhom dan delegasi RI dipimpin
oleh PM Syahrir, sedangkan Inggris sebagai penengah diwakili oleh Lord Killearn.

Pada tanggal 11 November 1946 perundingan dialihkan ke Linggajati. Linggajati

1 Mohammad Hatta, op. cit.,him. 488,
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adalah nama kota peristirahatan di dekat Cirebon yang terletak di gunung Cerme.
Pada tanggal 15 November 1946 dicapai persetujuan vyang dikenal dengan
Persetujuan Linggajati.’’ Dalam isi persetujuan Linggajati banyak terdapat
ketidakjelasan sehingga dalam pelaksanaannya banyak juga yang tidak sesuai dengan
isi persetujuan tesebut. Oleh karena itw dari kedua belah pihak muncul keluhan-
keluhan, sehingga terjadi usulan-usulan yang saling berbalasan dari kedua belah
pihak. Pada tanggal 27 Juni 1947 Kabinet Syahrir jatuh dan mengembalikan mandat
kepada presiden. Oleh karena itu untuk sementara presiden mengambil oper
kekuasaan karena keadaan genting.

Pada tanggal 3 Juli 1947 Kabinot Nasional dibentuk dengan perdana menterinya
Amir Syarifuddin sehingga dikenal dengan Kabinet Amir. Kabinet Amir inilah yang
akan meneruskan pelaksanaan persetujuan Linggajati. Akan tetapi dalam
pelaksanaammyapun tidak segera dicapai kesepakatan dengan pihak Belanda. RI terus
berusaha menyelesaikan persoalan dengan Belanda dengan jalan damai. Akan tetapi
Belanda justru menganggap RI tidak bersedia mentaati persetujuan Linggajati. Oleh
karena itu pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda menyerang daerah-daerah RI baik di
Jawa maupun di Sumatra dengan seluruh kekuatannya Penyerangan ini dikenal
dengan Agresi Militer Belanda I Dengan demikian tamatlah riwayat persetujuan

Linggajati '®

7K L.M. Tobing, Perjuangan Politik Bangsa hidonesia Linggarjati, Gunung Agung : Jakarta
1986, him. VI, menyebutkan Linggarjati (dengan r) ; Di Linggarjati telah dicapai overail agreement
politik. Dengan demikian nama Linggarjati yang oleh pihak Inggris dan Belanda diucapkan Linggajati
(tanpa 1), jadi sering disebut secara lisan den tulisan. Dalam buku Ide Anek Agung Gde Agung ,
Persetujuan Linggajati Prolog dan Epilog, Yayasan Pustaka Nusantara-UNS Press, 1995, disebutkan
Linggajati (tanpar).

'® G. Moedjanto, hidonesia Abad ke-20 Jilid I Kanisius : Yogyakarta, 1988, him. 23.
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Penyerangan Belanda terhadap daerah-daerah RI tersebut membuat berbagai
pihak melakukan reaksi. Pada tanggal 31 Juli 1947 India dan Australia mengajukan
persoalan Indonesia dengan Belanda kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-
Bangsa (DK-PBB). India dan Australia merupakan negara-negara pembela utama RIL
Akan tetapi wakil Belanda Mr. Van Kleffens menolak hak DK-PBB mencampuri
urusan Indonesia karena hal ini merupakan urusan intern negeri Belanda Inggris dan
Amerika Serikat pada dasarnya tidak setuju dengan aksi militer Belanda tersebut.
Akan tetapi mereka ragu-ragu untuk turun tangan karena mereka masih teringat oleh
anggapan bahwa apa yang terjadi di Indonesia adalah urusan dalam negeri Belanda.”

Pada tanggal 25 Agustus 1947 Amerika Serikat mengajukan usul kepada DK-
PBB agar dibentuk suatu Comumittee of Good Offices (Komisi Jasa-Jasa Baik) untuk
membantu kedua pihak dalam menyelesaikan pertikaian mereka. Usul Amerika
Serikat ini diterima DK-PBB dan dijadikan keputusan. Atas dasar keputusan DK-
PBB tersebut maka Belanda memilih Belgia, sedangkan RI memilih Australia Kedua
negara vang telah dipilih tersebut kemudian memilih negara ketiga, vaitu Amerika
Serikat. Komisi tersebut kemudian dikenal dengan Komisi Tiga Negara (KTN).

Pada tanggal 8 Desember 1947 KTN akhirmmya dapat mempertemukan wakil-
wakil Belanda dan RI disebuah kapal Amerika Serikat, Renville yang berlabuh di
Tanjungpriok. Kapal Renville dijadikan tempat untuk berunding karena di kapal
tersebut merupakan tempat yang netral. Kapal Renville merupakan wilaysh Amerika
Serikat. Dalam perundingan ifu akhimya dapat dicapai suafu persetujuan yang dikenal

dengan Persetujuan Renville.

1* G. Moedjanto, ldonesia Abad ke-20 Jilid II, Kanisius : Yogyakarta, 1988, hlm. 16,
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Persetuyjuan Renville pada dasarnya sangat merugikan pihak RL Pada awalnya
Perdana Menteri Amir (ketna delegasi RI), presiden dan wakil presiden, Partai
Masyumi, Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Syahrir menolak persetujuan tersebut.
Akan tetapi berdasarkan laporan dari berbagai panglima tentara kepada presiden
Soekarno yaang menyatakan bahwa persediaan amunisi menipis, serta adanya
kepastian bahwa penolakan berarti serangan baru dari pihak Belanda secara lebih
hebat dan keterangan KTN bahwa itulah maksimum yang dapat dibuatuya dan tidak
ada jaminan dari DK-PBB dapat menolong, maka pemimpin-pemimpin RI menerima
Persetujuan Renville.® Selain itu pemerintah memperhitungkan bahwa persetujuan
yang diadakan dibawah pengawasan KTN sebagai mata dunia internasional akan
terus melibatkan PBB dalam kelanjutan perjuangan RI. Dengan demikian cepat atau
lambat dunia akan menyadari bahwa aspirasi nasional yang diperjuangkan RI
sesungguhnya adalah aspirasi seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu kalau RI
menolak maka RI dianggap kurang menghargai jasa-jasa yang diberikan Dewan
Keamanan PBB, sedangkan kalan RI menerimanya, dunia internasional akan tetap
menaruh simpati kepadanya®” RI menerima persetujuan tersebut juga dengan
pertimbangan bahwa masih ada kesempatan yang lebih baik untuk membina kembali
kekuatan militernya dan timbulnya simpati dunia yang makin besar karena RI mau

menerima petunjuk-petunjuk KTN yang mewakili PBB serta selalu menunjukkan

® bid, him 22.

A K L.M. Tobing, Perjuangan Politik Bangsa hdonesia Renville, Gunung Agung : Jakarta,
1986, him. 33,
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sikapnya yang cinta damai. Persetujuan Renville ditandatangani pada tanggal 17 dan

19 Januari 1948.2

B. Posisi Mohammad Hatta masa 1948-1949

Pada tahun 1947 Hatta lebih banyak berada di Sumatra Ketika Belanda
melakukan penyerangan atas RI pada tanggal 21 Juli 1947, Hatta masih berada di
Sumatra. Keberadaan Hafta ke Sumatra dikarenakan pemerintahan RI merasa perlu
mengirim Hatta ke Sumatra untuk meningkatkan perjuangan rakyat di Sumatra. Pulau
itu kurang mempunyai sarana komunikasi dan para pemimpin yang dapat diterima
oleh semua golongan” Hatta berada di Sumatra selama kurang lebih tujuh bulan
Hampir seluruh daerah dikunjunginya, memberi semangat kepada rakyat dan
menertibkan pemerintahan. Selain itu Hatta juga menekankan perlunya persatuan dan
kesatuan. Ketika berada di Sumatra itu, Hatta juga pergi ke India untuk bertemu
dengan Nehru. Dalam perjalanan ke India, Hatta menyamar sebagai co-pilot dengan
nama samaran Abdullah**

Pada tanggal 6 Januari 1948 Hatta kembali ke Yogyakarta. Sementara itu
penerimaan persetujuan Renville mengakibatkan terjadinya krisis Kabinet Amir.
Partai Masyumi dan PNI menarik dukungan mereka terhadap Kabinet Amir, begitu
juga Syahrir. Bahkan ada kritikan Kabinet Amir dituduh telah menjual RI kepada
Belanda dan menjual kekayaan alam RI Hal ini disebabkan daerah-daerah yang

diduduki Belanda menurut persetujuan Renville adalah daerah-daerah kaya. RI akan

2 Bid, him 36 dan 42.
2 Deliar Noer, op. cit., hlm. 306,
* B,
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menjadi negara bagian dari suatu Negara Indonesia Serikat yang akan dibentuk oleh
Belanda yang akan dikepalai oleh Ratn Belanda® Adanya krisis kabinet tersebut
menyebabkan Amir beserta kabinetnya mengembalikan mandat kepada presiden pada
tanggal 23 Januari 1948. Seperti halnya Syahrir yang tidak sanggup melaksanakan
Persetujuan Linggajati, Amir Syarifuiddin juga tidak dapat melaksanakan persetujuan
Renville.

Setelah Kabinet Amir mengembalikan mandat, R1 merasa segera perlu suatu
pemerintahan yang kuat untuk melaksanakan persetujuan Renville. Hal im juga
disebabkan situasi yang dihadapi sangat sulit berhubungan dengan pertikaian
melawan Belanda maupun hal lain dalam ketentaraan. Oleh karena itu kabinet baru
perlu segera dibentuk. Pembentukan suatu kabinet presidensiil yang bersifat nasional
dan mencakup semua partai merupakan satu-satunya jalan yang cepat untuk
menciptakan pimpinan kuat yang dibutuhkan. Oleh karena itu setelah Amir
mengembalikan mandat, Presiden Soekarmno menunjuk Drs. Mohammad Hatta,
sebagai wakil presiden yang berdiri diluar partai untuk membentuk suatu Kabinet
Presidensiil. Kabinet presidensiil langsung bertanggungjawab kepada presiden. Akan
tetapi dengan adanya hubungan yang berkembang antara Presiden dan KNIP, secara
tidak langsung kabinet juga bertanggungjawab kepada KNIP serta perwakilannya,
Badan Pekerja, walaupun dalam arti tidak langsung dan tidak sesegera dibanding
dengan tanggung jawab suatu Kabinet Parlementer. Presiden mempunyai hak sah
untuk mempertahankan Kabinet Presidensiil walaupun kabinet itu tidak lagi

memperoleh dukungan mayoritas Badan Pekerja KINIP. Akan tetapi tindakan seperti

3 Bid, him. 309.
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itu akan menyebabkan presiden terjerumus dalam konflik dengan KNIP jika terjadi
pertikaian antar mereka. Dalam prakteknya Soekarno tidak pernah menggunakan hak
sah ini dan ia lebih suka bekerja dengan kabinet yang sesuai dengan perasaan
mayoritas parlementer.”® Hatta membentuk suatu"Pemerintahan Nasional vang
mengikutsertakan semua partai besar”.? Kabinet yang dibentuk Hatta dikenal dengan
Kabinet Hatta Kabinet Hatta dibentuk pada tanggal 29 Januari 1948 dengan

Mohammad Hatta sebagai perdana menteri. Adapun susunan Kabinet Hatta adalah

sebagai berikut :*

Perdana Menteri : Mohammad Hatta
Menteri Luar Negeri : H. Agus Salim

Menteri Dalam Negeri : dr. Soekiman

Menteri Pertahanan : Mohammad Hatta
Menteri Keuangan : Mr. A.A. Maramis
Meanteri Perhubungan : Ir. Djuanda

Menteri Penerangan : Mohammad Natsir
Menteri Kesehatan : dr. Leimena

Menteri Perburuhan dan Sosial : Kusnan

Menteri Kehakiman : Mr. Susanto Tirtoprodjo

Menteri PP dan K

: Mr. Ali Sastroamidjojo

Menteri Pekerjaan Umum : Ir. Laoh

Menteri Kemakmuran : Mr.Syafrudin Prawiranegara
Menteri Pembagian Makanan Rakyat : L J. Kasimo

Menteri Agama : K. H. Maskur

Menteri Negara : Sultan Hamengku Buwono IX
Menteri Pembangunan dan Pemuda : Supeno

# George Mc.T. Kahin, Nasionalisme dan Revolusi di lhdonesia (Terjemahan), UNS Press-
Pustaka Sinar Harapan : Jakarta, 1983, him 292. Lihat juga Abu Hanifah , Revolusi Memakan Anak

Sendiri : Tragedi Amir Syarifiuddin dalam Prisma no. 8, Agustus 1977 Tahun VI, hlm. 95.

7 mid, him. 291-292.
% Mohammad Hatta, op. cit., him. 521,
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Kabinet Hatta didominasi oleh Partai Masyumi dan PNL Akan tetapi dalam
kabinet tersebut juga ada wakil Katolik dan Kristen, PGRI dan non-partai. Program
Kabinet Hatta terdiri dari 4 pasal, yaitu
1. Melaksanakan ketentuan-ketenfuan persetujuan Renville dan melanjutkan

perundingan dengan Belanda dengan perantaraan KTN.

2.  Mempercepat pembentukan NIS yang merdeka dan berdaulat.

3.  Rasionalisasi tentara dan ekonomi RL

4. Pembangunan kembali kerusakan-kerusakan yang disebabkan perang dan
pendudukan Jepang.

Setelah Kabinet Hatta terbentuk, maka kabinet ini segera melaksanakan
ketentuan-ketentuan yang ada dalam persetujuan Renville. Dalam melaksanakan
persetujuan Renville tersebut Kabinet Hatta mulai melaksanakan ketentuan
persetujuan Renville yang paling dipertentangkan, yaitu pengakuan garis demarkasi
Van Mook. Pada tanggal 26 Februari 1948 Kesatuan Tentara Nasional Indonesia
yang berjumlah 35.000 orang telah meninggalkan daerah-daerah di belakang garis
demarkasi di Jawa Barat yang terkenal dengan istilah Kantong, memuju ke daerah RI
yang bebas. Ini sebenarnya hal yang sulit bagi pemerintah RI untuk mengharuskan
mereka berhijrah karena kentong-kantong itu dapat dipertahankan secara efektif oleh
kesatuan-kesatuan gerilya RIL Akan tetapi karena adanya jaminan dari KTN bahwa

kelak akan ada plebisit dibawah pengawasan mereka, maka mereka mau berhijrah

¥ G. Moedjanto, op. cit., him. 24,
* b,
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Dalam meneruskan perundingan dengan Belanda tentang pelaksanaan Renville,
pemerintah Hatta menunjuk Mr. Mohammad Roem sebagai ketua delegasi R1.>' Akan
tetapi dari pihak Belanda justru selalu memunda penundingan tentang pelaksanaan
persetujuan Renville. Hal ini membuat RI merasa bahwa Belanda tidak bersedia
melaksanakan persetujuan Renville. Oleh karena itu perundingan mengalami
kemacetan. Untuk mengatasi kemacetan tersebut wakil-wakil Amerika Serikat dan
Australia berusaha mencarikan kompromi yang realistis, yang disebut Dubois-
Critchly Plan. Pada prinsipnya RI menerina Dubois-Critchly Plan, tetapi Belanda
menolak. Oleh karena itu perundingan mengalami kemacetan lagi. Tindakan Belanda
yang selalu menunda perundingan dan tidak segera melaksanakan persetujuan
Renville semakin membuat RI menjadi pihak yang terdesak dibidang politik.
Keadaan ini masih ditambah oleh Belanda yang melakukan blokade (bidang
ekonomi) yang sangat bertentangan dengan persetujuan Renville. Oleh karena itu
Belanda berkeyakinan bahwa kehancuran RI tidak 1agi memerlukan tindakan militer.

Sementara ifu setelah kabinet Hatta dibentuk, Hatta sebagai perdana menteri
dan menteri pertahanan berangsur-angsur mengadakan mutasi perwira dan pejabat
tinggi ke Sumatra Ia mengangkat Kolonel Hidayat sebagai pimpinan tentara di
Sumatra menggantikan Mayor Jendral Suhardjo Hardjowardojo, Sujono sebagai
Komandan Angkatan Udara di Sumatra, Abdul Karim sebagai pimpinan Bank Negara
Indonesia di Bukittinggi, Rusli Rahim sebagai Pelaksana Bimbingan Perkoperasian

dan Syafrudin Prawiranegara (Menteri Kemakmuran).*® Selain itu Hatta juga

3 Nugroho Notosusanto, op. cit., hlm. 54.
% Deliar Noer, op. cit., him. 305.
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mengadakan rasionalisasi sesuai dengan salah satu programnya. Rasionalisasi ini
dilaksanakan pada bulan Maret 1948. Program rasionalisasi dimaksudkan untuk
mengadakan perbaikan dalam susunan negara dan alat negara supaya mencapai
perimbangan antara pendapatan dan belanja negaranya walaupun hal ini dapat berarti
untuk sementara menambah belanja, tetapi umumnya untuk efektifitas dan efisiensi.”

Kabinet Hatta terdiri dari tokoh-tokoh Masyumi dan PNL Amir dan partai
sosialisnya tidak ikut serta. Hal itu disebabkan Hatta menolak ikut sertanya orang-
orang partai sosialis, karena mereka menghendaki Amir menjadi menteri pertahanan
kembali dan menghendaki tiga kursi penting lainnya Keinginan mereka itu tidak
terpenuhi. Oleh karena itu mereka beroposisi terhadap Kabinet Hatta yang dicapnya
sebagai Kabinet Masyumi (Islam).>*

Persoalan RI dengan Belanda belum selesai, tetapi Kabinet Hatta harus
menghadapi persoalan baru yang datang dari dalam negeri, yaitu pemberontakan PKI
tanggal 18 September 1948 di Madiun. Dalam pemberontakan tersebut PKI juga
dibantu oleh militer, yaitu Devisi IV yang merupakan devisi yang dibina oleh Amir
Syarifuddin ketika menjadi perdana menteri. Devisi IV bergabung dengan PKI karena
terkena program rasionalisasi yang dilakukan oleh Kabinet Hatta Oleh karena itu
Amir Syarifuddin juga bergabung dengan PKI. Dengan adanya program rasionalisasi
tentara ifu maka Hatta selalu menjadi sasaran tuduhan bahwa dialah yang menjadi

penyebab langsung terjadinya pemberontakan PKI Madiun 1948. Akan tetapi

P 1bid, him. 324.
3 G. Moedjanto, op. cit., him. 30.
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pemberontakan yang dipimpin oleh Muso tersebut dapat ditumpas oleh kabinet Hatta,
khususnya oleh pasukan Siliwangi.

Pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948 tersebut
membawa dampak bagi RI. Pemberontakan PKI Madiun melemahkan kekuatan
pertahanan RI untuk melawan Belanda yang kemudian ternyata melakukan agresi
militer kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Selain itu pemberontakan PKI Madiun
telah banyak membuang tenaga dan kekuatan RI. Akan tetapi selain dampak negatif
tersebut ada juga dampak positifnya, vaitu terpukulnya propaganda Belanda kalau
Indonesia lepas dari Nederland maka kepulauan yang strategis dan kaya ini akan
jatuh ketangan komunis. Dampak positif lainmya adalah kedudukan RI dalam
perjuangan diplomasi internasional bertambah kuat karena sikap dan tindakan
pemerintah RI yang dengan tegas menumpas pemberontakan PKI Madiun. Dengan
demikian Amerika Serikat makin tertarik untuk membantu dan membela Indonesia.*®

Secara keseluruhan pemberontakan PKI Madiun meningkatkan status
pemerintahan Hatta Tentara di Jawa lebih terintegrasi setelah pemberontakan
tersebut. Secara intermasional pemerintahan Hatta dilihat oleh Amerika Serikat
sebagai pemerintahan yang bertanggung jawab dan moderat serta anti komumis.
Amerika Serikat semakin yakin bahwa pemerintahan Hatta dapat merupakan benteng
melawan komunis di Indonesia.*

Setelah pemberontakan PKI Madiun dapat diatasi, Hatta segera pergi ke

Sumatra untuk menyelesaikan perselisihan antara para komandan militer RI dan

% Bid, him. 40.
* Mavis Rose, op. cit., hlm. 259,
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Belanda di Tapanuli. Perselisihan tersebut merupakan perselisihan mengenai masalah
perbatasan wilayah RI dengan wilayah Belanda Tentara Belanda ingin menguasai
lebih banyak wilayah Sumatra dengan mengatasnamakan pemulihan keamanan dan
ketertiban.

Ketika berada di Sumatra Barat, Hafta mulai melakukan persiapan-persiapan
untuk mengalihkan pemerintahan Republik ke Bukittinggi, jika terjadi serangan lebih
lanjut dari pihak Belanda di Jawa Ia memerintahkan Mentri Kemakmuran,
Syafruddin Prawiranegara, untuk tetap berada di Bukittinggi. Hatta telah mengatur
dengan Nehru melalui konsul India, supaya Soekarno dan Syahrir diterbangkan ke
India untuk mengangkat persoalan Republik di luar negeri dan melindungi Soekamo
dari ancaman Belanda Ia sendiri berharap dapat tetap menjalankan jabatannya
sebagai perdana menteri di Bukittinggi, jika Yogyakarta dikuasai.”

Penolakan Belanda terhadap Dubois-Critchly Plan menyebabkan perundingan
antara Indonesia-Belanda mengalami kemacetan. Oleh karena itu pada bulan
September 1948 KTN mengusahakan kembali agar perundingan dapat dibuka Wakil
Amerika Serikat yang baru, Merle Cochran mengajukan rencana penyelesaian yang
dikenal sebagai rencana Cochran. Dasarnya adalah Dubois-Critchly Plan yang diubah
dengan memberikan sejumlah konsesi kepada Belanda. RI kecewa karema Cochran
dianggap mengorbankan sejumlah kepentingan RI, sedangkan Belanda belum puas

karena belum dianggap memadai. Oleh karena itu usaha Cochran gagal

3 Bid, hlm. 259-260.
*® G. Moedjanto, op. cit., hlrn. 28,
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Pada tanggal 1 November 1948 Menteri Luar Negeri Belanda, Stikker
membuka perundingan langsung dengan pihak RI Oleh karena itn Hatta dipanggil ke
Jawa untuk melakukan perundingan tersebut. Akan tetapi perundingan it tidak
membawa hasil. Sebelum berangkat kembali ke Nederland pada tanggal 11
November 1948, Hatta memberikan aide memoire (penjelasan tambahan) tentang
pendirian RL Isi penjelasan tambahan tersebut adalah Hatta menyetujui bahwa selama
periode antara menjelang dibentuknya Negara Indonesia Serikat, "kalan pemerintah
federal Indonesia mengakui bahwa memang timbul situasi yang tidak aman, maka
Wakil Tinggi Kerajaan akan diperbolehkan menggunakan pasukan Belanda untuk
mengatasinya". Hafta mengakui bahwa pasukan bersenjata Repubik sebagian akan
digabungkan menjadi tentara federal dalam periode peralihan. Hanya dalam situasi
daruratlah pemerintah federal akan meminta bantnan dari pasukan Belanda dan hanya
dalam situasi seperti itulah, Wakil Tinggi Kerajaan akan bertanggung jawab atas
seluruh pasukan® Akan tetapi ketika Stikker kembali lagi ke Yogyakarta pada
tanggal 2 Desember 1948 yang disertai oleh Sassen (Menteri Urusan Seberang), Hatta
menyatakan bahwa tafsiran Stikker tentang aide memoire-nya tidak betul. Stikker
menganggap bahwa Hatta man membiarkan pasukan Belanda memasuki wilayah
manapun di Indonesia.

Pembicaraan antara RI dengan Belanda segera terputus karena terhalang oleh
persoalan kekuasaan-kekuasaan Komisaris Tinggi Mahkota selama peralihan, yaitu

selama Pemerintahan Federal Sementara berfungsi. Belanda menuntut agar Komisaris

* Mavis Rose, op. cit., him 260,
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Tinggi Mahkota memiliki kekuasaan menggerakkan pasukan Nederland ke daerah-
daerah yang dianggap ada gangguan keamanan dan ketertiban. Pada tanggal 13
Desember 1948 Hatta minta kepada Cochran agar perundingan dapat dibuka kembali.
Ia menyatakan bahwa RI bersedia mengakui kedaulatan Belanda selama masa
peralihan, tetapi Belanda harus terikat oleh beberapa pembatasan tertentu. RI juga
mengakui hak veto Komisaris Tinggi Mahkota, tetapi harus ada batas-batasnya.
Belanda kemudian memberikan jawaban yang ultimatif, yang menuntut agar pihak RI
menyetujui usul-usulnya dalam waktu 18 jam. Bagi RI, waktu 18 jam untuk
mempelajari usul dan menyusun jawaban adalah terlalu singkat. Sementara itu KTN
telah mengirim kawat laporan perkembangan terakhir pada tanggal 12 Desember.
Akan tetapi tidak ada jawaban karena DK-PBB baru ai(an bersidang lagi sesudah
Natal. Hal ini sudah diperhitungkan oleh pihak Belanda. Oleh karena itu Belanda
melancarkan agresinya yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948,

Dalam penyerangan terhadap Yogyakarta tersebut tentara Belanda berhasil
menawan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta, Syahrir (penasihat presiden) dan
sejumlah menteri termasuk menteri luar negeri, Agus Salim. Akan tetapi sebelum
mereka ditawan, presiden masih sempat mengirimkan radiogram berisi pemberian
kekuasan negara kepada Menter1 Kemakmuran, Syafrudin Prawiranegara yang
sedang mengadakan perjalanan ke Sumatra, untuk membentuk Pemerintahan Darurat

Republik Indonesia (PDRI). Jika karena sesuatn hal Syafrudin tidak dapat

“° G. Moedjanto, op. cit., him. 29,
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menjalankan tugas, Presiden memerintahkan Sudarsono, Palar dan Maramis yang
ada di New Delhi untuk membentuk Pemerintahan Pelarian (Exile Government).”

Reaksi dunia atas penyerangan Belanda tersebut luar biasa. Pada umummya
dunia sangat marah atas tindakan Belanda yang melakukan penyerangan terhadap RI
yang kedua kalinya Hal ini terutama karena Belanda berani melanggar suatu
persetujuan (gencatan perang) yang disponsori oleh PBB yang diwakili KTN. Oleh
karena itu pada tanggal 24 Desember 1948 DK-PBB mengeluarkan resolusi yang
merupakan usul kompromi yang dikemukakan oleh Amerika Serikat, Columbia, dan
Suria. Resolusi tersebut berisi mendesak kedua pihak untuk menghentikan tembak-
menembak dengan segera dan membebaskan Presiden RI, Wakil Presiden RI, dan
pemimpin-pemimpin politik lainmya yang ditawan sejak tanggal 18 Desember 1948.
Akan tetapi Belanda tidak segera melaksanakan resolusi tersebut Demikian juga
terhadap resolusi yang dikeluarkan DK-PBB pada tanggal 28 Desember 1948.

Pada tanggal 23 Desember 1948 PDRI di Sumatra berhasil mengirimkan
perintah kepada Wakil RI di PBB wyang isinya, pemerintah RI bersedia
memerintahkan penghentian tembak-menembak dan memasuki perundingan dengan
Belanda atas dasar :©
1. Pembebasan segera anggota-anggota pemerintahan RI yang kini ditawan Belanda.

2. Penarikan mundur tentara Belanda ke tempat kedudukan semula (sebelum tanggal

19 Desember 1948).

1 Bid him. 42.
2 Bid, him. 45.
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3. Pengakuan de facto dan de jure atas kedaulatan RI atas Jawa, Madura, dan
Sumatra.

4. Pembentukan pemerintahan yang selurubnya Indonesia atas dasar demokrasi yang
merdeka dan berdaulat oleh bangsa Indonesia sendiri tanpa campur tangan
Belanda.

5. Penarikan mundur seluruh tentara Belanda dari Indonesia dengan segera setelah
pembentukan pemerintahan yang sepenulmya Indonesia Kepentingan ekonomi
Belanda akan dilindungi secara wajar.

Presiden Soekarno, Wakil Presiden Hatta dan Natsir (Menteri Penerangan)
sebelum dibawa ke Sumatra juga telah meninggalkan pesan yang berhasil di siarkan
melalui RRL Isi pesan tersebut antara lain anjuran umtuk non-kooperasi dengan
Belanda, bumi hangns, sabotase segala yang menguntungkan Belanda, dan
sebagainya. Pesan tersebut sangat membangkitkan semangat juang rakyat dan
memberi petunjuk pula tentang apa yang harus dilakukan rakyat. Pesan-pesan itu
dilaksanakan oleh rakyat, tidak hanya oleh para lelaki, tetapi para wanita juga ikut
berpartisipasi, misalnya mereka mengorganisasi dapur umum untuk para gerilyawan
yang keluar-masuk kota.

Pada tanggal 28 Januari 1949 DK-PBB kembali mengeluarkan resolusi. Isi
pokok resolusi itu adalah DK-PBB menghendaki supaya perundingan antara
Indonesia-Belanda dibuka kembali dengan lebih dahulu menghentikan peperangan
yang timbul akibat Aksi Militer Belanda, dan melepaskan semua tahanan politik
supaya Pemerintah RI kembali ke Yogyakarta Akan tetapi Belanda tidak segera mau

menerima resolusi tersebut. Oleh karena itu pertempuran-pertempuan yang terjadi
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antara gerilyawan RI dengan tentara Belanda mencapai puncaknya pada tanggal 1
Maret 1949 yang dikenal dengan Serangan Umum 1 Maret 1949. Dalam penyerangan
ini RI berhasil menduduki ibukota Yogyakarta selama 6 jam. Kemenangan politis
dari serangan umum tersebut menyebabkan naiknya prestise bangsa Indonesia di
dunia internasional. Serangan umum yang merupakan kemenangan politis tersebut
mampu membuka mata dunia internasional dan membuktikan omong kosong Belanda
tentang hancurnya RL
Serangan Umum 1 Maret 1949 tersebut menyebabkan Amerika Serikat semakin

tegas terhadap Belanda Atss ketegasan Amerika tersebut, maka pada tanggal 14
April 1949 diadakan perundingan kembali antara RI dengan Belanda RI diwakili
oleh Mohammad Roem, sedangkan Belanda diwakili oleh Van Royen. Perundingan
itu membicarakan empat masalah politik, yaitu soal pemerintahan federal, Uni
Indonesia-Belanda, pemerintahan peralihan dan sidang konstituante. Perundingan
tersebut berakhir pada tanggal 7 Mei 1949 dan menghasilkan beberapa ketentuan.
Ketentuan persetujuan Roem-Royen tersebut adalah:®
1. Pengeluaran perintah oleh pihak RI kepada kesatuan-kesatuan bersenjata RI untuk

menghentikan perang gerilya, sedangkan pemerintah dan pemimpin-pemimpin RI

dipulihkan kembali ke Yogyakarta.
2. Kerjasama dalam pemulihan perdamaian dan pemeliharaan ketertiban dan

keamanan.

3 Bid, him 53.
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3. Belanda akan menyokong RI untuk menjadi negara bagian dari RIS dengan
mempunyai sepertiga suara dalam Perwakilan Federal.

4. Tkut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag untuk
mempercepat penyerahan kedaulatan tanpa syarat, nyata dan lengkap.

Para pemimpin RI yang ditawan di Sumatra, khususnya Mohammad } afta
mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada di Yogyakarta antara RI dengon
Belanda dengan seksama dan aktif dalam mengatur siasat. Oleh karena itu ketika ada
berita bahwa akan diadakan perundingan antara Indonesia dengan Belanda yang
terkenal dengan perundingan Roem-Royen tersebut, Hatta menyetujui adanya
perundingan itu. Pada dasarnya PDRI tidak menerima persetujuan Roem-Royen. Oleh
karena ifu setelah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta, pada tanggal 13 Juli 1949
PDRI mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekamo. Dengan demikian
tangaung jawab selanjuitnya terletak pada Presiden Soekarno. Hatta secara resmi
memulai kembali peranannya sebagai perdana menteri pada tanggal 13 Juli 1949, dan

Kabinet Hatta mengalami reshuffle sebagai berikut:*

Perdana Menteri : Mohammad Hatta

Wakil Perdana Menteri : Syafrudin Prawiranegara
Menteri Luar Negeri : H. Agus Salim

Menteri Dalam Negeri : Wongsonegoro

Menteri Pertanahan : Sri Sultan Hamengku Buwono IX
Menteri Keuangan : Lukman Hakim

Menteri Penerangan : Samsudin

Menteri Pekerjaan Umum : H.R. Laoh

Menteri Kesehatan : Surono

Menteri Perburuhan dan Sostal  : Kusnan

Menteri Kehakiman : Susanto Tirtoprodjo

Menteri Pendidikan dan

“ Deliar Noer, op. cit., him. 353-354,
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Kebudayaan : S. Mangunsarkoro
Menteri Kemakmuran dan
Urusan Makanan : LJ. Kasimo
Menteri Agama : K H. Maskur
Menteri-menteri Negara : 1LJ. Leimena
Djuanda
Sukiman

Sebelum mengikuti KMB, pada tanggal 19-22 Juli di Yogyakarta dan 31 Juli-2
Agustus di Jakarta diadakan konferensi Antar Indonesia. Dalam konferensi itu Hatta
menekankan pentingniya persatuan sikap dan pendapat dalam menghadapi KMB.
Konferensi di Yogyakarta menyetujui pembentukan RIS yang demokratis, dilengkapi
dengan DPR dan Senat Dalam menghadapi konferensi antar Indonesia ini, bagi Hatta
yang pokok adalah menyusun suafu negara yang merdeka penuh yang bersifat
demokratis. Oleh karena itu Hatta merupakan salah saty orang yang menjunjung
tinggi demokrasi.

Sebelum KMB dilaksanakan ada beberapa orang yang bersikap apriori terhadap
KMB. Akan tetapi menurut Hatta sikap apriori tidak dapat dipergunakan dalam suatu
perundingan karena berunding berarti memperjuangkan kepentingan masing-masing
Menurut Hatta, bagi Indonesia perundingan antara lain dimaksudkan untuk
mengembalikan persatuan bangsa dan wilayah yang sebagian telah diduduki Belanda
Hal ini berarti bahwa perundingan dimaksudkan untuk mengisi kemerdekaan. ®

Hatta menekankan bahwa persetujuan KMB lebih baik hasilnya daripada hasil
persetujuan Linggajati dan Renville. Bahkan dengan adanya KMB RI seakan-akan
sudah diakui secara de jure oleh dunia internasional. Dengan demikian kedudukamya

lebith kuat daripada masa-masa sebelumnya Menurut Hatta Indonesia merdeka

 Bid, hlm. 42.
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jangan dilihat sebagai tujuan akhir perjuangan, tetapi syarat untuk mencapai
kebahagiaan dan kemakmuran rakyat Hafta menyatakan bahwa penyerahan
kedaulatan baru merupakan permulaan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan.
Soal Irian Barat, Hatta meminta kesabaran dari penduduk di Irian. Hatta optimis
dalam hal ini bahwa Irian Barat akan merdeka juga Hatta juga mengingatkan bahwa
kedaulatan yang akan diserahkan sebagai hasil KMB bersifat penuh, tidak bersyarat
dan tidak dapat dibatalkan kembali.®

KMB diadakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus-2 November 1949,
Peserta konferensi adalah para utusan dari RIS yang diketuai oleh Hatta dari
Pertemuan Musyawarah Federal (PMF) dengan Ketua Sultan Hamid, dan dari
Belanda dengan Ketua Van Maarseven (Menteri Wilayah Seberang Lautan).
Konferensi dipimpin oleh PM Dress dari Belanda, didampingi oleh KTN.”
Menjelang penyerahan kedaulatan dilakukan persiapan-persiapan yang perlu, yaitu:
memilih presiden RIS, membentuk. pemerintah RIS dan menyusun parlemen
sementara.

Pada tanggal 19 Desember 1949 Kabinet RIS dibentuk dan tersusun sebagai

berikut:®
Perdana Menteri : Mohammad Hatta
Menteri Luar Negeri : Mohammad Hatta
Menteri Pertahanan : Sri Sultan Hamengku Buwono IX
Menteri Dalam Neger1 : Anak Agung Gde Agung
Menteri Keuangan : Syafrudin Prawiranegara
Menteri Perekonomian : Ir. Djuanda
Menteri Perhubungan dan
* bid, him. 361.
‘7 Bid, hlm. 357.

*® Mohammad Hatta, op. cit., him. 556.
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Pekerjaan Umum : Ir. Laoh

Menteri Kehakiman : Prof. Mr. Soepeno

Menteri P dan K : dr. Abu Hanifash

Menteri Kesehatan :dr.L J. Leimena

Menteri Perburuhan : Mr. Wilopo

Menteri Sosial : Mr. Kosasith Purwanegara

Menteri Agama : K.H. Wahid Hasyim

Menteri Penerangan : A. Mononutu

Menteri Negara : Sultan Hamid Algadri It
Mr. Mohammad Roem
dr. Soepamo

Bagi Hatta pekerjaan dalam KMB merupakan karya monumental dalam
perjuangannya sampai pada wakiu itu. Puncak kerja momumental itu adalah
penerimaan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949. Ia sendiri menerimanya di
Den Haag dari Ratu Juliana. Ratu Juliana tidak dapat menyembunyikan keharuannya
pada upacara Khidmat penyerahan kedaulatan yang diadakan di Istana Kerajaan di
Amsterdam. Air matanya menitik, suaranya serak. Berlainan dengan sikap Hatta Ia
menyembunyikan perasaan, wajahnya tampak  mencerminkan ketenangan dan
suaranya datar. Ja memang bukan seorang yang melonjak kegirangan dalam bersuka,
atau berlinang air mata dalam bersedih. Dalam suatu kekhidmatan upacara, yang
penuh suka dan duka baik bagi bangsa maupun bagi dirinya seperti pada tanggal 27
Degember 1949 itu, ia sangat menguasai dirinya. Agaknya syukurnya yang lebih
berada di depan. Ia berkata:®

Sri Baginda,

Adalah suatu penghormatan yang besar dan suatu kegembiraan bagi saya,
sebagai pemimpin delegasi Republik Indonesia Serikat, menerima kedaulatan
atas nama Indonesia, berdasarkan Piagam Penyerahan Kedaulatan dan
pengakuan vang tadi telah dibacakan oleh Sekretaris Delegasi Belanda. Saya
menaruh harapan agar hubungan antara kedua negeri, yang oleh karena terikat
dalam uni, atas dasar kesamaan martabat, kemerdekaan dan kesukarelaan

*° Deliar Noer, op. cit., him. 371.
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sepenuhnya, akan berkembang dalam arti akan membawa kepada kebahagiaan
dan kesejahteraan kedua negeri kita.

Demikianlah pembahasan tentang posisi Mohammad Hafta masa 1945-1949.

Pada bab selanjutnya akan dibahas tentang bentuk-bentuk perjuangan Hatta.




PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB I

BENTUK PERJUANGAN MOHAMMAD HATTA

Mohammad Hatta dalam perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia tidak
terlepas dari kerjasama-kerjasama yang dilakukannya baik dengan tokoh-tokoh dalam
maupun luar negeri. Hal itu dilakukannya agar mendapat dukungan perjuangan untuk
mencapai Indonesia merdeka. Kerjasama dengan tokoh-tokoh luar negeri dilakukan
agar Indonesia benar-benar diakui oleh dunia internasional bahwa Indonesia
menginginkan kemerdekaan dan kedaulatan penuh tanpa campur tangan negara lain.

Selain itu supaya mereka juga mendukung dan membantu perjuangan Indonesia.

A. Kerjasama Hatta Dengan T okoh-tokoh Dalam Nesgeri

Penulis dalam membahas kerjasama dengan tokoh-tokoh dalam negeri ini akan
penulis batasi. Tidak semua tokoh atau pemimpin pergerakan yang bekerjasama
dengan Hatta penulis bahas dalam penulisan ini. Tokoh-tokoh dalam negeri yang
akan penulis bahas dalam penulisan ini adalah Soekarno dan Sutan Syahrir. Alasan
penulis membahas kedua tokoh tersebut, seperti menurut Subadio yang merupakan
salah seorang pemuda dalam kelompok Syahrir. Menurutnya, Soekarno, Hatta dan
Syahrir adalah Tritunggal yang merupakan pemimpin yang paling efektif di Indonesia
pada masa perjuangan. Syahrir menghormati integritas dan sifat kepemimpinan Hatta,

sedangkan Hatta mengagumi ketajaman politik Syahrir. Keduanya mengandalkan
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daya tarik massa dari Soekarno untuk memperoleh dukungan Jawa' Pada masa
pendudukan Jepang ketiga tokoh tersebut saling membagi tugas. Soekamno dan Hatta
harus bekerja secara resmi dengan Jepang, sedangkan Syahrir sambil tetap
- mengadakan kontak dengan mereka akan memimpin perlawanan di bawah tanah.?
Pada masa pendudukan Jepang Hatta berperan di kalangan nasionalis yang lebih tua,
yang dikenal sebagai Angkatan 28. Syabrir akan menarik generasi baru pemuda
radikal, yang dikenal sebagai angkatan Muda atan Angkatan 45. Antara Hatta
Syahrir bersama dengan mistik Soekarmo terdapat ikatan khusus yang akan berlaku
sebagai jembatan antara pemimpin tua dan muda, terutama pada saat-saat krisis. Hal
ini menunjukkan bahwa pada caat itu, pimpinan revolusi kemerdekaan berada dalam
tangan ketiga pemimpin itu, yang semuanya saling mengisi, saling mendukung
sehingga pimpinan revolusi merupakan Tritunggal seperti diungkapkan oleh Chairil
Anwar dalam sajaknya Kerawang-Bekasi.’ Walaupun diantara ketiga tokoh tersebut
sering terjadi pertentangan pendapat, tetapi ketiga tokoh tersebut adalah tokoh-tokoh

yang sangat berperan dalam perjuangan mencapai kemerdekaan.

1. Kerjasama Hatta dengan Soekarno
Pertemuan Hatta dengan Soekarno terjadi pada tahun 1932. Ketika itu Hatta
telah menamatkan studinya di Belanda, dan pulang ke Indonesia. Soekarno pada

waktu itu baru bebas dari tahanan di Sukamiskin. Pertemuan itu terjadi di sebuah

! Mavis Rose, donesia Merdeka Biografi Politik Mohammad Hatta, PT Gramedia Pustaka
Utama : Jakarta, 1991, him. 183.

2 George McT. Kahin, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia (Terjemahan), Sebelas Maret
University Press bekerjasama dengan Pustaka Sinar Harepen: Jakarta, 1983, him. 133,
3 Aboe Bakar Lubis, Kilas Balik Revolusi, Universitas Indonesia Press : Jakarta, 1992, him. 316
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hotel di Jalan Pos Timur. Sejak itu pula antara Hatta dan Soekamo mengadakan
kerjasama untuk satu tujuan, yaitn Indonesia merdeka. Oleh karena itu kerjasama
antara Hatta dengan Soekarmo sudah dilakukan sebelum kedua tokoh tersebut masing-
masing menjadi Wakil Presiden dan Presiden. Akan tetapi kerjasama Hatta dengan
Soekarno baru sangat terlihat ketika Indonesia dikuasai oleh Jepang.

Menurut Roeslan Abdulgani antara Bung Kamo dengan Bung Hatta ada dua
persamaan pokok, vaitu keteguhan nasionalisme dan ketajaman analisis politik
mereka. Memurut Roeslan, keduanya mempunyai konsepsi hampir sama tentang
Indonesia merdeka Pada tahun 1933 Bung Hatta menulis buku KIM (Ke Arah
Indonesia Merdeka dan pada waktu yang tidak jauh berbeda, Bung Kamo menulis
MIM (Mencapai Indonesia Merdeka). Keduanya pada tahun 1926-1927-an sudah
meramalkan sendiri-sendiri bahwa akan pecah perang Pasifik* Menunut Roeslan
antara kedua tokoh tersebut ada perbedaan yaitu watak. Bung Kamo adalah
penggerak dan pembangkit sentimen-sentimen nasional, sedangkan Bung Hatta
menjadi "guardian” yang mengisi dan memberi arah.’

Pada masa pendudukan Jepang, keadaan rakyat Indomesia tidak lebih baik
;iaripada masa pendudukan Belanda Pada masa pendudukan Jepang keadaan rakyat
Indonesia justru lebih menderita Oleh karena itu bangsa Indonesia berusaha untuk
melawan. Di Indonesia terdapat berbagai kekuatan sosial politik vyang
memperjuangkan tercapainya fijuan Indonesia merdeka Kekuatan sosial politik yang

pertama adalah golongan pangreh praja dan pegawai. Kedua, para santri dan ulama

* Yayasan Idayu, Bung Hatta Kita, Yayasan Idayu: Jakarta, 1980, him. 170.
S o
bid.
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Islam. Ketiga, golongan sosialis di bawah pimpinan Syahrir. Keempat, golongan
komunis di bawah pimpinan Amir Syarifuddin (seorang sosialis kiri). Kelima,
golongan pemuda. Keenam, golongan pemuda Menteng yang dikenal dengan Kaigun.
Ketujuh adalah golongan nasionalis non-agama di bawah pimpinan Soekarno-Hatta
Golongan nasionalis non-agama pimpinan Soekarno-Hatta menyadari
kenyataan kerasnya pengawasan Jepang. Oleh karena itu mereka bertindak atas
perhitingan yang pragmatis-rasional. Ini berarti mereka harus bersedia bekerjasama
dengan Jepang. Akan tetapi orang tidak dapat menyebut mereka kolaborator karena
mereka tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan kerjasama dengan Jepang
bukannya tanpa syarat. Mereka hanya man bekerjasama jika perjuangan mereka tidak
dirugikan. Lagipula kerjasama mereka dengan menerima jabatan instansi buatan
Jepang menyebabkan mereka justru lebih mudah bergerak dan berhubungan dengan
massa. Dengan bekerjasama mereka juga mempersiapkan calon-calon pemimpin
Indonesia baik sipil maupun militer Indonesia Merdeka yang diperjuangkan, karena
di jaman Jepang kesempatan menduduki jabatan-jabatan sipil dan memasuki Korps
pimpinan tentara jauh lebih besar daripada sebelummya.’ Kerjasama Hatta dan
Soekarno dengan Jepang juga berdasarkan pertimbangan bahwa untuk menghadapi
militer Jepang yang kejam itu rakyat perlu mempunyai pembela. Hatta dan Soekarno
berusaha memanfaatkan sarana yang disediakan oleh Jepang, untuk memperjuangkan
rakyat Indonesia mencapai kemerdekaan. Dengan demikian Kkerjasama Hatta dan

Soekamo dengan pemerintah Jepang tersebut hanyalah taktik belaka.

$ G. Moedjanto, hidonesia Abad ke-20 Jilid I, Kanisius: Yogyakarta, 1988, him. 79.
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Pada tanggal 29 April 1942 Jepang membentuk Gerakan Tiga A (Nippon
Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia). Akan tetapi gerakan
i tidak mendapat dukungan dari pemimpin-pemimpin pergerakan, sehingga gerakan
ini lenyap. Pada bulan Maret 1943 dibentuk PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat) sebagai
pengganti Gerakan Tiga A. Putera dipimpin oleh Soekarno, Hatta Ki Hajar
Dewantara, dan X.H. Mansyur yang dikenal Empat Serangkai. Untuk menjalankan
tugasnya, mereka sering berpidato atan berhubungan dengan rakyat Dalam setiap
kesempatan mereka berusaha menanamkan nasionalisme (semangat cinta kepada
bangsa dan tanah air) kepada seluruh rakyat Indonesia. Mereka juga
mempropagandakan agar rakyat berjuang sampai kemenangan terakhir tercapai.

Pada bulan September 1943, dibentuk organisasi yang paling penting, yang
dipelopori oleh PUTERA, yaitu PETA (Tentara Pembela Tamah Air), yang
merupakan sasaran utama propaganda nasionalisme PUTERA. Anggota PETA sering
disebut sukarelawan, dilatih oleh Jepang tetapi dipimpin oleh orang-orang Indonesia
PETA merupakan organisasi militer yang dibentuk untuk membantu Jepang membela
Indonesia melawan mvasi Sekutu. Pada pertengahan tahun 1945 PETA mengalami
puncak kekuatannya dan keanggotannya mencapai 120 ribu orang bersenjata PETA
im kelak akan menjadi tulang punggung Angkatan Perang RI. Soekarno, Hatta dan
para pemimpin PUTERA lainnya bertujuan mengindokirinasi anggota PETA terus-
menerus menyangkut pandangan tentang pro-Indonesia dan hanya diluamya saja pro-

Jepang dan berorientasi anti Sekutu.’

7 George McT. Kahin, op. cit., hlm. 138 — 139,
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Perang Pasifik antara Jepang dengan Sekutu masih terus berlangsung. Pada
akhir tahun 1944, Jepang mulai terdesak. Pada bulan Mei 1945 dibentuk Panitia
Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan yang diketuai oleh Radjiman
Wedyodiningrat. Pada tanggal 7 Agustus 1945 Panitia Penyelidik Usaha-Usaha
Persiapan Kemerdekaan tersebut dibubarkan, dan diganti dengan Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ketua PPKI adalah Ir. Soekamo, sedangkan wakil
ketuanya Drs. Mohammad Hatta. Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyersh
kepada sekutu. Oleh karena itu para pemuda mendesak Soekarno sebagai ketua PPKI
untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi Soekarno tidak
dapat memenuhi keinginan para pemuda tersebut karena ia terikat oleh organisasi
yang dipimpinnya. Ia tidak dapat bertindak sendiri tanpa persetujuan anggota-anggota
PPKL

Pada tanggal 16 Agustus 1945 malam, PPKI mengadakan rapat yang sedianya
akan diadakan tanggal 16 Agustus 1945 pagi. Akan tetapi karena ada peristiwa
Rengasdengklok, maka rapat baru dapat diadakan pada malam hari. Rapat tersebut
menghasilkan teks proklamasi yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan
Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta. Dalam perumusan teks proklamasi tersebut Hatta
mendiktekan bunyinya, sedangkan Soekamo menulisnya. Pada tanggal 17 Agustus
1945 akhimya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekamo, yang
ditandatangan oleh Soekarno-Hatta atas nama seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena

itu Soekamo-Hatta sering dikenal sebagai Proklamator Kemerdekaan Indognesia.
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Proklamasi kemerdekaan Indonesia akhimya dapat diwujudkan. Hal itu tidak
terlepas dari kerjasama Hatta dengan Soekarno. Hatta dan Soekarno dapat
bekerjasama dan mereka dapat saling melengkapi. Soekarno sebagai seorang agitator
dapat mengerahkan pengikut dan mengusahakan tercapainya suatu konsesus, bahkan
dengan pihak Jepang sekalipun, sedangkan Hatta dengan cara kerjanya yang tenang
dalam komite-komite memiliki kemampuan dibidang organisasi dan pengarahan.
Dengan demikian Kerjasama antara Soekarno dan Hatta yang lahir dari tuntunan
keadaan ternyata merupakan kerjasama yang sangat menguntungkan bagi
kepentingan Indonesia Walaupun mereka punya lawan-lawan yang berbeda
(Soekarno imperialisme Barat, Hafta facisme Jepang), tetapi tujuan mereka sama,
yaitu kemerdekaan. Mereka dapat menyisihkan perbedaan-perbedaan itu dan dengan
demikian mempersatukan mereka dengan kokoh pada saat-saat tujuan itu terancam.®

Tonggak sejarah cita-cita luhur rakyat Indonesia telah ditegakkan diatas bumi
pertiwi dengan melalui wakil-wakilnya "Dwitunggal Soekarno-Hatta".” Pada tanggal
18 Agustus 1945 PPKI mengadakan rapat dan menghasilkan beberapa keputusan
antara lain memilih presiden dan wakil presiden RI. Presiden terpilih adalah
Soekarno, sedangkan wakil presidennya Mohammad Hatta Ketika menjabat sebagai
presiden dan wakil presiden ini hubungan dan kerjasama antara Hatta dengan

Soekarno semakin erat. Menurut John Coast (seorang sosialis Inggris yang bekerja

bagi pihak RI), Dwitunggal Soekarno dan Hatta adalah kombinasi kepemimpinan

& Bernhard Dahmn, Soekarno dan Perfuangan Kemerdekaan, LP3ES | Jakarta, 1987, him. 317.
¥ Yayasan Idayu, op. cit., him. 57.
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yang efektif Ia berpendapat, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad
Hatta ity adalah perpaduan yang paling membahagiakan bagi Indonesia.

Soekarno dan Hatta setelah masing-masing menjadi presiden dan wakil
presiden, mereka diharapkan dapat menyatukan bakat mereka dalam rangka
menghasilkan kepemimpinan mereka yang utuh dan stabil. Suatu kepemimpinan yang
terdiri dari berbagai unsur yang dapat menunjukkan berbagai alur didalam
masyarakat Indonesia Dengan Sockarno yang berlaku secara orator dan kekuatan
magnetik, Hatta dapat melengkapinya dengan perencanaan dan menyajikan rincian
administratif Soekarno akan mencerminkan muslim "abangan”, sedangkan Hatta
muslim yang lebih‘ ortodoks. Soekarno akan memproyeksikan kecemerlangan dan
sensualitas penguasa Jawa, sementara Hatta akan mengimbanginya dengan
puritanisme dan ketegaran Soekarmo mewakili penguasa Jawa dengan ciri otokratis
yang sentralistis, sementara Hatta akan mencerminkan kedaulatan rakyat yang
disusun atas model "demokrasi asli” Dataran Tinggi Agam. Mereka bersama-sama
akan merupakan simbol persatuan nasional.'®

Hubungan Bung Hatta dengan Bung Karmo adalah hubungan kedwitunggalan
dari kepemimpinan politik, intelek dan pengabdian. Hatta menganggap dwitinggal
adalah hubungan yang khas antara presiden dan wakil presiden. Hubungan ini
memungkinkan Soekamo untuk pergi ke pelosok, berbicara kepada rakyat dan

menumbuhkan semangat mereka, sementara Hatta menangani Kkerumitan detail

% Mavis Rose, op. cit., hlm. 184.
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pemerintahan, pekerjaan yang paling dil:cuasaix:xya.11 Menurut Bung Hatta, jiwa dan
praktek dwitinggal terutama berbentuk kebulatan Soekarno Hatta yang tidak tertulis
dengan resmi, yaitu berupa tekad Soekarno-Hatta bahwa dalam pimpinan negara
dalam revolusi dan perjuangan kemerdekaan, kebijaksanaan dan tindakan-tindakan
senantiasa diambil dengan kebulatan mereka berdua. Akan tetapi, bila salah seorang
diantara mereka tidak berada di Ibukota, maka tindakan salah satu akan didukung dan
dijunjung oleh yang lainnya. ' Contoh-contoh nyata tentang hal ini, antara lain :"*

1. Sesudah proklamasi, perlu ditentukan lembaga yang bertindak selaku Badan
Legislatif Maklumat no X ditandatangani sendiri oleh Bung Hatta karena Bung
Kamo tidak sedang berada di Ibukota Maklumat tersebut menyatakan bahwa
Badan Pekerja KNIP diberi wewenang selaku badan Legislatif negara. Bung
Kammo menjunjung maklumat itu.

2. Ketika Agresi Militer Belanda I, Bung Kamo menentukan sendiri kebijaksanaan
dan garis-garis perundingan dan penyusunan delegasi, karena Bung Hatta sedang
berada di Sumatra Semua keputusan Bung Kamno dijunjung tinggi oleh Bung
Hatta.

3. Hampir semua dokumen Pemerintah Pusat RI ditandatangani oleh Bung Karno dan

Bung Hatta,

" Bid, him 156-157.

27 Yasni, Bung Hafta Menjawab, PT. Gunung Agung : Jakarta, 1980, him. 155-15¢€.
3 Bid, hlm 189.
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Selain itu pada tanggal 5 Oktober 1945 dibentuk Angkatan Perang yang diberi
nama Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dengan surat keputusan yang ditandatangani

oleh Bung Karno sendiri.™

Keputusan ini juga dijunjung oleh Bung Hatta.

Akan tetapi dari hal-hal tersebut di atas yang paling penting adalah pembuatan
teks proklamasi dan pelaksanaannya Dalam pembuatan teks proklamasi, Bung Hatta
yang membuat rumusannya, sedangkan Bung Karno yang menulisnya Rumusan teks
proklamasi itu juga disetujui oleh Bung Karno. Teks proklamasi ditandatangani oleh
Soekarno-Hatta atas nama seluruh bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945
teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Haita.

Bung Hafta dan Bung Karmno mempunyai satu kesamaan karakteristik yang kuat,
yang mengikat mereka bersama, yaitu dedikasi sepenuhnya dan tak ragu-ragu bagi
tercapainya kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945 mereka juga bersama-sama
mengundang kecaman karena dianggap menjadi kolaborator terkemuka dan harus
menangkis serangan dari kaum pemuda militan, dengan saling membela."’

Pada tanggal 28 Oktober 1945 Hatta dan Soekamo pergi ke surabaya untuk
menyelesaikan pertikaian antara TKR dan pemmda dengan tentara Inggris. Kerjasama
mereka yang lain, juga nampak ketika terjadi peristiwa 3 Juli 1946.

Setelah Proklamasi kemerdekaan Indonesia, pemerintahan dilaksanakan oleh
Kabinet Syahrir. Kabinet ini menjalankan pemerintahan selama tiga kali. Setelah
Kabiﬁet Syahrir yang ketiga, kabinet yang berkuasa adalah Kabinet Amir

Syarifuddin. Pada masa Kabinet Amir ini ditandatangani persetujuan Renville antara

1% Salim Said, Genesis of Power : General Sudirman and the hdonesic Military in Politics
1945-1949, Pustaka Sinar Harapan : Jakarta, 1992, hlm. 25.
3 Mavis Rose, op.cit., hlm. 148,
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RI dengan Belanda karena Belanda ingin menguasai Indonesia kembali. Akan tetapi
Kabinet Amir tidak dapat melaksanakan persetujuan tersebut, sehingga Amir
mengembalikan mandat kepada presiden Soekarno. Oleh karena itu presiden
Sockarno menunjuk wakil presiden Mohammad Hatta untuk membentuk kabinet
baru. Pada tanggal 29 Januari 1948 Kabinet Hatta terbentuk dengan Mohammad
Hatta sebagai Perdana Menteri.

Pada tanggal 23 Agustus 1949 dibuka Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den
Haag. KMB memupakan salah satu keputusan Persetujuan Roem-Royen yang
diadakan karena adanya Agresi Militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948.
Hatta sebagai perdana menteri RI memimpin delegasi RI dan menunjuk Mohammad
Roem sebagai wakil ketua, sedangkan Soekarmo tetap berada di Indonesia,
menyelesaikan persoalan-pesoalan di dalam negeri. Pada tanggal 27 Desember 1949
terjadi penyerahan atan pengakuan kedaulatan dari Ratu Juliana kepada Mohammad
Hafta, sedangkan di Jakarta dari H.V.K. Lovink kepada Pemerintah Republik
Indonesia Serikat (RIS) yang diwakili oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Pada tanggal 27 Desember 1949 itu akhirnya Indonesia mendapatkan kembali
yang menjadi miliknya, yaitu kedaulatan. Ini semua tidak lepas dari kerjasama tokoh-
tokoh RI, khususnya Hatta dan Soekarno. Seorang wakil Australia pada Komite Jasa
Baik, yaitu Critchly, beranggapan Soekarno dan Hatta memiliki hubungan kemitraan

yang unik dan saling melengkapi selama perjuangan kemerdekaan. '¢

1 Bid, him 251.
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Antara Hatta dan Soekamo kelihatan kerjasama yang rapi dan baik. Masing-
masing berdiri di tempatnya Masing-masing mempunyai kecakapan tersendiri dan
bersangkut paut antara keduanya. Soekamo tidak dapat bekerja tanpa Hatta,
sebaliknya Hatta tidak dapat berbuat apa-apa tanpa soekarno. Demikian kedua orang
besar ini telah merupakan ratun adil Indonesia menurut kepercayaan lama di tanah
Jawa Soekamo pengaruhnya besar dalam masyarakat Indonesia, sedangkan Hatta
kecakapannya besar dalam negara. Oleh karena itu keduanya mempunyai kedudukan

yang sama dalam pandangan masyarakat.'’

2 Kerjasama Hatta dengan Sutan Syahrir.

Pertemuan Hatta dan Syahrir terjadi ketika mereka belajar di negeri Belanda.
Bung Hatta ketika bertermu dengan Syahrir telah menjadi ketua Perhimpunan
Indonesia (PI) di negert Belanda Dari pertemuan-pertemuannya dengan Syahrir,
ternyata ada keserasian pendapat mengenai berbagai hal dalam politik, antara lain:
cita-cita pergerakan nasional, kemerdekaan bangsa dan azaz demokrasi, anti agitasi
tetapi pro pendidikan untuk rakyat supaya dapat berpikir sendiri, belajar bertanggung
jawab, mental kuat dan bersedia berkorban umtuk cita-cita'® Syahrir merupakan
pengikut setia Hatta. Hatta dan Syahrir bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan
Indonesia.

Hatta dan Syahrir merupakan teman seperjuangan sejak jaman kolonial. Dalam

masa pergerakan nasional maupun dalam perjuangan membela kemerdekaan, mereka

17 St Rais Alamsysh,Sepilih Orang hidonesia Terbesar Sekarang, Mutiara : Djakarta, him 43,
'8 Ny.Siti Wahjunah Syahrir, Bung Hatta:Beberapa Catatan, dalam Bung Hatta-pribadinya
Dalam Kenangan, Sinar Harapan dan Universitas Indonesia Press : Jakarta, 1980 him. 477.
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mempunyai peran yang saling melengkapi. Syahrir percaya kepada kepemimpinan
dan integritas Hafta dan Hafta percaya pada kemampuan berpikir dan ketajaman
politik Syahrir. Pada masa pendudukan Belanda mereka sama-sama dibuang dan
diasingkan oleh pemerintah Belanda.

Pada tanggal 4 Juli 1927 didirikan Partai Nasional Indonesia. Akan tetapi dalam
perkembangannya partai ini dibubarkan. Oleh karena itu muncul dua partai baru,
yaitu Partindo dan PNI Baru (Pendidikan Nasional Indonesia). Partindo dipimpin oleh
Sartono, yang kemudian mendapat dukungan dari Soekarno, sedangkan PNI Baru
dipimpin oleh Mohammad Hatta dan Syahrir. Partindo adalah partai yang setuju
dengan pembubaran PNI, sedangkan PNI Baru tidak setuju dengan pembubaran PNL

PNI Baru yang dipimpin oleh Hatta dan Syahrir ini lebih mengutamakan
pendidikan ke dalam, tidak banyak gembar-gembor, memperbanyak kader dan
memperluas kesadaran politik untuk rakyat. PNI Baru ini oleh Belanda dianggap
berbahaya bagi keamanan dan ketertiban di tanah jajahan. Oleh karena itu pada tahun
1934 Hatta dan Syahrir difangkap dan diasingkan ke Digul. Pada tahun 1936 mereka
dipindahkan ke Bandaneira. Pada tahun 1942 mereka dipindahkan lagi ke Sukabumi.

Pada awal pendudukan Jepang, seluruh tawanan yang ditawan oleh Pemerintah
Belanda dibebaskan oleh Pemerintah Jepang. Pada masa pendudukan Jepang ini
Hatta terpaksa bersedia bekerjasama dengan Pemerintahan Jepang atas berbagai
pertimbangan. Akan tetapi hubungan Hatta dan Syahrir untuk memperjuangkan
kemerdekaan Indonesia tetap terjalin. Perjuangan mereka tetap saling melengkapi.

Syahrir bekerja dengan diam-diam di bawah tanah, menggembleng semangat kaum
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pemuda dan rakyat untuk kemerdekaan. Hatta sendiri yang pada lahimya ikut
bekerjasama dengan Jepang, diam-diam memberi petunjuk-petunjuk kepada Syahrir.
Syahrir merupakan tangan kanan Hatta menyusun kekuatan rakyat kearah
kemerdekaan.'” Dengan demikian pada masa pendudukan Jepang, Hatta dan Syahrir
saling membagi tugas. Hatta berjuang di atas tanah, sedangkan Syahrir berjuang di
bawah tanah.

Setelah Indonesia merdeka, Syahrir menjadi Perdana Menteri pertama Republik
Indonesia. Akan tetapir setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, Belanda ingin
menguasai Indonesia kembali. Oleh karena itu terjadi persengketaan antara Belanda
dengan Indonesia. Sejak itn Syahrir sebagai Perdana Menteri RI berusaha untuk
menyelesaikan permasalahan dengan Belanda. Permasalahan dengan Belanda belum
gelesai, tetapi di dalam negeri juga timbul persoalan dari orang-orang yang
menginginkan agar Syahrir mundur dan diganti dengan kabinet yang baru. Hal im
disebabkan mereka menganggap Kabinet Syahrir sudah tidak dapat lagi
melaksanakan tugasnya menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Oleh karena itu
mereka mengadakan coup. Akan tetapi masalah itu dapat diatasi oleh Presiden
Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta Presiden Soekarno bahkan memberi
mandat kepada Syahrir untuk membentuk Kabinet Syahrir vang ketiga Coup yang
dilakukan oleh orang-orang yang menginginkan agar Syahrir mundur tersebut dikenal

dengan peristiwa 3 Juli 1946.

1% St Rais Alamsyah, op.cif, hlm. 141,
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Kabinet Syahrir yang ketiga ini kemudian melanjutkan kembali menyelesaikan
persoalan RI dengan Belanda Atas usul Inggris, maka RI dan Belanda bersedia
mengadakan  perundingan perdamaian. Syahrir sebagai Perdana Menteri RI
memimpin delegasi RI dalam perundingan tersebut. Perundingan itu juga dihadiri
oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta Pernundingan itu menghasilkan
suatu persetujuan yang dikenal dengan Persetujuan Linggajati. Keputusan-keputusan
dalam Persetujuan Linggajati itu juga didukung oleh Presiden Soekarno dan Wakil
Presiden Hafta Dalam pemerintahan Rl tiga kali Syahrir menjadi Perdana Menteri,
dua kali menjadi Menteri Dalam Negeri dan tiga kali menjadi Menteri Luar Negeri.
Selama itu pula menjadi ketua delegasi RI dalam perundingan antara Indonesia-
Belanda ™

Syahrir sebagai Perdana Menteri pertama dalam negara Indonesia merdeka
memperjuangkan pengakuan internasional atas kemerdekaan RI melalui perundingan
vang berakhir dengan Persetujuan Linggajati sebagai tahap pertama Bung Hatta
dengan mempertaruhkannya sebagai wakil presiden dan kedudukan Soekamno sebagai
presiden, berhasil mendapat persetujuan sidang pleno Komite Nasional Indonesia atas
persetujuan tersebut® Hal itu disebabkan adanya pendapat yang mengatakan bahwa
cara berunding atau cara berdiplomasi dengan Belanda hanya membawa kemunduran
dalam perjuangan bangsa Indonesia. Selain itu Bung Hatta juga mengatakan :%

Sesudah Persetujuan Linggajati kita mendapat pengakuan de facto, bahkan ada

yang de jure seperti dari Mesir dan Afganistan. Ini semuanya dapat kita peroleh
justru karema kita menandatangani Linggajati. Tanpa Linggajati perjuangan

2 bid, him. 144,
# Ny. Siti Wahjunah Syahrir, op.cit.,, him. 478,
2 pboe Bakar Lubis, op.cit., hlm. 304-305.
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kita akan lebih sulit. Perjuangan untuk memperoleh pengakuan internasional
adalah penting sekali dan tujuan ini dapat kita peroleh lewat Linggajati. Jadi ini
sebenarnya adalah kemajuan besar dan bukan kemunduran. Dari sejak mula kita
sangat menginginkan agar masalah Indonesia menjadi masalah internasional,
sedangkan Belanda berusaha keras untuk membuatnya sebagai masalah dalam
negerinya dan ke mana-mana 12 mengatakan bahwa masalah Hindia-Belanda
adalah masalah Belanda-Indonesia saja. Jika kita ingin memperkuat kedudukan
kita dan tidak ingin dipermainkan oleh Belanda, maka tujuan ini mesti segera
kita capai. Ketika Belanda melanggar Linggajati dengan melancarkan Agresi
Militer Belanda I terhadap RI, serta merta masalah Indonesia dicantumkan
dalam agenda DK-PBB. Belanda tidak dapat berbuat apa-apa. Sejak itu
tercapailah tujuan kita untuk menjadikan Indonesia menjadi masalah dunia
Belanda berusaha keras untuk mencegahnya, tetapi masalah Indonesia tetap
diakui sebagai masalah internasional dan bukan lagi masalah Indonesia-Belanda
gaja. Disamping ifu DK-PBB menunjuk pula KTN sebagai penengah sengketa
Indonesia-Belanda itu. Ini bukanlah suatu kemajuan? Dengan demikian tidak
dapat dibantah bahwa peristiwa ini sangat besar artinya bagi perjuangan
Indonesia melawan Belanda. Hal ini tidak dapat dikatakan kemunduran. Ini
gebenarnya adalah kemajuan besar yang tak mungkin kita peroleh begitu segera

tanpa Persetujuan Linggajati.

Dalam pelaksanaan Persetujuan Linggajati banyak terjadi pelanggaran,
khususnya dari pihak Belanda Sebelum pelanggaran-pelanggaran dapat diatasi,
Kabinet Syahrir mengembalikan mandat kepada presiden pada tanggal 27 Juni 1947.
Syahrir walaupun sudah tidak menjadi perdana menteri tetap berperan dalam
perjuangan kita. Syahrir tetap bekerjasama dengan para pemimpin perjuangan kita,
antara lain Soekamo dan Hatta Syahrir menjadi penasehat presiden, yang juga
ditangkap bersama dengan Soekarno dan Hatta serta para menteri lainnya ketika
Belanda melancarkan Agresi Militernya yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948.

Sebelum mereka ditangkap, dalam memorandumnya tertanggal 5 Mei 1948
kepada wakil presiden (Perdana Menteri Hatta), Syahrir secara rinci mengajukan
langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperkuat posisi RI dalam menghadapi

Belanda pada waktu itu, yang pada pokoknya terdiri dari dua hal, yaitu memusatkan
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kekuatan dan pimpinan perjuangan di Sumatra dan memperkuat perjuangan di luar
negeri. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah sebagai persiapan ke arah itn
antara lain pembentukan Komisariat Pemerintah untuk Sumatra dan penempatan
perwira-perwira terpilih Angkatan Perang di Sumatra Sebelum persiapan-persiapan
vang dilakukan selesai, PKI memberontak dan segera sesudah itu Belanda
menyerang. Walaupun begitu tokoh-tokoh yang sudah berada di Sumatra secara
mental telah siap untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan jika pada suatu
waktu Belanda menyerang lagi dan pemerintah di Yogya tidak berdaya. Hal inilah
yang terjadi setelah Yogya jatuh.”

Dengan demikian nampak sekali bahwa kerjasama antara Hatta dengan
Syahrir terus berlangsung selama perjuangan kemerdekaan kita. Setelah RI menerima
pengakuan kedaulatan dari Belanda yang diwakili Hatta dalam KMB, hubungan Hatta

dengan Syahrir tetap terjalin dengan baik.

B. Kerjasama Hatta dengan tokoh-tokoh Luar Negeri.

Kerjasama dengan tokoh-tokoh luar negeri dilakukan Hatta supaya Indonesia
benar-benar diakui oleh dunia internasional bahwa Indonesia menginginkan
kemerdekaan dan kedaulatan pemuh. Selain itu supaya mereka juga mendukung dan
membantu perjuangan Indonesia. Tokoh-tokoh luar negeri yang akan penulis bahas

dalam penelitian ini antara lain : Nehru dan anggota Komisi Jasa-Jasa Baik (KTN).

1. Kerjasama Hatta dengan Nehru

3 Bid, him 274-275.
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Nehru adalah Perdana Menteri India dan merupakan tokoh terkemuka di India.
Nama lengkapnya Pandit Jawaharlal Nehru. Hatta mengenal Nehru mula-mula di
Kongres Liga Kolonial untuk kemerdekaan bangsa-bangsa, pada bulan Februari 1927
di Brussel, Belgia Nehru mewakili India dalam partai Kongres. Perkenalan itu
mulanya biasa saja. Akan tetapi dengan berkali-kali berbicara masalah kolonial dan
perjuangan bangsa-bangsa terjajah untuk memerdekakan diri, mereka sampai pada
pendirian yang sama, yaitul prinsip nor-cooperation dalam perjuangan kemerdekaan
bangsa-bangsater_]'a_,jah_24

Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melakukan penyerangan terhadap RI yang
dikenal dengan Agresi Militer 1 Ketika itu Hatta masih berada di Sumatra. Oleh
karena itu Hatta diutus Soekarmno melalui seorang pilot bernama Patnaik supaya pergi
ke India menemui Nehru, untuk minta bantuan senjata dalam menghadapi Belanda
Hatta kemudian pergi ke India bersama Patnaik dengan menyamar sebagai seorang
co-pilot dengan nama samaran Abdullah. Hatta pergi ke India menemui Nehru dan
menyampaikan maksud kedatangannya. Nehru yang telah ditentukan akan menjadi
Perdana Menteri India menyatakan belum dapat memberi bantuan senjata, karena
kekuasaan pemerintahan yang mulai diserahkan kepada India belum termasuk bidang
tentara dan persenjataan. Akan tetapi Nehru akan memberi bantuan sebanyak
mungkin, yaitu dibidang percaturan politik di forum internasional untuk memperkuat
kedudukan Indonesia dalam konferensi-konferensi internasional, dalam pers dunia,

PBB dengan segala organisasi-organisasi yang bemaung di bawahnya, dan

* 7 Yasni, op. cit., hlm.274-275.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

69

sebagainyazj Nehru juga yang mendorong DK-PBB membicarakan Agresi Belanda
tersebut.

Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melakukan Agresi Militernya yang
kedua. Belanda sebelum menyerang Yogya, di Ibukota Republik ifu ada seorang
utusan resmi dari Pemerintah Burma bernama Thakin Tha Kin, yang sengaja dikirim
untuk melihat perkembangan perjuangan rakyat Indonesia dan jika mungkin memberi
bantuan sedapatnya Ketika Belanda menyerang Yogya, ia berhasil keluar dari
Indonesia. Thakin Tha Kin kemudian memberi laporan kepada pemerintahnya
tentang Indonesia dan perkembangan terakhir. Pemerintah Burma menarik
kesimpulan bahwa harus diadakan suafu konferensi internasional untuk membantu
RL Akan tetapi Burma menyadari bahwa negerinya terlalu kecil dan lemah untuk
- menyelenggarakan konferensi itu. Lagipula Burma sedang menghadapi keadaan
dalam negeri yang gawat berhubungan dengan pemberontakan komunis. Oleh karena
itu pemerintah Burma mengirim satu delegasi yang terdiri dari U Kyaw Nyein
(Menteri Luar Negeri), Bo Khin Maung Gale (Menteri Pertanian), U Soe Tin
(Menteri Perdagangan) dan Thakin Tha Kin (sekretaris politik) ke New Delhi untuk
mengusulkan kepada PM Nehru supaya India dapat menyelenggaraka konferensi ifu
Usul ini disetujui oleh Nehru, dan pada bulan Januari 1949 diadakan Asian
Conference on Indonesia. Konferensi itu dilaksanakan dengan diketuai PM. Nehru

dan dihadiri oleh sembilan belas negara, termasuk tuan rumah, Mesir, Australia dan

3 Bid, hlm 151-152. Lihat juga Deliar Noer, op.cit., him. 306-307.
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New Zealand.® Konferensi itu mengambil keputusan yang Keras, tetapi mereka harus

puas dengan kompromi yang dirumuskan dalam resolusi DK PBB tanggal 28 Januari

1949

L

2.

3.

27

Mendesak Belanda untuk dengan segera dan sungguh-sungguh menghentikan
operasi militernya dan mendesak pemerintah RI untuk memerintahkan
kesatuan-kesatuan gerilya supaya segera menghentikan aksi gerilya mereka.

Mendesak Belanda untuk membebaskan dengan segera dan tanpa syarat
Presiden dan Wakil Presiden beserta tawanan politik yang ditahan sejak 17
Desember 1948 di wilayah RI. Pengembalian pegawai-pegawai RI ke Yogya
agar mereka dapat diserahi tugas sesuai dengan pasal 1 di atas, dan supaya
mereka dapat menjalankan tugasnya dalam suasana yang benar-benar bebas.

Menganjurkan agar RI dan Belanda membuka kembali perundingan atas dasar
Persetyjuan Linggajati dan Renville dan wusul-usul Cochran; dalam
perundingan itu supaya disusun rencana pembentukan Pemerintah Federal
Sementara pada tanggal 15 Mafet 1949, yang diberi hak menyelenggarakan
urusan intern, penyelenggaraan pemilihan Majelis Konstituante paling lambat
tanggal 1 Oktober 1949, dan penyerahan kedaulatan atas Indonesia kepada

NIS paling lambat tanggal 1 Juli 1950.

4. Sebagai tambahan dari putusan DK, KTN diubah menjadi UNCI ( United

Nations Commission jfor Indoresia : Komisi PBB untuk Indonesia) dengan

kekuasaan yang lebih besar dan dengan hak mengambil keputusan yang

5 Aboe Bakar Lubis, op.cit., hlm. 289-290.
# G. Moedjanto, lndonesia Abad ke-20 Jilid ¥, Kanisius : Yogyakarta, 1988, him. 46-47.
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mengikat atas dasar mayoritas. UNCI diberi kuasa untuk memberikan
rekomendasi (anjuran) kepada DK dan pihak-pihak yang bersengketa,
membantu mereka mengambil keputusan dan melaksanakan resolusi DK.
Resolusi DK-PBB tersebut walaupun belum sepenuhnya memuaskan RI,
tetapi sudah dapat meringankan RI. Hal itu tidak terlepas dari adanya konferensi
inter-Asia tentang Indonesia yang dipimpin oleh Nehru. Nehru benar-benar
merupakan sahabat Indonesia. Sesudah Agresi Militer Belanda II, Nehru juga banyak

bertindak dan memperkuat semua siasat yang dilakukan oleh bangsa Indonesia.

2. Kerjasama Hatta dengan anggota Komisi Jasa-Jasa Baik

Bagi Hatta, hubungan pribadinya yang dekat dengan para anggota Komisi
Jasa-Jasa Baik, terutama wakil-wakil Australia dan Amerika Serikat, akan
memainkan peran penting dalam pencapaian akhir perjuangan kemerdekaan
Indonesia. Hatta selalu mendukung konsep tentang suatu forum dan peradilan
internasional untuk melindungi kepentingan bangsa-bangsa yang lebih lemah*

Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan serangan atas RI yang
dikenal dengan Agesi Militer Belanda L Baﬁyak reaksi atas tindakan Belanda
mengadakan penyerangan terhadap RI tersebut. Pada tanggal 25 Agustus 1947
Amerika Serikat mengusulkan kepada DK-PBB agar dibentuk suatu Committee of
Good Offices (Komisi Jasa-Jasa Baik). Usul im diterima DK-PBB dan dijadikan
keputusan. Atas dasar keputusan DK-PBB tersebut maka Belanda memilih Belgia, RI

memilih Australia sebagai wakilnya dan sebagai negara ketiga mereka memilih

% Mavis Rose, op.cit., him. 233.
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Amerika Serikat. Komisi ini juga dikenal dengan Komisi Tiga Negaa (KTN). Dalam
hal ini para pemimpin Indonesia berusaha untuk bekerjasama dengan wakil mereka
terutama Australia dan Amerika Serikat.

Pada awal fugasnya, Amerika Serikat mengirim Prof Frank P. Graham
sebagai anggota K'TN, sedangkan Australia mengirim Richard Kirby. KTN pada awal
tugasnya menghadapi tugas yang sangat sukar tetapi wewenangnya terbatas. Akan
tetapi secara mengherankan dapat mencapai sukses berkat salah seorang anggotanya
Prof Frank P. Graham dari Amerika Serikat. Sukses itu juga disebabkan oleh
kesediaan RI mempercayainya sepenuhnya™ RI setelah penyerangan Belanda
mengalami kerugian yang besar. Oleh karena itu Belanda yakin akan sanggup
menghancurkan RI. Maka Graham dengan bantuan rekamnya, Kirby berusaha
menjaga agar RI tidak mengalami kehancuran. Graham dan Kirby lebih bersimpati
terhadap Indonesia.

Ketika persetujuan Renville berlangsung, Graham mengusulkan kepada RI
supaya RI bersedia menerima persetujuan gencatan senjata dengan garis demarkasi
Van Mook, 12 pasal usul Belanda yang kemudian menjadi Dasar-Dasar Politik
Renville dan 6 pasal tambahan XTN. RI pada mulanya berkeberatan menerima ketiga
naskah tersebut karena khawatir kalau RI akan kehilangan kekuasaannya dimasa
peralihan. Atas kekhawatiran RI tersebut Graham menjamin RI dengan mengatakan "

you are what you are" yang berarti anda adalah anda (anda seperti keadaan sekarang).

¥ G.Moedjanto, op.cit., hlm.19.
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Kedudukan RI tetap ada seperti sekarang.® Selain itu Graham juga menyakinkan RI
bahwa hanya dengan penerimaan ketiga naskah persetujuan itu pemerintah Amerika
Serikat melindungi RI dari setiap tindakan kekerasan Belanda. Jika RI menerimanya
Amerika Serikat juga akan menggunakan segala pengaruhnya agar ketentuan plebisit
yang besar akan terselenggara di bawah pengawasan PBB.”' Dengan adanya jaminan
itu maka RI menerima ketiga naskah tersebut. Para pemimpin RI berkeyakinan
bahwa plebisit yang bebas akan menghasilkan kemenangan bagi RI. Ucapan Graham
"you are what you are" tersebut menjengkelkan delegasi Belanda dan sejak itu
Belanda tidak mempercayai Graham lagi. Graham meninggalkan Indonesia setelah
persetujuan Renville ditandatangani.”? Demikian juga wakil Australia, Richard Kirby.
Setelah persetujuan Renville ditandatangani, Kabinet Amir mengembalikan
mandat dan diganti dengan kabinet Hafta Sementara itu perundingan dengan Belanda
mengenai pelaksanaan persetujuan Renville dilanjutkan kembali. Amerika Serikat
mengirimkan wakilnya sebagai anggota Komisi Jasa-jasa baik, yaitu Court Dubois,
sedangkan Australia mengirimkan Critchly. Dubois merupakan pengganti Graham,
sedangkan Critchly pengganti Kirby. Perundingan RI dengan Belanda mengenai
pelaksanaan persetyjuan Renvile mengalami kemacetan Untuk mengatasi hal itu,
wakil-wakil Amerika Serikat dan Australia berussha mencarikan kompromi yang
realistis yang disebut Dubois-Critchly Plan. Pada prinsipnya RI Menerima Dubois-

Critchly Plan. Akan tetapi Belanda menolaknya, bahkan Belanda menuduh Amerika

® bid, him. 21,
3 Bid, him. 22. Lihat juga AH. Nasution, Sedjarah Perdjuangan Nasional di bidang

Berserxg’/afcz, Firma Mega Bookstore : Djakarta, 1966, him. 114,
Ide Anak Agung Gde Agung, Renville, Sinar Harapan : Jakarta, 1983, him.349.
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Serikat dan Australia bertindak melampaui wewenangnya. Akhimya perundingan
mengalami kemacetan kembali. Dubois dan Critchly yang berusaha untuk mengatasi
persoalan Indonesia secara, menyeluruh akhirnya mengalami kegagalan.

Amerika Serikat kemudian mengirimkan anggotanya untuk Komisi Jasa-Jasa
Baik, yaitu Merle Cochran. Cochran menggantikan Dubois sebagai wakil pemerintah
Amerika Serikat dalam komisi dan kemudian di dalam komisi PBB untuk Indonesia.
Cochran dalam hubungan dengan kedua pihak sangat obyektif dan berpegang pada
aturan tata tertib yabg berlaku bagi perundingan. Adanya perundingan yang macet,
pada bulan september 1348 XTN mengusahakan agar perundingan dapat dibuka.
Cochran mengajukan rencana penyelesaian yang dikenal sebagai rencana Cochran.
Dasarnya adalah Dubois Critchly plan yang diubah dengan memberikan sejumlah
konsest kepada Belanda. RI kecewa karena Cochran dianggap mengorbankan
sejumlah kepentingan RI, sedangkan Belanda belum puas karena dianggap belum
memadai. Oleh karena itu usaha Cochran gagal.”

Pada tanggal 13 September 1948, Hafta minta kepada Cochran supaya
perundingan dapat dibuka kembali. Cochran menyetujui permintaan Hatta tersebut.
Akan tetapi usaha untuk membuka perundingan itu dibalas oleh Belanda dengan
suatu ultimatum dan tidak memberi kesempatan kepada Hatta untuk menjawabnya.
Akibatnya aksi militer Belanda kedua dilancarkan *

Reaksi dunia atas aksi militer Belanda kedua tersebut luar biasa. Atas

tindakan Belanda tersebut PBB mengeluarkan resolusi-resolusi. Resolusi yang paling

i G.Moedjanto, op.cit, him. 289-290.
3 1de Anak Agung Gde Agung, op.cit, him 349.



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

e

75

menentukan adalah resolusi tertanggal 28 Januari 1949. Akan tetapi pihak Belanda
tidak segera mau menerima resolusi tersebut karena ia yakin RI benar-benar akan
hancur. Oleh karena itu RI berusaha menunjukkan kepada dunia bahwa RI masih ada
dan TNI masih kuat. Atas prakarsa Sri sultan HB IX, maka RI melancarkan serangan
umum secara besar-besaran terhadap kedudukan Belanda di Yogyakarta. Serangan itu
dikenal dengan Serangan Umum 1 Maret 1949,

Dalam penyerangan itu kota Yogya dapat diduduki RI selama 6 jam. Dengan
keberhasilan ini maka dunia mengetabui kalan Belanda bohong Serangan umum itu
juga dapat mempengaruhi pandangan dunia khususnya DK-PBB. Oleh karena itu
Amerika Serikat sikapnya menjadi semakin tegas terhadap Belanda. Atas ketegasan
Amerika Serikat itu maka pada tanggal 14 April 1949 diadakan perundingan yang
dikenal dengan perundingan Roem-Royen. Perundingan itu menghasilkan beberapa
ketentuan persetuyjuan Roem-Royen. Atas desakan Cochran maka RI bersedia
menerimanya. Cochran menjanjikan banfuan ekonomi Amerika Serikat untuk RI
sesudah penyerahan kedaulatan.

Merle Cochran telah berusaha untuk dapat memberikan peranannya yang positif
bagi penyelesaian perang di Indonesia. Menginsyafi bahwa selalu terdapat dua posist
yang bertentangan, vaitu sikap Indonesia dan Belanda, maka Cochran
memperlihatakan bahwa dia selalu ingin bertindak netral dan tidak memihak * Hatta
juga selalu berusaha menerima usul-usul Cochran dalam menyelesaikan masalah

dengan Belanda. Cochran juga selalu siap dengan usul-usul baru dalam perundingan-

* Basuki Suwammo, Hubungan ndonesia-Belanda Periode 1945-1950, PT.Setia Acnees:
Jakarta, 1999, him. 380.
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perundingan, jika perundingan kurang berjalan lancar. Cochran juga mengusulkan
supaya Indonesia tidak dibebani hutang yang sangat besar setelah penyerahan
kedaulatan. Akan tetapt usaha ini tidak berhasil.

Dalam pembicaraannya dengan seorang pejabat Kementrian Luar Negeri
Belanda bernama Hirschfeld, Cochran mengatakan bahwa bangsa Indonesia, yaitu
yang ditangani selama ini, mempunyai keinginan serius untuk mengembalikan
ketertiban di Indonesia dan ia menyatakan kekagumannya pada tindakan Hatta, yang
telah menghancurkan pemberontakan komunis.® Hasil peran yang dimainkan oleh
Cochran dapat kita ketahui, karena dia telah dapat menyebabkan KMB berhasil baik,
perang berakhir dan terjadi pengakuan kedaulatan terhadap RI, kecuali Irian Barat
yang waktu itu masih harus kita perjuangkan.”’ Selain itu atas kegigihan delegasi
Indonesia yang dipimpin oleh Bung Hatta dan peran UNCI dengan Cochran sebagai
ketua dalam KMB, beban hutang bagi Indonesia akhirnya fidak terlampau berat.

Demikianlah pembahasan tentang bentuk-bentuk perjuangan Mohammad
Hatta. Untuk bab selanjutnya adalah tentang peranan Mohammad Hatta sekitar

persetujuan Renville hinga penyerahan kedaulatan.

¥ Bid, hlm. 377.
T Bid, hlm. 380.
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BAB IV
PERANAN MOHAMMAD HATTA SEKITAR

PERSETUJUAN RENVILLE HINGGA PENYERAHAN KEDAULATAN

A. Peranan Hatta dalam pelaksanaan Persetujuan Renville

Persetujuan Renville diadakan di Kapal Amerika Serikat, Renville pada tanggal
8 Desember 1947, dan ditandatangani pada tanggal 17 dan 19 Januari 1948. Kabinet
yang berkuasa di RI pada waktu itu adalah Kabinet Amir. Akan tetapi Kabinet Amir
tidak dapat melaksanakan hasil-hasil persetujuan Renville. Oleh karena itw pada
tanggal 23 Januari 1948 Kabinet Amir mengembalikan mandat kepada presiden.
Presiden Soekamo segera menunjuk Mohammad Hatta (sebagai wakil presiden)
untuk membentuk kabinet baru.

Pada tanggal 29 Januari 1948 Kabinet Hatta dibentuk, dengan Mohammad
Hatta sebagai Perdana Menteri. Kabinet Hatta inilah yang melaksanakan persetujuan
Renville. Dengan demikian Kabinet Hatta adalah pelaksana persetujuan Renville.

Ada pun susunan K abinet Hatta adalah sebagai berikut :'

Perdana Menteri : Mohammad Hatta
Menteri Luar Negeri : H. Agus Salim

Menteri Dalam Negeri : dr. Soekiman

Menter1 Pertahanan : Mohammad Hatta
Menteri Keuangan : Mr. A A. Maramis
Menteri Perhubungan : Ir. Djuanda

Menteri Penerangan : Mohammad Natsir
Menteri Kesehatan : dr. Leimena

Menteri Perburuhan dan Sosial : Kusnan

Menteri Kehakiman : Mr. Susanto Tirtoprodjo
Menteri PP dan K : Mr. Ali Sastroamidjojo
Menteri Pekerjaan Umum : Ir. Laoh

! Mohammad Hatta, Memoir, Tintamas Indonesia : Jakarta, 1978, hlm. 521.
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Menteri Kemakmuran : Mr. Syafrudin Prawiranegara
Menteri Pembagian Makanan Rakyat : L. Kasimo
Menteri Agama : K H. Maskur
Menteri Negara : Sri Sultan HB IX
Menteri Pembangunan dan Pemuda : Supeno

Program Kabinet Hatta terdiri dari 4 pasal, yaitu :*
1. Melaksanakan ketentuan-ketentuan persetuyjuan Renville dan melanjutkan
perundingan dengan Belanda dengan perantaraan KTN.
2. Mempercepat pembentukan NIS yang merdeka dan berdaulat.
3. Rasionalisasi tentara dan ekonomi RL
4. Pembangunan kembali kerusakan-kerusakan yang disebabkan perang dan
pendudukan Jepang.

Setelah Kabinet Hatta terbentuk, maka kabinet ini segera melaksanakan
ketentuan-ketentnan yang ada dalam persetuyjuan Renville. Dalam melaksanakan
persetuyjuan Renville tersebut Kabinet Hatta mulai melaksanakan ketentuaﬁ
persetyjuan Renville yang sangat dipertentangkan, yaitu pengakuan garis demarkasi
Van Mook. Pada tanggal 26 Februari 1948 Kesatuan Tentara Nasional Indonesia
yang berjumlah 35.000 orang telah meninggalkan daerah-daerah di belakang garis
demarkasi di Jawa Barat yang dikenal dengan istilah Kantong, memuju ke daerah RI
yang bebas. Ini sebenarnya hal yang sulit bagi Pemerintah RI untuk mengharuskan
mereka berhijrah karena kantong-kantong itu dapat dipertahankan secara efektif oleh
kesatuan-kesatuan gerilya RI. Akan tetapi karena adanya jaminan dari KTN bahwa

kelak akan ada plebisit di bawah pengawasan mereka, maka mereka mau berhijrah.’

2 G. Moedjanto, donesia Abad ke-20 Jilid 2, Kanisius : Yogyakarta, him. 24.
3 )
bid.
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Dalam meneruskan perundingan dengan Belanda tentang pelaksanaan Renville,
pemerintah Hatta menunjuk Mr. Mohammad Roem sebagai Ketua delegasi RI. Akan
tetapi dari pihak Belanda justru selalu menunda perundingan tentang pelaksanaan
persetujuan Renville. Oleh karena itu perundingan mengalami kemacetan. Untuk
mengatasi kemacetan tersebut wakil-wakil Amerika Serikat dan Australia berusaha
mencarikan kompromi yang realistis, yang disebut Dubois-Critchly Plan. Pada
prinsipnya RI menerima Dubois-Critchly Plan, tetapi Belanda menolak.

Penolakan Belanda terhadap Dubois-Critchly Plan menyebabkan perundingan
antara Indonesia-Belanda mengalami kemacetan. Oleh karena itu pada bulan
September 1948 KTN mengusahakan kembali agar perundingan dapat dibuka. Wakil
Amerika Serikat yang baru, Merle Cochran mengajukan rencana penyelesaian yang
dikenal sebagai rencana Cochran. Dasarnya adalah Dubois-Critchly Plan yang diubah
dengan memberikan sejumlah konsesi kepada Belanda. RI kecewa karena Cochran
dianggap mengorbankan sejumlah kepentingan RI, sedangkan Belanda belum puas
karena belum dianggap memadai. Oleh karena itu usaha Cochran gagal *

Persoalan RI dengan Belanda belum selesai, tetapi Kabinet Hatta harus
menghadapi persoalan baru yang datang dari dalam negeri, yaitu pemberontakan PKI
tanggal 18 September 1948 di Madiun. Akan tetapi pemberontakan ita dapat
ditumpas oleh Kabinet Hatta, khususnya oleh pasukan Siliwangi.

Setelah pemberontakan PKI Madiun dapat diatasi, Haftta segera pergi ke
Sumatra untuk menyelesaikan perselisihan antara para komandan militer RI dan

Belanda di Tapanuli. Perselisihan tersebut merupakan perselisithan mengenai masalah

‘ Bid.
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perbatasan wilayah RI dengan wilayah Belanda. Tentara Belanda ingin menguasai
lebih banyak wilayah Sumatra dengan mengatasnamakan pemulihan keamanan dan
ketertiban.

Ketika berada di Sumatra Barat, Haftta mulai melakukan persiapan-persiapan
untuk mengalihkan pemerintahan Republik ke Bukittinggi, jika terjadi serangan lebih
lanjut dari pihak Belanda di Jawa Ia memerintahkan menteri kemakmuran, Syafrudin
Prawiranegara untuk tetap berada di Bukittinggi. Hatta telah mengatur dengan Nehru
melalui konsul India, supaya Soekamno dan Syahrir diterbangkan ke India untuk
mengangkat persoalan Republik di luar negeri dan melindungi Soekarno dari
ancaman Belanda Ia sendiri berharap dapat tetap menjalankan jabatannya sebagai
perdana menteri di Bukittinggi, jika Yogyakarta dikuasai.’

Pada tanggal 1 November 1948 Menteri Luar Negeri Belanda, Stikker
membuka perundingan langsung dengan pihak RI. Akan tetapi perundingan itu tidak
membawa hasil. Sebelum berangkat kembali ke Nederland pada tanggal 11
November 1948, Hatta memberikan aide memoire (penjelasan tambahan) tentang
pendirian RI. Isi penjelasan tambahan tersebut adalah Hatta menyetujui bahwa selama
periode antara menjelang dibentuknya Negara Indonesia Serikat, “kalau pemerintah
federal Indonesia mengakui bahwa memang timbul situasi yang tidak aman, maka
Wakil Tinggi Kerajaan akan diperbolehkan menggunakan pasukan Belanda unfuk
mengatasinya”. Hatta mengakui bahwa pasukan bersenjata Republik sebagian akan

digabungkan menjadi tentara federal dalam periode peralihan. Hanya dalam situasi

3 Mavis Rose, Iidonesic Merdeka Biografi Politik Mohammad Hatta, PT Gramedia Pustaka
Utarna : Jakarta, 1991, hlm. 259-260.
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daruratlah pemerintah federal akan minta bantuan dari pasukan Belanda dan hanya
dalam situasi seperti itulah, Wakil Tinggi Kerajaan akan bertanggung jawab atas
seluruh pasukan’ Akan tetapi ketika Stikker kembali lagi ke Yogyakarta pada
tanggal 2 Desember 1948 yang disertai oleh Sassen (Menteri Urusan Seberang), Hatta
menyatakan bahwa tafsiran Stikker tentang aide memoire-nya tidak betul. Stikker
menganggap bahwa Hatta mau membiarkan pasukan Belanda memasuki wilayah
manapun di Indonesia

Pembicaraan antara RI dengan Belanda terputus karena terhalang oleh
persoalan kekuasaan-kekuasaan Komisaris Tinggi Mahkota selama peralihan, yaitu
selama Pemerintah Federal Sementara berfungsi. Belanda menuntut agar Komisaris
Tinggi Mahkota memiliki kekuasaan menggerakkan pasukan Nederland ke daerah-
daerah yang dianggap ada gangguan keamanan dan ketertiban. Pada tanggal 13
Desember 1948 Hatta minta kepada Cochran agar perundingan dapat dibuka kembali.
Ia menyatakan bahwa RI bersedia mengakui kedaulatan Belanda selama masa
peralihan, tetapi Belanda harus terikat oleh beberapa pembatasan tertentu. RI juga
mengakui hak veto Komisaris Tinggi Mahkota, tetapi harus ada batas-batasnya.
Belanda kemudian memberikan jawaban yang ultimatif, yang menuntut agar pihak RI
menyetujui usul-usulnya dalam waktu 18 jam. Bagi RI, waktu 18 jam umtuk
mempelajari usul dan menyusun jawaban adalah terlalu singkat Sementara itu KTN
telah mengirim kawat laporan perkembangan terakhir pada tanggal 12 Desember.
Akan tetapi tidak ada jawaban karena DK-PBB baru akan bersidang lagi sesudah

Natal. Hal ini sudah diperhitungkan oleh pihak Belanda Oleh karena itu Belanda

$ Bid, him. 260.
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melancarkan agresinya yang kedua pada tanggal 19 Desember 1948 Dengan
demikian tamat pulalah riwayat persetujuan Renville.

Dalam agresinya yang kedua ini Belanda berhasil menawan Presiden Soekarno,
Wakil Presiden Hatta, Sutan Syahrir (penasihat preside) dan sejumlah menteri
termasuk menteri luar negeri, Agus Salim. Akan tetapi sebelum mereka ditawan,
presiden masih sempat mengirimkan radiogram berisi pemberian kekuasaan negara
kepada Menteri Kemakmuran, Syafrudin Prawiranegara yang sedang mengadakan
perjalanan ke Sumatra, untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia
(PDRI). Jika karena sesuatu hal Syafrudin tidak dapat menjalankan tugas, Presiden
memerintahkan Soedarsoso, Palar dan Maramis yang ada di New Delhi untuk
membentuk Pemerintahan Pelarian (Exile Government).?

Pada tanggal 23 Desember 1948 PDRI di Sumatra berhasil mengirimkan
perintah kepada wakil RI di PBB yang isinya, pemerintah RI bersedia memerintahkan
penghentian tembak-menembak dan memasuki perundingan dengan Belanda atas
dasar :
1. Pembebasan segera anggota-anggota pemerintahan RI yang kini ditawan

Belanda.

2.  Penarikan mundur tentara Belanda ke tempat kedudukan semula (sebelum

tanggal 19 Desember 1948).

3.  Pengakuan de facto dan de jure atas kedaunlatan RI atas Jawa, Madura dan

Sumatra.

" G. Moedjanto, op. cit., him. 29.
& Bid, him. 42.
° Bid, him 43,
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4, Pembentukan pemerintahan yang seluruhnya Indonesia atas dasar demokrasi
yang merdeka dan berdaulat oleh bangsa Indonesia sendiri tanpa campur tangan
Belanda.

5. Penarikan mudur seluruh tentara Belanda dari Indonesia setelah pembentukan
pemerintahan yang sepenuhnya Indomesia. Kepentingan Indonesia akan
dilindungi secara wajar.

Pada tanggal 28 Januari 1949 DK-PBB mengeluarkan resolusi, yang isi
pokoknya adalah DK-PBB menghendaki supaya perundingan antara Indonesia-
Belanda dibuka kembali dengan lebih dahulu menghentikan peperangan yang timbul
akibat Aksi Militer Belanda, dan melepaskan semua tahanan politik. Akan tetapi
Belanda tidak segera bersedia menerima resolusi tersebut. Oleh karena itu

pertempuran-pertempuran antara gerilyawan RI dengan tentara Belanda masih terus

terjadi.

B. Peranan Hatta dalam penerimaan penyerahan kedaulatan R1

Pada tanggal 1 Maret 1949, atas inisiatif Sri Sultan Hamengku Buwono IX, RI
mengadakan serangan terhadap Belanda Serangan itu dikenal dengan Serangan
Umum 1 Maret 1949. Dalam penyerangan ini RI berhasil menduduki ibukota
Yogyakarta selama 6 jam. Serangan Umum ini merupakan kemenangan politis yang
menyebabkan naiknya prestise bangsa Indonesia di dunia internasional. Oleh karena
itu Amerika Serikat semakin tegas terhadap Belanda. Atas ketegasan Amerika Serikat
tersebut maka pada tanggal 14 April 1949 diadakan perundingan kembali antara RI

dengan Belanda. RI diwakili oleh Mohammad Roem, sedangkan Belanda diwakili



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

oleh Van Royen. Pada tanggal 7 Mei 1949 dicapai persetujuan Roem-Royem.

Ketentuan-ketentuan persetujuan Roem-Royen adalah sebagai berikut :"°

1. Pengeluaran perintah oleh pihak RI kepada kesatuan-kesatuan bersenjata RI
untuk menghentikan perang gerilya, sedangkan pemerintah dan pemimpin-
pemimpin RI dipulihkan kembali ke Yogyakarta.

2. XKerjasama dalam pemulihan perdamaian dan pemeliharaan ketertiban dan
keamanan.

3. Belanda akan menyokong RI untuk menjadi negara bagian dari RIS dengan
mempunyai sepertiga suara dalam Perwakilan Federal.

4.  Tkut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag unfuk
mempercepat penyerahan kedaulatan tanpa syarat, nyata dan lengkap.

Setelah pemerintah RI kembali ke Yogyakarta, pada tanggal 13 Juli 1949 PDRI
mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Dengan demikian tanggung
jawab selanjutnya terletak pada Presiden Soekarno, dan Hatta secara resmi memulai
kembali peranannya sebagai perdana menteri.

Konferensi Meja Bundar diadakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus — 2
November 1949. Peserta konferensi adalah para utusan dari RI yang diketuai oleh
Hatta, dari Pertemuan Musyawarah Federal (PMF) dengan ketua Sultan Hamid, dan
dari Belanda dengan ketua Van Maarseven (Menteri Wilayah Seberang Lautan).

Konferensi dipimpin oleh PM Dress dari Belanda, didampingi oleh KTN.!

19 Bid, hlm. 53.
! Deliar Noer, Mohammad Hatta Biografi Politik, LP3ES : Jakarta, 1990, him 357.
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Menjelang penyerahan kedaulatan, dilakukan persiapan-persiapan yang perlu,
yaitu membentuk pemerintah RIS, memilih presiden RIS dan menyusun parlemen
sementara. Hal itu dilakukan karena penyerahan kedaulatan dilaksanakan jika RI
menjadi negara bagian dari RIS.

Hatta menekankan bahwa persetujuan KMB lebih baik hasilnya daripada hasil
persetujuan Linggajati dan Renville. Bahkan dengan adanya KMB RI seakan-akan
sudah diakui secara de jure oleh dunia internasional. Soal Irian Barat, Hatta meminta
kesabaran dari penduduk di Irian. Hatta optimis dalam hal ini bahwa Irian Barat akan
merdeka juga Hatta juga mengingatkan bahwa kedaulatan yang akan diserahkan
sebagai hasil KMB bersifat penuh, tidak bersyarat dan tidak dapat dibatalkan
kembali."

Pada tanggal 19 Desember 1949 Kabinet RIS dibentuk dan tersusun sebagai

berikut :°
Perdana Menteri : Mohammad Hatta
Menteri Luar Neger1 : Mohammad Hatta
Menteri Pertahanan : Sri Sultan Hamengku Buwono IX
Menteri Dalam Negeri : Anak Agung Gde Agung
Menteri Keuangan : Syafiudin Prawiranegara
Menteri Perekonomian : Ir. Djuanda
Menteri Perhubungan dan Pekerjaan

Umum : Ir. Laoh

Menteri Kehakiman : Prof. Mr. Soepeno
Menter1 P dan K : dr. Abu Hanifah
Menteri Kesehatan :dr. L J. Leimena
enteri Perburuhan : Mr. Wilopo
Menteri Sosial : Mr. Kosasih Purwanegara
Menteri Agama : K.H. Wahid Hasyim
Menteri Penerangan . A. Mononutu
Menteri Negara : Sultan Hamid Algadri II
% bid, him. 361.

13 Mohammad Hatta, op. cit., hlm. 556.
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Mr. Mohammad Roem
dr. Soeparno

Bagi Hatta pekerjaan dalam KMB merupakan karya monumental dalam
perjuangammya sampai pada waktu itu. Puncak kerja monumental itu adalah
penerimaan kedanlatan pada tanggal 27 Desember 1949. Pada tanggal 27 Desember
1949 itu Hatta sebagai ketua delegasi RIS dalam KMB menerima penyerahan dan
pengakuan kedaulatan RIS dari Ratu Juliana.

Peranan Hatta yang lain adalah Proklamasi 17 Agustus 1945. Hatta bersama
Soekarno merupakan proklamator kemerdekaan RI. Kedua hal tersebut, yaitu
penerimaan penyerahan kedaulatan dan Proklamasi Kemerdekaan 19 Agustus 1945
merupakan peristiwa yang sangat penting bagi bangsa Indonesia Hal itu juga
dirasakan oleh Bung Hatta sebagai peristiwa yang sangat penting. Ketika ditanya
mengenai pengalaman Bung Hatta yang paling mengesankan Bung Hatta menjawab
bahwa hal yang paling memberi kebahagiaan baginya adalah ikut memproklamasikan
Indonesia merdeka dan ikut melaksanakan KMB."*

Setelah penyerahan dan pengakuan kedaulatan diserahkan kepada RIS, maka
RIS benar-benar menjadi negara yang merdeka. Begitu menjabat dalam Republik
Indonesia serikat (RIS), Hatta dan kawan-kawannya mulai mengkonsolidasi dan
menertibkan situasi Kkeresahan revolusioner, mereorganisasi tentara dan pamong
praja, memperkuat pengawasan dan peraturan, dan melangkah maju dengan tugas-
tugas praktis administratif dan ekonomis dalam negeri. Dengan demikian perjuangan

vang dilakukan oleh Haftta mempunyai dampak positif Ada juga‘dampak negatif

" Solichin Salarmn, Mengenal Bung Hatta dari Dekat, dalam Bung Hatta- Pribadinya Dalam
Kenangan, Sinar Harapan dan Ul Press : Jakarta, 1980, hlm. 599.
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yang merupakan akibat dari agresi Belanda, antara lain korban jiwa yang jumlahnya
tidak sedikit akibat dari agresi Belanda tersebut (bidang ekonomi). Akan tetapi
perjuangan Hatta dan tokoh-tokoh pejuang lainnya lebih banyak berdampak positif
bagi kehidupan kita Dampak positif tersebut terwujud dalam keberhasilan dalam
bidang politik, ekonomi, sosial-budaya dan militer. Perjuangan Hatta yang berakhir
dengan kemerdekaan bagi RIS tersebut juga berdampak bagi negara lain (Luar
negerti).

Dampak bagi kehidupan dalam negeri dalam bidang politik, penyerahan
kedaulatan dan pengakuan menjadikan RIS menjadi negara vyang merdeka Seluruh
negara bagian yang tergabung dalam RIS menjadi negara yang merdeka kecuali Irian
Barat atau Irian Jaya yang masth harus terus diperjuangkan. Dengan kemerdekaan
RIS ini, secara hukum pemerintah RIS berhak penuh untuk memilih sistem
ketataprajaan dan tertib ketatanegaraannya sendiri, karena hal ini merupakan suatu
urusan dalam negeri. Bila ia hendak menggantikan federalisme dengan unitarisme,
maka tidak ada negara lain atan kekuasaan apapun vang dapat mencegahnya Oleh
karena itu pada bulan April 1950 diadakanlah persiapan-persiapan untuk kembali ke
sistem unitarisme, karena kebanyakan golongan politik di daerah-daerah bagian
menghendakinya."’

Politik luar negeri yang diterapkan di Indonesia adalah politik luar negeri bebas
aktif Politik luar negeri bebas aktif merupakan ide Mohammad Hatta. Politik bebas

aktif merupakan politik yang tegas menuju perdamaian dunia yang kekal. Politik

13 Ide Anak Agung Gde Agung, Renville, Sinar Harapan : Jakarta, 1983, him. 334. Lihat juga
Herbert Feith, Soekamo-Militer dalam Demokrast Terpimpin, hlm, 11,
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tersebut juga merupakan kesadaran bangsa untuk mempertahankan Indonesia sebagai
suaty negara nasional, yang ingin bersahabat dengan segala bangsa, atas dasar saling
menghargai. Atas cita-cita tersebut RI ingin mencapai PBB menjadi pusat organisasi
perdamaian dunia dan persaudaraan segala bangsa '*

Dalam bidang ekonomi, RIS mempunyai hak penuh untuk mengatur hubungan
dagang dengan luar negeri dan menjual hasil-hasilnya Selain itu modal Indonesia
diberi kesempatan untuk tunit serta dalam perusahaan-perusahaan Belanda yang telah
lama ada."”

Indonesia setelah merdeka secara penuh, maka segera melaksanakan tujuan
selanjutnya, yaitu kesejahteraan hidup dan kemakmuran rakyat. Dalam bidang
perekonomian, Indonesia segera melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam UUD
1945 yaitu pasal 33 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Hubungan buruh dan majikan seperti dalam
masyarakat kapitalis tidak akan ada lagi. Antara pimpinan dan buruh harus sama-
sama bekerja, saling menghargai, saling mencintai seperti sekeluarga Cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan yang menguasai hajat
hidup orang banyak sedapat-dapatnya menjadi perusahaan negara, bukan kepunyaan
pribadi dan hasil perusahaan itu harus digunakan untuk menjamin kemakmuran dan
keperluan rakyat seluruhmya Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besamnya

!¢ Moharnmad Hatta, Kumpulan Karangan Jilid IV, Penerbitan dan Balai Buku Indonesia :
Jakarta- Amsterdarn-Surabaya, 1954, hlm. 278.

17 1de Anak Agung Gde Agung, Renville, Sinar Harapan : Jakarta, 1983, him. 38.
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kemakmuran rakyat. Dasar kekuasaan negara di sini adalah kewajiban memperbesar
kemakmuran rakyat.'®

Bumi Indonesia yang subur dan kaya banyak menghasilkan bahan-bahan yang
berguna bagi ekonomi internasional. Dunia kekurangan bahan makanan, kekurangan
bahan mentah untuk produksi. Dalam hal itu RI dapat sanggup memberi sumbangan.
Setelah Indonesia merdeka, maka Indonesia dapat menyalurkan bahan-bahan yang
dibutuhkan oleh negara-negara lain tersebut. Dengan demikian kedudukan RI sangat
penting bagi persekutuan ekonomi internasional. Selain itu penduduk RI banyak yang
merupakan tenaga produktif yang tidak dapat diabaikan. Selain sebagai tenaga
produktif, mereka juga menyatakan suatu tenaga pembeli yang tidak sedikit, yang
besar artinya bagi produksi dunia.”

Dalam bidang sosial-budaya, pemerintah RIS setelah menerima penyerahan dan
pengakuan kedaulatan, Pemerintah RIS menerima semua pegawai sipil Pemerintah
Belanda yang bekerja di Indonesia pada saat penyerahan kedaulatan. Selama masa
dua tahun setelah penyerahan kedaunlatan, Pemerintah RIS tidak akan mengadakan
peraturan-peraturan yang merugikan pegawai yang berkebangsaan Belanda tersebut.”’

Selain ifu RIS juga segera melaksanakan ketentuan dalam UUD 1945 pasal 27
ayat 2 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal ini dimaksudkan untuk menjamin
dan meningkatkan taraf hidup bagi buruh. Selain itu pemerintah juga berusaha untuk

meningkatkan pendidikan dan pengajaran bagi rakyat Indonesia.

'8 Moharnmad Hatta, op. cit., him. 38.
¥ Bid, him. 248.
% 1de Anak Agung Gde Agung, op. cit., him. 314,
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Dalam bidang militer, penarikan kembali angkatan perang Belanda dari
Indonesia menyebabkan tentara-tentara RI menempati kembali wilayah-wilayah RI
yang telah diduduki oleh tentara Belanda. Dengan demikian tentara RI mulai dapat
menjalankan fungsinya kembali. Selain itu juga dicapai kesepakatan akan dibentuk
Angkatan Perang Republik Indonesia (APRIS) dengan Tentara Nasional Indonesia
sebagai inti, pembubaran angkatan bersenjata kolonial Belanda (KNIL) dan
pemasukan bekas anggota KNIL ke dalam APRIS, adanya suatu misi militer Belanda
di Indonesia untuk membantu melatith APRIS dan pemulangan anggota pasukan-
pasukan Belanda ke negeri Belanda.

Dampak bagi kehidupan luar negeri dalam bidang politik, RIS setelah menjadi
negara yang merdeka dan berdaulat, dan kemudian mendapat pengakuan baik secara
de facto maupun de jure dari dunia internasional, maka negara lain mulai
mengadakan pertukaran duta atau duta besar dengan RIS.%

Hubungan politik antara Belanda dengan RIS tetap berjalan sesuai dengan
ketentuan-ketentuan dalam KMB. Akan tetapi hubungan ini menjadi agak keruh
ketika RIS akan menggantikan federalisme dengan unitarisme atau sistem federal ke
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena hal ini menurut Belanda
merupakan suatu pelanggaran terhadap janji-jan;i dan iktikad baik.

Dalam bidang ekonomi, negara-negara lain khususnya negara-negara di Asia
Tenggara mulai menanamkan modalnya di negara RIS. Selain itu mereka juga

mengimpor barang-barang atau bahan-bahan yang mereka butuhkan dari negara RIS.

2 3. Moedjanto, op. cit., hlm. 59.
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Hubungan ekonomi Belanda dengan RIS juga telah berjalan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan dalam KMB. Sesuai dengan persetujuan Konperensi Meja Bundar,
pemerintah Hatta memberikan perlindungan sepenuhnya kepada modal Belanda di
Indonesia, kepada perusahaan-perusahaan besar Belanda yang bergerak di bidang
perkebunan, pertambangan, perdagangan besar, perbankan, perkapalan dan
penerbangan.”? Sesuai dengan persetujuan bahwa semua penanaman modal Belanda
dan asing di Indonesia harus tunduk kepada Undang-undang RIS.” Belanda maupun
Indonesia juga mempunyai hak penuh untuk mengatur hubungan dagang dengan luar
negeri dan menjuatl hasil-hasilnya.

Dalam bidang sosial-budaya, negara-negara lain mulai mengadakan hubungan
kebudayaan dengan RIS. Hubungan Belanda dengan RIS dicapai kesepakatan bahwa
hubungan-hubungan itu akan bersifat universal tanpa dibatasi apapun, dan diarahkan
kepada pengembangan pengajaran, ilmu pengetahuan dan kebudayaan’® Dalam
hubungan ini, bantuan di bidang kebudayaan, pendidikan dan karya ilmiah akan
saling diberikan, termasuk soal penukaran guru-guru besar, para ahli dan guru-guru.
Selain itu beasiswa-beasiswa juga akan disediakan. Untuk para ilmuwan dari Belanda
dan Indonesia secara timbal baiik akan diberi kemungkinan untuk melakukan
penyelidikan di daerah pithak yang lain.” Selain hubungan-hubungan tersebut, benda-
benda yang mempunyai nilai budaya yang sangat penting dan besar, yang dimiliki

pemerintah Belanda dan Hindia-Belanda, kecuali karena penyerahan hak milik yang

2 Herbert Feith, Soekarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin, Pustaka Sinar Harapan :
Jakarta, 1995, him. 11,

B Ide Anak Agung Gde Agung, op. cit., him. 310.

# Bid, him. 315.

* Bid, hlm. 312.
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sah dan menurut hukum, akan dikembalikan oleh Belanda kepada RIS.® Dengan

demikian tidak ada permasalahan lagi antara Belanda dengan RIS dalam hal ini.
Demikianlah pembahasan tentang peranan Mohammad Hatta sekitar

persetujuan Renville hingga penyerahan kedaulatan. Bab selanjutnya berupa simpulan

yang merupakan jawaban-jawaban permasalahan-permasalahan yang ada.

* Bid, him 312-314.
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SIMPULAN"

Mohammad Hatta merupakan salah satu tokoh, pejuang, pahlawan, pemikir dan
Bapak rakyat Indonesia Selain itu belian juga merupakan proklamator dan wakil
presiden Republik Indonesia yang pertama. Mohammad Hatta yang terkenal dengan
sebutan Bung Hatta sangat berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia
Kemerdekaan Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada sekarang ini
tidak lepas dari perjuangan-perjuangan Bung Hatta bersama dengan tokoh-tokoh
perjuangan kita yang lain. Dari uraian dalam bab M, TI dan IV dapat dirumuskan
beberapa kesimpuian, yaitu :

1. Peranan Mohammad Hatta terlihat jelas antara lain dalam kurun waktu 1945
sampai dengan 1949. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Hatta bersama
Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan pada tanggal 18
Agustus 1945 Hatta diangkat menjadi wakil presiden RI yang pertama Ketika
terjadi peristiwa 3 Juli 1946, Hatta ikut menyelesaikan persoalan tersebut. Pada
tanggal 20 Mei 1947 Hatta pergi ke Sumatra Ketika berada di Sumatra, Hatta
pergi ke India atas perintah Soekamo dengan maksud minta bantuan senjata

kepada Nehru dalam menghadapi Belanda. Dalam perjalanan ke India Hafta

gty
" Istilah ini dapat dijumpai dalam buku Pengantar Emu Sejarah oleh Kuntowijoyo hlm. 104,

Lihat juga Dari Kesimpulan ke Simpulan oleh G. Moedjarito dalam Kedaulatan Rakyat, tanggal 28
Oktaober 2000, him. 8.
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Januari 1948 Kabinet Amir mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno.
Oleh karena itu Presiden Soekarno menunjuk Hatta (sebagai wakil presiden)
untuk membentuk kabinet baru. Pada tanggal 29 Januani 1948 Kabinet Hatta
dibentuk dengan Hatta sebagai Perdana Menteri. Kabinet Amir mengembalikan
mandat setelah diadakan persetujuan Renville. Dengan demikian Kabinet Hatta
merupakan pelaksana persetujuan Renville. Pada tanggal 19 Desember 1948
Belanda melancarkan agresinya yang kedua Dalam penyerangan ini Presiden
Soekarno, Wakil Presiden Hatta, Syahrir (penasihat presiden) dan beberapa
menter1 berhasil ditawan oleh Belanda Pada tanggal 14 April 1949 diadakan
perundingan Roem-Royen, dan pada tanggal 7 Mei 1949 dicapai persetujuan
Roem-Royen. Salah satu ketentuan dalam persetujuan Roem-Royen ialah
melaksanakan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag untuk
mempercepat penyerahan kedaulatan tanpa syarat, nyata dan lengkap. KMB
dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus — 2 November 1949. Dalam KMB ini
Hatta sebagai ketua delegasi R1. Pada tanggal 19 Desember 1949 Kabinet RIS
dibentuk dengan Hatta sebagat Perdana Menterinya. Pada tanggal 27 Desember
1949 Hatta menerima penyerahan dan pengakuan kedaulatan dari Ratu Juliana.
2. Perjuangan-perjuangan vyang dilakukan oleh Hatta tidak terlepas dari
kerjasamanya dengan tokoh-tokoh atau pahlawan-pahlawan kita, antara lain

Soekarno dan Syahrir. Soekarno, Hatta dan Syahrir adalah Trihunggal yang
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merupakan pemimpin yang paling efektif di Indonesia pada masa perjuangan.
Pada masa pendudukan Jepang ketiga tokoh tersebut saling membagi tugas.
Soekarno dan Hatta harus bekerja secara resmi demgan Jepang, sedangkan
Syahrir sambil tetap mengadakan kontak dengan mereka memimpin
perlawanan di bawah tanah. Pada masa revolusi kemerdekaan, pimpinan
revolusi berada di tangan ketiga tokoh tersebut. Mereka saling mengisi dan
saling mendukung. Walaupun diantara ketiga tokoh tersebut sering terjadi
pertentangan pendapat, tetapi ketiga tokoh tersebut mempunyai tujuan yang
sama yaitu kemerdekaan Indonesia.

Peranan Hafta dalam perjuangan kemerdekaan sangat banyak. Akan tetapi
peranan Hatta yang paling penting adalah memproklamasikan kemerdekaan
RI bersama Soekarno dan menerima penyerahan kedaulatan dan pengakuan
kedaulatan RIS dari Ratu Juliana. Perjuangan Hatta dengan tokoh-tokoh RI
yang berakhir dengan kemerdekaan tersebut mempunyai dampak baik bagi
kehidupan RIS sendiri maupun bagi kehidupan luar negeri atau negara lain.
Dampak tersebut berupa dampak positif Ada juga dampak negatif, tetapi
merupakan akibat agresi Belanda, antara lain korban jiwa yang banyak
jumlabnya dan RI harus menanggung hutang-hutang akibat agresi Belanda
tersebut. Akan tetapi perjuangan Hatta dan tokoh-tokoh pejuang lainnya lebih

banyak berdampak positif Dampak positif tersebut terwujud dalam
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keberhasilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan militer.
Demikianlah pembahasan penelitian tentang perjuangan Mohammad Hatta

dalam menegakkan kemerdekaan Indonesia 1945 — 1949,
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Sumber : St. Rais Alamsyah, Sepuluh Orang Indonesia Terbesar Sekarang, Mutiara :
Jakarta, 1952, him. 26.
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Naskah Persetujuan Renville

A. Perjanjian Gencatan perang yang disetujui oleh Indonesia dan Be-
landa, dan ditandatangani pada sidang ke-empat di atas kapal
"Renville” pada tanggal 17 Januari 1948

Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia
“dan seterusnya dinamai pihak-pihak, telah mengadakan persetujuan se-
bagai berikut:

1. Dengan segera, setelah perjanjian ini ditandatangani, kedua belah
pihak akan mengeluarkan perintah menghentikan tembak-menem-
bak dalam tempo 48 jam. Perintah ini akan berlaku atas pasukan-
pasukan kedua belah pihak, pada sebelah tempat masing-masing
yang telah diterangkan dalam pengumuman dari Pemerintah Hin-
dia Belanda pada tanggal 29 Agustus 1947; garis-garis tersebut di-
namakan garis statusquo dan di daerah-daerah termaktub dalam
ayat yang berikut,

2. Dalam instansi (tingkatan) pertama dan untuk sementara akan di-
adakan daerah-daerah (zones) sesuai dengan garis statusquo; se-
hagai kebiasaan daerah-daerah ini melingkungi garis-garis statusquo
pada sebelah pthak, garis dari pihak Belanda yang terkemuka dan
pada pihak lain, garis dari pithak Republik yang paling depan, se-
dang lebarnya sesuatu daerah (zone) harus sama,;

3. Mengadakan daerah-daerah yang tidak diduduki oleh militer
(gedemilitairiseerd) sckali-kall tidak menyangkut hak dari kedua
belah pihak menurut resolusi dari Dewan Kemanan pada tanggal 1,
25 dan 26 Agustus dan tanggal 1 Nopember 1947;

4. Setelah yang tertulis di atas diterima oleh kedua belah plhak ma-
ka Komisi akan menyerahkan pembantu-pembantu militernya ke-
pada kedua belah pihak, sedang pembantu-pembantu tersebut
akan menerima petunjuk-petunjuk (instructies) dan menerima per-
tanggungjawaban untuk menentukan, apakah penyelidikan atas
sesuatu insiden diperlukan oleh pembesar-pembesar dari satu atau
kedua pihak;

5. Sambil menunggu keputusan dalam soal politik, tanggung jawab
atas tertib-tenteram dan keselamatan jiwa dan harta benda pendu-
duk dalam daerah-daerah yang dikosongkan (gedemilitairiseerd)
akan dipegang oleh polisi sipil dari kedua belah pihak. Polisi untuk
sementara waktu, memakai tenaga personil militer sebagai polisi
sipil dengan perjanjian, bahwa kekuasaan polisi di bawah kontrol
sipil.

Pembantu-pembantu militer dari Komisi setiap waktu bersedia
memberi nasihat kepada kedua belah pihak dan menyerahkan te-
naganya, bila dianggap perlu. Di antaranya mereka itu mesti:

a. mendapat bantuan dari opsir-opsir polisi, yang ditempatkan
oleh salah satu pihak dalam tempat-tempat yang tidak didu-
duki lagi oleh militer untuk menemani mereka itu dalam me-
nyelenggarakan kewajiban mereka. Opsir-opsir polisi dari satu
pihak tidak dibenarkan berada di daerah pihak lainnya, kecuali
bersama-sama dengan pembantu militer Komisi dan opsir po-
lisi dari pihak lain;

b. menambah kerja sama antara kedua belah pihak polisi;

6. Perdagangan dan lalu lintas antara daerah-daerah diusahakan supa-
ya lebih maju dan meningkat pada hal-hal yang perlu, maka kedua
belah pihak akan mengadakan perjanjian di bawah pengawasan Ko-
misi dan wakil-walkilnya, bilamana hal ini dirasa perlu;

Sumber : K.L.M. Tobing, Perjuangan Politik Bangsa Indonesia Renville, Gunugg

Agung . Jakarta, 1986, him. 36-43. %
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Perjanjian ini juga memuat hal-hal sebagai tertulis di bawah ini,
yvang mana dasar-dasarnya telah disetujui oleh kedua belah pihak:

a. Dilarang mengadakan sabotase, menakut-nakuti (intimidasi),
pembalasan dendam dan lain-lain tindakan yang serupa terha-
dap orang-orang dan harta benda, baikpun perusahaan atau
barang-barang dari apa saja dan dari tiap-tiap orang dan mema-
kai alat-alat apa saja, supaya mencapai maksud tersebut;

b. Tidak akan mengadakan siaran-siaran radio atau propaganda-
propaganda yang lain untuk menentang atau mengacaukan ten-
tara dan rakyat;

c. Siaran-siaran radio dan lain-lain untuk maksud memberi tahu
kepada tentara dan rakyat tentang kesukaran-kesukaran dan
untuk menepati pasal-pasal yang tersebut dalam sub a dan b;

d. Memberikan segala kesempatan untuk penyelidikan oleh pem-
bantu-pembantu militer dan sipil, yang diperbantukan pada
Komisi Tiga Negara;

e. Penghentian dengan segera penyiaran-penyiaran pengumuman
harian tentang gerakan-gerakan atau macam pemberitahuan
tentang gerakan-gerakan ketentaraan, kecuali jika sebelumnya
telah disetujui dengan tulisan oleh kedua pihak, tidak terma-
suk penyiaran-penyiaran minggu dari daftar orang-orang (de-
ngan menyebutkan nama, nomor, kenyataan dan alamat ru-
mah), yang tewas atau meninggal karena luka-luka yang dida-
patnya dalam menjalankan kewajiban?

f. Penerimaan atas pembebasan tawanan-tawanan dari kedua pi-
hak dan pemulaian perundingan tentang sesuatu pengwujudan
yang secepat-cepatnya dan setepat-tepatnya, pembebasan ma-
na dalam asasnya akan berlaku dengan tidak mengingat pada
jumlah tawanan kedua pihak;

Bahwa, setelah menerima hal tersebut tadi, pembantu-pembantu
militer Komisi itu akan segera mengadakan penyelidikan untuk
menentukan apakah atau di mana, terutama di Jawa Barat, kesa-
tuan-kesatuan tentara Republik mengadakan perlawanan di bela-
kang kedudukan terdepan dari Tentara Belanda yang sekarang. Ji-
ka penyelidikan itu membuktikan adanya kesatuan-kesatuan yang
semacam itu, maka kesatuan-kesatuan itu secepat mungkin, tapi
bagaimanapun juga dalam waktu 21 hari, akan mengundurkan diri
secara yang disebutkan dalam pasal berikut;

Bahwa seluruh kekuatan tentara dari kedua pihak masing-masing

dalam sesuatu daerah, yang diterima sebagai daerah yang didemi-

literisasi, atau dalam sesuatu daerah di sebelah daerah yang didemi-
literisasi dari pihak yang lain, akan mengundurkan diri, di bawah
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pengawasan pembantu militer Komisi itu dan dengan membawa
senjatanya dan keperluan bertempur, dengan tenang menuju dae-
rah yang didemiliterisasi. Kedua pihak berjanji akan melancarkan
pengungsian kekuatan tentaranya masing-masing dengan cepat dan
tenang,

10. Persetujuan ini dipandang masih mengikat selama waktu empat
belas (14) hari dan selalu dengan sendirinya diperpanjang dengan
empat belas (14) hari, kecuali jika salah satu pthak memberitahu-
kan pada KTN dan pada pihak yang lain, yang berpendapat, bahwa
peraturan-peraturan gencatan senjata tidak ditaati oleh pihak yang
luin dan oleh karenanya persetujuan itu hendaknya diakhiri pada
axhir waktu empat belas hari yang berlangsung.

Renville, 17 Januari 1948.

B. 12 Dasar Persetujuan Politik Renville.

Pokok-pokok yang merupakan dasar-dasar yang sudah dise-
tujui delegasi pemerintah Belanda dengan delegasi pemerintah Re-
publik Indonesia untuk perundingan-perundingan politik pada si-
dung keempat yang diadakan Komisi Tiga Negara pada tanggal 17
Januari 1948,

Komisi Tiga Negara telah diberitahukan oleh kedua delegasi, bah-
wa pemerintah masing-masing telah menerima pokok-pokok perjanjian
penghentian permusuhan yang sudah ditandatangani dan merupakan
dasar untuk perundingan politik buat selanjutnya, ialah sebagai berikut:
1. Bantuan dari Komisi Tiga Negara akan diteruskan untuk melaksa-

nakan dan mengadakan perjanjian untuk menyelesaikan pertikaian

politik di pulau-pulau Jawa, Sumatera dan Madura, berdasarkan
prinsip naskah perjanjian Linggarjati’’;

2. Telah sewajarnya, bahwa kedua pihak tidak berhak menghalang-
halangi pergerakan-pergerakan rakyat untuk mengemukakan suara-
nya dengan leluasa dan merdeka, yang sesuai dengan perjanjian

" Linggarjati. Juga telah disetujui, bahwa kedua pihak akan memberi
jaminan tentang adanya kemerdekaan bersidang dan berkumpul,
kemerdekaan mengeluarkan suara dan pendapatnya dad kémerde-
kaan dalam penyiaran (publikasi), asal jaminan ini tidak dianggap
meliputi juga propaganda untuk menjalankan kekerasan dan pem-
balasan (repressailles);

3. . Telah sewajarmya, bahwa keputusan untuk mengadakan perubah-
an-perubahan dalam pemerintahan pamong praja di daerah-daerah
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10.
11.

12.

hanya dapat dilakukan dengan persetujuan sepenuhnya dan suka-
rela dari penduduk di daerah-daerah itu pada suatu saat, setelah
dapat dijamin keamanan dan ketenteraman dan tidak-adanya lagi
paksaan kepada rakyat;

Bahwa dalam mengadakan suatu perjanjian politik dilakukan pula
persiapan-persiapan untuk lambat-laun mengurangi jumlah keku-
atan tenteranya masing-masing; .

Bahwa, setelah dilakukan penandatanganan perjanjian penghentian
permusuhan dan sebaik dapat dilaksanakan perjanjian itu, maka
kegiatan dalam lapangan ekonomi, perdagangan, perhubungan dan
pengangkutan akan diperbaiki dengan segera, dengan bekerja ber-
sama-sama di mana harus diperhatikan kepentingan-kepentingan
semua bagian lain di Indonesia ;

Bahwa akan diadakan plebisit sesudah waktu yang tidak kurang
dari enam bulan dan tidak lebih dari satu tahun, setelah ditanda-
tangani perjanjian, dalam waktu mana dapat terjadi tukar-menu-
kar pikiran, dan pertimbangan tentang soal-soal yang penting seca-
ra merdeka dan dengan tidak ada paksaan. Dalam waktu itu, dapat
diadakan pemilihan umum secara merdeka, agar rakyat Indonesia
dapat menentukan kedudukannya sendiri di lapangan politik da-
lan: hubungan dengan Negara Indonesia Serikat;

Bahwa suatu dewan yang akan menetapkan undang-undang dasar
(konstitusi) akan dipilih secara demokratis untuk menetapkan
suatu undang-undang dasar buat Negara Indonesia Serikat;

Telah didapat persetujuan, bahwa, setelah ditandatanganinya per-
janjian, sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, jika salah satu dari
kedua pihak meminta kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk
mengadakan suatu badan buat melakukan pengawasan sampai saat
diserahkannya kedaulatan pemerintah Belanda kepada pemerintah
Negara Indonesia Serikat, maka pihak yang kedua akan menim-
bangnya dengan sungguh-sungguh. Dasar-dasar seperti di bawah ini
diambil dari naskah perjanjian "’Linggarjati’’;

Kemerdekaan bebas buat bangsa Indonesia seluruhnya;

Bekerja bersama antara bangsa Belanda dan bangsa Indonesia;
Satu negara berdasarkan federasi yang berdaulat, dan dengan suatu
undang-undang dasar yang timbulnya melalui jalan-jalan demokra-
si;

Suatu Uni (persatuan) dari Negara Indonesia Serikat dengan Kera-
jaan Belanda dan bagian-bagiannya yang lain, di bawah turunan
raja Belanda.

Renville, 17 Januari 1948.
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C. 6 Dasar Tambahan dari Komisi Tiga Négara untuk Pembukaan
Perundingan Politik antara delegasi Republik Indonesia dengande-
legasi Kerajaan Belanda, tanggal 17 -Januari 1948 dan disetujui
tanggal 19 Januari 1948,

Komisi Tiga Negara berpendapat, bahwa keterangan dasar di
bawah ini antara lain akan dipergunakan sebagai dasar perundingan un-
tuk penyelesaian politik, yaitu sebagai berikut:

1. Kedaulatan atas Hindia Belanda seluruhnya ada dan akan tetap
berada di tangan Kerajaan Belanda sampai waktu yang ditetapkan.
Kerajaan Belanda akan menyerahkan kedaulatan ini kepada Ne-
gara Indonesia Serikat, Sebelum masa peralihan demikian itu ha-
bis temponya, Kerajaan Belanda dapat menyerahkan hak-hak, ke-
wajiban-kewajiban dan tanggung jawab kepada pemerintah federal
sementara yang dibentuk dari daerah-daerah yang nantinya akan
merupakan Negara Indonesia Serikat. Jika sudah terbentuk, Nega-
ra Indonesia Serikat akan merupakan negara yang berdaulat dan
merdeka berkedudukan sejajar dengan Kerajaan Belanda dalam
Uni Belanda Indonesia, dikepalai oleh Turunan Raja Belanda. Hal
status Republik Indonesia adalal sebagal negara yang bergabung
dalam Negara Indonesia Serikat;

o

Dalam pemerintah federal sementara, sebelum diadakan perubahan
dalam undang-undang Negara Indonesia Serikat, kepada negara-ne-
gara bagian akan diberikan perwakilan yang adil;

3. Sebelum Komisi Tiga Negara dibubarkan, tiap-tiap pithak boleh
meminta supaya pekerjaan komisi diteruskan, yaitu guna memban-
tu menyelesaikan perselisihan berkenaan dengan penyelesaian po-
litik, yang mungkin terbit selama masa peralihan. Pihak yang lain-
nya tidak boleh berkeberatan atas permintaan demikian itu; per-
mintaan tersebut harus dimajukan oleh pemerintah Belanda kepa-
da Dewan Keamanan;

4. Dalam waktu tidak kurang dari 6 bulan tapi tidak lebih dari satu
tahun sesudah persetujuan ini ditandatangani, maka di daerah-dae-
rah di Jawa, Sumatera dan Madura akan diadakan pemungutan
suara (plebisit}) untuk menentukan apakah rakyat di daerah-daerah
tersebut akan turut dalam Republik Indonesia atau masuk bagian
vang lain di dalam lingkungan Negara Indonesia Serikat. Plebisit
ini diadakan di bawah pengawasan Komisi Tiga Negara, jika kedua -
pihak dapat persetujuan dalam artikel 3 yang menentukan, supaya
Komisi Tiga Negara memberikan bantuan dalam soal tersebut.
Kemungkinan tetap terbuka jika kedua pihak dapat persetujuan
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akan menggunakan cara lain dari pemungutan suara untuk me-
nyatakan kehendak rakyat di daerah-daerah itu;

Sesudah ditetapkan batas-batas negara-negara bagian yang dimak-
sud itu, maka akan diadakan rapat pembentukan undang-undang
dasar menurut cara demokrasi, untuk menetapkan konstitusi buat
Negara Indonesia Serikat. Wakil-wakil dari negara-negara bagian
akan mewakili seluruh rakyat;

wm

6. Jika ada negara bagian memutuskan tidak akan turut serta menan-
datangani konstitusi tersebut sesuai dengan pasal 3 dan 4 dalam
persetujuan Linggarjati, kedua pihak tiduk akan keberatan diada-
kan perundingan untuk menetapkan perhubungan istimewa de-
ngan Negara Indonesia Serikat.

Renville, 19 Januari 1948.

Semua dokumen persetujuan ditandatangani:
Untuk Pemerintah Kerajaan
‘Belanda,
Abdulkadir Wijoyoatmojo
Ketua Delegasi

Untuk Pemerintah Republik
Indonesia,
Amir Syarifuddin
Ketua Delegasi

Wakil-wakil Komisi Tiga Negara dari
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa:
Ketua: Mr. Justice Richard
C. Kirby (Australia)

Wakil-wakil:

Mr. Paul van Zeeland (Belgia)

Dr. Frank P. Graham (Amerika Serikat)
Sekretaris: Mr. T.G. Narayanan
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INDUK PERSETUDJUAN

Delegasi-delegas

. Pemerintall Republik Indonesia,

2. Pentemuan untuk Rermusiawaraian Federaal (Bijeenkomst veor

Federaal Overleg),
3. Keradjaan Nedzrland,
menimbang bahwa mereka telah bersidang dalam Konperensi Medjn
Bundar supaja selekas mungkin ditjapai perdamatan jang baik dan
kekal dalam pertikaian Indonesia dengan djalan memperoleh perseiu-
djuan antara peserta-paserta tentang tjara bagaimana akan diserahkan
kedaulatan jang sesungguh-sungguhnja, sempurnz dan tiada bersjarat
xepada Republik Indonesia Serikat sesuai dengan asas-asas Renville ; "
menimbang bahwa mereka telah mentjapai tudjuan itu dalam kerdja-
sanma jang baik ;
menimbang ‘bahwa Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Indo-
nesia dalam peristiwa itu telah memberikan bantuan jang berharga ;

telah memutuskan sebagai berikue :

I. Sekalian hasil Konperensi Medja Bundar termaktublah dalam
rantjangan-rantiangan persetudjuan dan surat-surat ; segala dokumen
1tu dilampirkan pada resolusi ini ; '
L. A. Rantjangan-rantjangan persetudjuan sebagai berikut :

I. Rantjangan Piagam panjerahan kedaulatan ;

2. Rantjangan Statut-Uni, termasuk pula lampiran dan per-
setudjuan-persetudjuan chusus tentang -pokok-pokok jang
terpenting hal kerdja-sama dikemudian hari ;

3. Rantjangan persetudjuan Perpindahan, termasuk persetu-
tudjuan-persetudjuan chusus berisi peraturan pokok-
pokok jang perlu diurus sebagai akibat penjerahan ke-
daulatan. ;

B. Tentang beberapa soal jang tersendiri, Delegasi-delegasi telan
saling mempermakiumkan masing-masing pendirian dengan
surat-menjurat.

[1I. Dokumen-dokumen jang disebut pada A dan B disusun dalam
bahasa Indonesia dan Belanda.

Kedua naskah itu mempunjai kekuatan jang sama.

Adalah pula dibuat naskah resmi berbahasa Inggeris ; naskah itulah

Sumber : H.A. Notosoetardjo, Dokumen-Dokumen KAB, Pustaka dan Penerbit
Endang : Jakarta, 1956, hlm. 65-67. .
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jang akan menentukan djikalau ada terdapat perbedaan arti antara
naskah Indonesia dan naskah Belanda.

IV. Penerimaan resolusi ini oleh daerah-daerah jang berhimpun
dalam Republik Indonesia Serikat dipihak jang satu dan oleh Kera-
djaan Nederland dipihak jang lain akan dipandang ratipikasi dokumen-
dokumen jang dilampirkan pada resolusi ini. Ratipikasi oleh salah satu
pihak tidak akan mempunjai kekuatan, djika salah satu dari pihak jang
lain tidak meratipikasi resolusi ini, '

—~

"V Persetudjuan-persetudjuan jang disebut pada 1I akan mulai ber-
lzxu pada saat penjerahan kedaulatan ; penjerahan itu @kan dilangsung-
kan dengan segala upatjara pada sidang di Amsterdam, selambat-
lambatnja pada tanggal 30 Desember 1949,

VI. Komisi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Indonesia atau suatu
badan Perserikatan Bangsa-bangsa jang lain akan mengawasi di Indo-
nesia penepatan segala persetudjuan, .tertjapai dalam Konperensi
Medja Bundar. :

Delegasi Pemerintah Republik
Indonesia,
MOHAMMAD HATTA,
Ketua.

Delegasi ‘Pertemuan untuk
Permusjawaratan  Federal
(Bijeenkomst voor Federaal
Overleg).
HAMID,
Ketun.

Delegasi Keradjoan  Nederland,
J.H. VAN MAARSEVEEN,
Ketua,

Ketua Konperensi Medja
Bundar,
\W. DREES.

Sekertaris-Unmum
Konperensi Medja Bundar,
M. J. PRINSEN,

Komisi Perserikatan Bangsa-
bangsa untuk Indonesia,
R, HERREMANS,
Ketua-minzgu.

Ho MERLE COCHRAN,
Anggota,

TH. K. CRITCHLEY,
Angeotu,

J. A. ROMANQOS,
Sekertaris 1.
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FIDATC DRS. MOH. HATTA. .
Ketua Delegasi Republik Indonesia pada Pembukaan K.ML.B.

KITA sekarang berkumpul didalam Konperensi Medja Bundar
jang segera akan mclangsungkan persidangannja, karena kita jakin,
bahwa dengan ini akan dapat tertjapai udjudnja kedaulatan jang penuh
tiada bersjarat bagi negara Indonesia.

Selama ini kita selalu berunding dan bertempur silih Dberganti.

Tiada sesuatu jang membatasi segalanja ini kita bertempur dan berun.
ding dengan tiada berhentinja, dengan tinda sampai kebatas jang ter-
tentu,

Pengalaman* pahit diwaktu jang sudah.sudah menundjukkan, bah.
wa djalan satu”nja untuk mwenjelesaikan masalah Indonesia hanjalah
penjerahan kedaulatan dengan segera pada bangsa Indonesia. Scdjarah
perundingan jang sudah?® menundjukkan, bahwa pokok kesulitan ter-
letak pada soal* kedaulatan. Kedaulatan Belanda di Indonesia berda.
sarkan sa2djarah,

Tetapi pada tanggal 17 Agustus 1943, hari proklamasi, hari men.
tjetusnja revolusi di Indonesia adalah suatu pernjataan daripada ge-
rakan perdjuangan bangsa Indonesia seluruhnja: Dan sesudah itu, per.
djuangan bangsa Indonesia dralirkan dalam satu saluran jang tertentu,
karena sesudah ini bangsa Indonesia telah menjatakan diri sebagai
bangsa jang merdeka, berdaulat. Sesudah hari ini pulalah, bangsa In.
donesia bertindak keluar atas nama negaranja jang diwudjudkan disini
dalam Republiknja.

Rakjat Republik merasa berdaulat, karena mereka mempunjai pe-
merintahan sendiri, tentara sendici, uang sendiri dan last but not least
politix luar negeri sendiri.

Benar atau tidak, diakui atau tidak, rakjat Republik menganggap
dirinja berdaulat. Apalagi sctelah pengakuan de facto dari Republik
Indonesia oleh negara® besar.

Timbul pertengkaran dan persengketaan jang diachiri dengan per.
sctudjuan Linggardjati. Tetapi ini kandas. Dan sesudah sckian lamanja
bertempur dan berunding lagi, timbul lagi satu persetudjuan Renville
jang djuga tidak memberikan kata putusan jang terachir. Karena per.
sctudjuan Linggardjatt inilah, jang terpaksa tidak dapat hidup lama
sebagal satu persetudjuan, Republik tampil kemuka didepan forum in-
ternasional. ' . o

Sumber ; H.A. Notosoetardjo, Dokumen-Dokumen XMB, Pustaka dan Pen.erbit
Endang : Jakarta, 1956, him.58-63.
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_Semwua persctudjuan jang sekian kali telah ditanda taneani it
kandas, karena sclalu dibatasi dalam pemetjahan soal sekitar penje.
rahan kedaulatan dalam prakteknja, Dan dalam hal ini masa peralihan
selaly mendjadi pertengxaran jang tidak mentjapai udjungnja. Karena
Belanda selalu berpendapat, bahwa pada masa peralihan ini, scgala
kedaulaian masih penuh berada ditangan Belanda, sedang dari fihak
Indoresia mengemukakan Konsepsinja bahwa dalam masa peralihan
hendaknja diberikun tjorak jang tegas sebagal lajaknja suatu negara
merdeka. Dengan ini akan diberikan satu tanggungdjowab jang penuh
kepada pemerintah sementara.

Sexuhi lugi kKembali kKita menghadapi medja perundingan. Republik
sadin berkorban turul sebagai satu negara jang telah berdaulat penuly

: satu peeara bagian, terwtama dalam penjerahan kekuatan
tan Perang dun perwasilan Luar Negeri jung akan diserahkan

Soudn Republin Indonesia Serikut mantis Pada masa peralihan me-
miny delam theoric Belunda masih miemegang kedaulatan, tetapi da-
lam prakieknja, kedaulatan penuh ada ditangan Pemerintah Sementara.
Dengan konsepsi daripada bangsa Indonesia inilah akan diadakan nanti
pembagian tanggungdjawab jang hingga kini dipegang oleh Wakil Ting-
ei Mahkota di' Indonesia kepada pemerintah interim.

Teiupl kurena Konsepsi Republik ini rupanja tidak dapat disetu-
djut oleh Belanda timbullah: persengketaan, hingga dua kali terdjadi
pertempuran antara Belanda dengan Republik. Memang masa interim
sukar diluiui, Maks sawu®nja djalan jang dapat melaluinja ini ialah pe-
njerahan Kedoulatan dengan segera tiada bersjarat, jang bagi kalangan
Belanda dalam masa’achic® ini telah mendjadi anggapan suatu kon.
sckwensi jang tidak dapat diclakkan. Dan dengan demikian, hendak.

nja RTC dilangsungkan dalam masa jang se-sinigkat®nja.

Telah njuta kepada kita semua, bahwa persengketaan jang ada
antara Republix dan Belanda merupakan suatu soal psychologie jang
mempunjai pangkalnja pada sedjarah Kolonial, dan jang makin men-
djadi* karena psychologie conflict selama 4 tahun, Itulah’sebabnja, ma-
ka tiap? penundaan penjerahaan kedaulatan setelah diadakannja suatu
persetudjuan, oleh bangsa Indonesia dirasakan sebagai siasat politik
untuk mempertahankan kekuasaan kolonial di Indonesia dan akibatnja
ketjurigaan pada maksud® Beldnda bertambah besar. Memang, atas
dasar tjuriga tidak akan bisa didapatkan kerdja sama jang baik ; maka
hendaknja hilangkan rasa tjuriga ini, jang hendaknja disampingi dengan
saling mengerti dan dengan demikian penjerahan kedaulatan jang tiada
bersjarat akan mendjadi suatu kenjataan jang tidak dapat dibantah.

“Sebenarnja penjerahan kedaulatan itu tidak boleh dikatakan de-
ngan tiada bersjarat sama sekali.

Kita mengetahui Pemerintah Belanda minta djaminan bahwa ke.
daulatan harus discrahkan pada suatu pemerintah federal Indonesia,
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dan bahwa antara RIS dan Keradjaan Belanda akan dibentux suatu
Uni mienurut dasar.dasar Renville.

Olzh karena Republik dan BFO menjetudjui sifat federal dari
negara Indonesia, demikian pula tentang hubungan uaiz, dengan sjarat”
jang tidak membatasi kedaulatan daripada kedua belah fihak, dari ke-
dua anggauta unie, maka ini tak cGirasakan ssbagai sssuatu jang mem.
batasi kedaulatan. Bentuk federasi telah disetudjui oleh Republik se.
diak masa Linggardjati dulu. Hal ini dinjatakan lagi dalam Kon.
parensi Inter Indonesia. Dalam unic kedua fihak mempunjai hak
jang sama, associatie bebas dengan tidak membatasi kedaulatan
masing.masing anggauta unic. Bentuk gambaran supersiaat jang
pada masa jang lalu mendjadi bajangan bagi kebanjakan golong.
an Belanda, mempunjai pengaruh  psychologie rakiat Indonesia.
Karena dengan gambaran superstaat ini, rakjat menganggap Be-
landa akan menutupi maksudnja dengan mempargunakan sebagai
tedir maksud®nja tersebut. Texapi sjukurleh, Kini anggepza alangan
Belanda tentang bajengan superstaat ini sudah tidak lagi ada. Unic
hendaknja merupakan suatu associatie-bebas, tidak kaku, jang akan
melantjarkan kerdja sama antara Indonesia dengan Belanda. Unie hen.
daknja tidak kaku dan masing® anggauta sama.sama merdeka, karcna’
kalau tidak demikian, tiap® ikatan akan putus dengan sendirinja. As.
sociatie bebas ini diperiukan, buat lantjarnja kerdja sema dimasa jang
lama, dan dengan tegas saja njatekan bahwa tidak dapat disetudjui
bilamana unie jang kaku jang akan dikemukakan. Dengan bentuk
unie ini, hendaknja rakjat dan masjarakat Bzlanda mempunjai pan-
dangan djauh dalam menentukan langkah?® lebih landjut.

Banjak dari kalangan masjarakat Belanda, terutama kalangan ka.
pitalisnja jang merasa kawatir kalau® sesudah berdirinja RIS nanti,
akan térantjam pcnanaman modalnja di Indonesia. Mereka takut, se.
bagaimana jang merecka bajangkan sebagai akibat konflik psychologie,
jang menimbulkan pertentangan sendjata, hingga alat-zlat banjak di-
hantjurkan : dengan demikian dunia kurang mendapatkan bahan jang
perlu jang terdapat di Indonesia. Maka alangkah baiknja kalau dapat
dengan didapatkan persetudjuan tentang penjerahan jang penuh, dan
tidak bersjarat. ‘ )

Tetapi tidak perlu kita mengoreksi masa jang sudah®. Apa boleh
buat, nasi telah mendjad: bubur. Kedjadian dan djalan sedjarah telah
mendapat hukum psychologienja sendiri.

Sebetulnja ketakutan jang ada dalam kalangan segolongan bangsa
Belanda ini tidak beralasan. Karena dalam Manifes Politik Republik
Indonesia jang dikeluarkan pada tanggal | Nopember 1945 dengan
tegas dinjatakan, bahwa milik dan kepentingan asing akan didjamin se.
perlunja. Bagian ini ialah sebagai berikut bunjinja : '
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,.Kita mengetahui bahwa kasdudukan négeri kita meletakkan suatu
tanggungdjawab jang besar dibahu kita terhadap keluarga dunia. Kita
tidak membentji bangsa Belanda. Malahan kita mengetahui dan me-
ngerti benar, bahwa untuk keperluan negeri dan bangsa kita didalam
beberapa tahun jang akan datang ini kita akan memerlukan pertolong.
an bangsa asing didalam pembangunan negeri kita berupa kaum teknik,
dan kaum terpeladjar, pun djuga kapital asing. Didalam memenuhi ke.
perluan itu kita tidak akan menghindarkan kenjataan bahwa orang
jang beroahasa Belanda, jaitu orang Belanda, mungkin akan lebih ba-
njak dipergunakan, oleh karena mereka telah ada disini dan lebih biasa
akuan keadean disini. Schingga pelaksanaan kemerdekaan kita itu de.
fum periu berarii kerugian besar untuk pihak Belanda, djika diukur
dentgan vang atau djiwa, akan tetapi tentu szkali perubahan jang se.
besar-besarnja didalam kedudukan politiknja.

Kita jakin bahwa tanah kita jang kaja raja ini djika diusahakan
dengan sesungguhnja uniuk meninggikan deradjat penghidupan bangsa
kita seria dunia umumnja akan masih banjak benar memberi ruangan
antuk tenaga dari seluruh dunia, terutama dari Amerika Serikat, Aus.
tralia dan Philipina, untuk turv: dalam psmbangunan negara dan bang.
Sa kua.

Akan tetapi sckalian itu hanja ckan dapat dimulal djikalau per.
tentungan kedaulatan antara Belunda dan kita dapat sclesai dengan
pengakuan hak kita untuk menentukan nasib kita sendiri, jaitu dengan
pengakuan negara dan pemerintahan jang telah kita pilih. Bukan sadja
kita dan barangkali pihak Belanda, berkepentingan dengan lekas ter.
laksananja hal ini, akan tetapi seluruh dunia jang me_nunggu® sumbang
an tanuh serta bangsa Indonesia rerhadap kekurangan jang ada d,idunia
sckarang.

Dengan pengakuan kemerdekaan kita, kita akan menanggung se.
gala jang patut kita tanggung menurut kedudukan kita. Segala hutang
Hindia Belanda sebelum penjerahan Djepang jang patut mendjadi tang.
gungan kita, kita akui hutang kia.

Segala milik bangsa asing sclain daripada jang diperlukan oleh
ncgara kita untuk diusahakan oleh negara sendiri, dikembalikan pada
jang berhak, serta jang diambil oleh negara akan dibajar kerugiannja
dengan se-adil®nja.

Hendaknja kini orang Belanda pandai melihat kemuka, melihat
masa depan, setjara dinamis, dan saja tegaskan disini, bahwa ini tidak
akan merugikan kedudukan Belanda malahan akan lebih menguntung-
kan. Pembangunan jang akan segera dilangsungkan di Indonesia akan
berimbangan djuga dengan pembangunan jang diselenggarakan dinegeri
Belanda sendiri.
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Sudah barang tentu, dalam suasana baru nanti Pemerintah akan
mendjalankan politik kemakmuran rakjat. Indonesia tidak akan lagi
mendjadi penanaman modal asing jang akan merugikan tingkat hidup
bangsa Indonesia. Penanaman modal asing akan diatur sedemikian ru.
pa hingga tidak akan mierugikan tingkat hidup rakjat di Indoresia.
[ndonesia tidak lagi akan mendjadi suatu inlander kolenie. Indonesia
akan mendjadi makmur dan tdak akan merugikan negara manapun,
malahan akan menguntungkan, terutama Belanda seadiri.

Memang, penjerahan kedaulatan, penjerahan hutang piutang seria
hak kewadjiban akan mendjadi atjara terpenting daripada konperensi.
Memang. banjak seluk beluknja soal® ini, tetapi tidak boleh hendaknja
karena ini konperensi kita pandjang=kan.

. Hendaknja dalam Konperensi ini kita rundingkan soal.soal jang
pokok.pokok dan prinsipil sadja, sedang detail dan penglaksanaannja
dapat nanti diselenggarakan oleh Pemerintah Sementara daripada Re-
publik Indonesia Serikat.
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Konperensi hendaknja djangan diperpandjang waktunja lebin dari
waktu psvchologisch jang mendjadi batas®nja.

Satu Djanuari 1949 telah lama liwat tidak lagi dapat kita kenang-
kan kembalil apa jang seharusnja terdjadi pada saat tersebut. Tetapi
engan mengingat semua perhitungan jang ada sekarang, hendaknja
sebelum fadjar menjingsing ditahun 1950, Republik Indonesia Serikat
jang merdeka dan berdaulat telah berdiri.
Tuntutan daripada psychologi masa ini hendaknja djangan diabai.
kan.

Sekali ini hendaknja kita berunding dengan maksud sungguh®
untuk bisa mendapatkan penjelesaian. Kita pusatkan kepentingan kita
dimasa datang. buat kepentingan kedua belah pihak. Dengan demikian,
akan dapat diperketiil masalah_masalah jang sulit> jang baru dipztjah.
kan dalam Konperensi ini.

Empat tahun lamanja kita bermusuhan, empat tahun lamanja kita
berada di-tengah” persengketaan sendjata. Kini kita menghadapi lem.
baran baru kita menghadapi sedjarah baru, dimana dasar damai akan
mendjadi dasar jang utama.

Dengan sedjarah baru ini, Indonesia dan Belanda akan mengha.
dapt masa bahagia. Anak”_tjutju kita akan berterima kasih kepada ki.
ta, dengan hasil® jang didapatkan pada saat dewasa ini.

Semoga hendaknja Tuhan jang Maha Esa memberkahi djalannja
perundingan selandjutnja.
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GLOSSARY

: Bijeenkomst voor Federal Overleg (Badan Permusyawaratan Federal)
: Europese Lagere School (Sekolah Rendah Eropa)
: Jong Sumatranen Bond. Salah satu organisasi pemuda di Sumatra.

: Komisi Tiga Negara Pada awalnya bernama Komisi Jasa-Jasa Baik

(Committee of Good Offices)

: Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (Sekolah Lanjutan Setingkat SMP)
: Nederlandsche Handels Hogeschool

: Netherlands Indies Civil Administration. Pemerintahan sipil Belanda yang

membonceng Inggris ketika datang ke Indonesia

: Prins Hendrik School (Sekolah Menengah Dagang)
: Perhimpunan Indonesia (Indonesische Vereniging)

: United Nations Commission for Indonesia (Komisi PBB untuk Indonesia)

UNCT merupakan perubahan KTN dengan kekuasaan yang lebih besar.

Aide Memoire : penjelasan tambahan.

Reshuflle kabinet : perombakan / pergantian kabinet.

Garis Van Mook : garts yang menghubungkan pucuk-pucuk terdepan pasukan

Exile Government ; Pemerintahan Pelarian,

Belanda yang menyerbu ke daerah-daerah RI dalam aksi militer Belanda

pertama




